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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN
PROSES BISNIS-1
(Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran Program)

1.Usulan target dan pagu PNBP

2.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
3.Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
4.Pencairan dana kegiatan dengan sistem UP/TUP
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KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS lil JAMBI
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NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN Oktober 2019
TGL. REVISI Agustus 2022
TGL EFEKTIF %5,§¢W SN
“KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUFAN

mem Il JAMBI

DISAHKAN OLEH

rdhana, SKM, MKM
J6901271993031001

NAMA SOP vmzﬂcmcgz TARGET DAN PAGU PNBP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang — undang Nomor 6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan 1. Pendidikan Minimal D3 Bidang Keuangan Atau Komputer
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan Komputer
2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 3. Telah mengikuti pelatihan Bendahara Penerimaan
Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata 4 & PanasouanganAFBN
: 5. Memiliki kemampuan dokumentasi dokumen
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kesehatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan PNBP 1. Komputer / Laptop
2. Printer, Scanner, Fotocopy
3. Alat Tulis Kantor
4. Akses Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1.

Apabila SOP tidak dilakukan maka tidak akan terbit pagu penggunaan PNBP

Disimpan dalam bentuk dokumen tercatat dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
g Ka Sub Pejabat Ket.
No R _—Mwww..._.w Bag Pemungut | Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Adum PNBP

1. | Memberikan arahan ke Ka Sub Bag

Adum untuk membuat usulan target dan :

pagu PNBP D Kertas 3 menit Berkas
2. | Melakukan koordinasi dan memberi

penugasan kepada pejabat pemungut Komputer

PNBP JF/JP untuk membuat usulan Kertas 10 menit Berkas

target dan pagu PNBP Printer
3. | Melakukan koordinasi Pejabat

Pemungut PNBP dengan Bendahara v x Kertas

Penerima untuk membuat usulan Target Bolsoln 30 Menit Dokumen

dan pagu PNBP [ | P
" Mwu%m_._m_mwqmwﬂaﬁmzmms%:mw_mmmﬂz_ Komputer, 30 menit Dokumen

Kertas,Bolpoin

5. | Membuat proposal dan usulan target 4

dan pagu PNBP //V Bolpoin, Kertas 30 menit Dokumen

r

6. | Memeriksa proposal target dan 4//

pagu PNBP A\ Bolpoin 10 menit Dokumen
7. | M t PN i

engentty target dan pagu PGP _|*|_ _Aoan:aq.. 60 Menit Dokumen
. Kertas,Bolpoin

8. | Mengirim dan mengarsipkan proposal

target dan Pagu PNBP ke Eselon | Bolpoin, Kertas 10 menit Dokumen




Nomor SOP :  OT.020211/ WgYo22
Tanggal Pembuatan ¢ 1 Maret 2022
KEMENTERIAN
. : KESEHATAN Tanggal Revisi 1 26 Agustus 2022
REPUBLIK Tanggal Efektif ;29 Agustus 2022
INDONESIA Disahkan Oleh :
Kepala xx._wu_.an_un Il Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |\rﬁf
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT L =
ALl ISHA WARDHANA. SKM.,MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI Nip. 198001271983034001
Nama SOP :  Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan T Memiliki kewanangan dalam pengukuran kinerja KKP Kelas [l Jambi
2 Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah 2 Memiliki kemampuan dalam menyusun pengukuran kinerja
3 Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
4 Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabllitas Kinerja
§ Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
i dal dangan berlaku dan yang terkait
1.80P Pengumpulan data kinerja w.wwﬂu”ﬂm_ﬂmn_e: el VG B yang
2 SOP Penyelenggaraan Rapat 3,Program Office dan Excell
4.SHBJ, ASB, DPA, Renstra, Renja, RAB
5.Forrmat Data Monitoring dan Evaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Penetapan kinerja KKP Kelas Il Jambi akan dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas [I]
Jambi untuk periode 1 (satu)
s . {
anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesual SOP, maka proses penatapan kinerja ini tidak akan berjalan lancar. Laporan;den Dokumen deta suda teridim den diarsiplan




Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
e SR Kasubbag | Koordinator Keterangan
Kel Waktu OQutput
Kepala Adum Sustans) JFULFT TIM SKI arsiparis elengkapan utp!
1 |Memerintahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Disposisi Surat 5 menit |Lembar Disposisi
kegiatan KKP ﬂv
2 |Membuat format pengumpulan data monitoring dan ——] Format data monitoring 30 menit |Format pengukuran
evaluasi kegiatan darl masing- masing sub bagian dan dan evaluasi kinerja
subtansi
3 |Menyampalkan format pengumpulan data monitoring dan Format data monitoring 15 menit |Draf pengusulan
evaluasi kegiatan kepada masing-masing sub bagian dan dan evaluasi data Movev
subtansi D
4 |Mengundang Kasubag dan Koordinator Subtansi untuk Undangan pertemuan, 15 menit |Undangan
melaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi notulensi, dokumentasi Pertemuan
keglatan
5 |Melaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi 1 DPA, RKO, Laporan 60 menit |Draf laporan Monev
keglatan _h14 realisasi kegiatan, Kegiatan
D _ _ _ _ Laporan pertemuan
_ ] Monev kegiatan
6  |Menghimpun format data dan informasi monitoring dan % Draf matrik laporan 60 menit
evaluasi kegiatan dar| masing- masing Sub Bagian dan Matrik Monev
Subtansi
7 |Menganalisis data dan informasi monitoring dan evaluasi Matrik Monev 60 menit |Draf laporan Monev
kegiatan yang terkumpul kegiatan
8 |Membuat konsep hasil monitoring dan evaluasi k Draf laporan hasil 30 menit |Dokumen hasil
kegiatan KKP — ﬁ _ _ _ _ monitoring dan evaluasi Monev kegiatan
_ kegiatan
I |
9 |Mengoreksi konsep dokumen hasil monitoring dan Dokumen hasil monitoring| 10 menit |Persetujuan
evaluasi kegiatan |_ wD dan evaluasi kegiatan pimpinan berupa
- disposisi
Penandatanganan dokumen hasil Monev kegiatan Disposisi dan dokumen 10 menit |Dokumen Monev
KKP oleh kepala KKP hasil monitoring dan Kegiatan yang telah
evaluasi kegiatan di otorisasi
Penggandaan dokumen Monev kegiatan KKP 10 menit |Dokumen Monev
J Dokumen Monev kegiatan kegiatan
j -
10 |Pengarsipan Dokumen Monev kegiatan| & menit |Dokumen Monev
A v kegiatan
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DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI

Nomor SOP 0T.02.02/01/005/2021
Tgl. Pembuatan |02 Januari 2021
Tgl. Revisi 01 Agustus 2021 (Rev.01)
Tql. Efektif 01 Agustus 2021
Disahkan oleh - A N
1/ _
i,
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|\
e /i )
" Alilsha Wardh .“.wxz.. MKM
. NIP. 1969 3031001
X .l.b.l__ D2
NAMA SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN RKT

DASAR HUKUM

1. Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

3. PP RI No 27 Tahun 2014 Pengelolaab Barang Milik Negara

4. Permenkes No:1144/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan

5. Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

6. PermenPAN RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Renstra

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengendalian dokumen

4. Memiliki kewenangan dalam penyusunan RKT

' KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Keluar
2. SOP Laporan Tahunan

Renstra

Komputer/Printer/Scanner

Format Penyusunan LAKIP
Dokumen Perjanjian Kinerja

Data dan Informasi Capaian Kinerja
Laporan Realisasi Keuangan
Jaringan Internet

8. Alat Tulis Kantor (ATK)

NS R NN

 PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat pada kemungkinan
kegiatan tidak akanberjalan secara efektif dan efisien

1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala KKP Jambi



Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan P Waklu Keterangan
Kepala Kantor xnwccuns 5 elugas Kelengkapan ot Output
1 [Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Disposisi surat 10 Disposisi Surat
=
2 |Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja subbag Adum Format penyusunan Rencana 120  |Formal penyusunan Rencana
dan masing-masing substansi HJ Kerja Tahunan (RKT) Kerja Tahunan (RKT)
3 [Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerjasubbag Format penyusunan Rencana 80 Format penyusunan Rencana
adum dan masing-masing substansi ﬂ Kena Tahunan (RKT) Kerja Tahunan (RKT)
4 |Menghimpun format data dan informasi kinerja subbag adum danmasing- Format penyusunan Rencana 180 |Format penyusunan Rencana
masing substansi Kerja Tahunan (RKT) Kerja Tahunan (RKT)
5 |Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah Format penyusunan Rencana 1440 |Draft Rencana Kerja
terkumpul Kerja Tahunan (RKT) Tahunan (RKT)
6 |[Membuat Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) L|4H_ Draft Rencana Kerja 720 |Dokumen Rencana Kerja
g = Tahunan (RKT) Tahunan (RKT)
7 [Mengoreksi Dokumen Rencana Kena Tahunan (RKT) Dokumen Rencana Kerja 380 |Dokumen Rencana Kerja
Tahunan (RKT) Tahunan (RKT)
8  |Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepadaKepala Dokumen Rencana Kerja 80 Dokumen Rencana Kerja
Kantor untuk memintakan persetujuan > Tahunan (RKT) Tahunan (RKT)
9  [Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh Kepala N Dokumen Rencana Kerja 10 Disposisi persetujuan
Kantor kemudian diteruskan ke Kasubbag ADUM \\ Tahunan (RKT) dokumen Rencana Kerja
Tahunan (RKT)
10 |Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian —1 Konsep surat pengantar 15 Surat Pengantar
diserahkan ke petugas untuk dikirimkan ke Irjen Programdan Informasi
Kemenkes RI
11 |Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Rencana ) Dokumen Rencana Kerja 10 Arsip
Kerja Tahunan (RKT) Tahunan (RKT)

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala KKP Jambi
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Nomor SOP : 0T02.02/1/ 2ABY /2019

Tanggal Pembuatan | Oktober 2019
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Disahkan Oleh :
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Nama SOP :  Pencairan Dana Kegiatan Dengan Sistem UP/TUP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997 Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan No,190/PMK.05/2012

1 S1- Akuntansi
2 51 - Ekonomi Manajamen Keuangan

3 D3 - Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran
2 SOP Pengajuan SPM GUP

1 Alat-Alat Tulis Kantor
Laptop
Akses Internet

2

3

4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6

Daftar Barang Ruangan

7 Formulir Peminjaman dan Formulir Pengembalian

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana
dengan baik.

Dokumen Keuangan




Prosedur Pencairan Dana Kegiatan Dengan Sistem UP/TUP

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Keterangan
Waktu
KPA PPK PJ. Program Pengeluaran Arsiparis Kelengkapan Output

1 |Memberikan arahan kepada PPK untuk ATK 2 menit |Lembar Arahan
memproses usulan pencairan kegiatan
melalui mekanisme UP/TUP

B ——

2 |Menugaskan kepada PJ program untuk 3 ATK 5 menit |Kegiatan
memproses usulan pencairan dana
kegiatan melalui mekanisme UP/TUP

|

3 |Menyusun dokumen usulan pencairan 1 Komputer, 30 menit |Kuitansi 30 menit/
dana kegiatan dan mengajukan kepada Printer, ATK dan bukti kegiatan
PPK — dukung

4 (M rifikasi / %4 _ K

emverifikasi /menguji pengajuan — Kuitansi, Kartu 10 menit uitansi A
kuitansi dan kelengkapan dokumen // [7] Wasja,Bukti dan bukti Bukti Dukung (Nota, Daftar
usulan pencairan dana kegiatan Dukung, ATK dukung ..umn__. _un_a__..wo;m SK, Surat
ugas

5 |. Menerbitkan Surat Perintah Bayar s Kuitansi, Kartu 10 mentt |SPBy (Surat 10 menit/

(SPBy) untuk Bendahara Pengeluaran Wasja,Bukti Dukung, ATK Perintah transaksi
[] Bayer)

6 |Melakukan pengujian dan pembayaran v DIPA, RKAKL, Kuitansi, 10 menit |Kuitansi Lengkap 10 menit/
berdasarkan perintah PPK dan dapat Kartu Wasja,Bukti Bayar transaksi
menolak perintah pembayaran apabila Dukung, ATK, Komputer
tidak memenuh [+ |

7 [Mengentry data transaksi pengajuan ¥ Komputer, Printer, ATK, 10 menit |Kuitansi Lunas
pencairan dana UP/TUP pada Aplikasi Internet Bayar
Sakti

8 |Membuat Daftar Rincian Pembayaran 3 Komputer, 10 menit |Daftar Rincian 10 menit/

Printer, ATK, Bayar transaksi
1

9 |9. Melakukan Pembayaran atas pengajuan ' Komputer, 15 menit 10 menit/
pencairan dana kegiatan melalui Printer, ATK, transaksi
mekanisme UP/TUP

|

10 |Melengkapi dokumen kuitansi ¥ ATK, Stempel 10 menit |Kegiatan 10 menit/
pengajuan pencairan dana kegiatan Kantor transaksi

11 |Menyerahkan kuitansi lunas bayar pada Scanner, Flashdisk 10 menit |File PDF 10 menit/
operator scanner untuk di scanner dan (ADK) transaksi
menyimpan ADKnya

12 |Mengarsipkan kuitansi pengajuan ATK, Odner, 30 menit |Kegiatan
pencairan dana UP/TUP beserta Lemari File
kelengkapan dokumen lainnya

152




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN
PROSES BISNIS-2
(Pengelolaan Administrasi Dan Umum)

1.Penerimaan Kas

2.Pengelolaan PNBP

3.Pengeluaran Kas

4.Penempatan Pegawai (Mutasi Internal)
9.Pengajuan SPM LS bendahara
6.Pengajuan uang muka kegiatan
7.Pelaporan LPJ Bendahara Penerimaan
8.Pelaporan/Pertanggung jawaban (LPJ)
9.Pengajuan SPM LS kontraktual
10.Pengajuan SPM UP/GUP/TUP
11.Penata usahaan pajak

12.Pemberian Reward dan Punishment
13.Pengajuan specimen tandatangan pengelola anggaran

5
3%,



Dasar Hukum :

Nomor SOP :  0T.02.02/1/1145/2019
KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan : 07 October 2019
. KESEHATAN Tanggal Revisi : Agustus 2022
REPUBLIK - | Efektif ,
INDONESIA anggal Efekti Agustus 2022
Disahkan Oleh
f ,. .__. _— : umn,m_m En_u \x.n._.n.s. 1l Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA | | PENGENDAL Gy AN et “
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT \ ) -
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI
Nama SOP : PENERIMAAN KAS
Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggungn Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan

7 Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,

s wN

1 Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2 Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang peraturan perundang-undangan terkait
Perbendaharaan Negara

3 Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi Sakti dan wifi

4 Laptop

Keterkaitan :

|Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Pengeluaran Kas
2 SOP Pelaporan/ Pertangungjawaban Kas

3 SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal

1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2 Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN

3 Akses Internet

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat
1 Apabila SOP Penerimaan Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas
kas akan terlambat

|Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak setiap kali digunakan

1 Tim Penilai PIPK

2 Pengelola Keuangan




Prosedur
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN KAS (Penerimaan Kas)

Pelaksana Mutu Baku
No Aldivitas Keterangan
Bendahara PPK PPSPM KPPN Bank Kelengkapan Wakiu Qutput
Mengajukan permohonan UP awal
berdasarkan pagu dalam DIPA/ Surat Pernyataan KPA, Surat
perubahan UP berdasarkan surat A ; Surat Persetujuan ;

1 ) " — Permohon:
persetujuan perubahan UP dan Kanwil UP/TUP, FC DIPA, N UP/ TUP s
DJPD / TUP berdasarkan permintaan Rincian Kebutuhan UP
dari pelaksana kegiatan
Membuat, memverifikasi dan T Surat Permohonan UP/ .

2 | menandatangani SPP UP/ TUP Y TUP 60 mend SPPUPITUP

Y
o T P
Membuat, memverifikasi dan } SPM UP/
3 | menandatangani SPM UP/ TUP /\ SPP UPI TUP 60 menit TUP
4 v
Memverifikasi SPM, menerbitkan SP2D T . 0

4 |dan mentransfer dana kerekening T SPM UP/TUP 960 menit UP/TUP
bendahara melalui Bank
Menerima SP2D UP/TUP dan Ketersediaan

5 |memasukan dana kerekening SP2D UP/TUP 180 menit dana UP/
Bendahara TUP

! BKU dan

6 |Mencatat SPM dan SP2D UP/TUP ke Ketersediaan dana UP/ | g0 o0 ki

dalam aplikasi SAKTI Modul Bendahara TUP
pembantu
1560 menit




OT.02.02/1/ 24%019

NOMOR SOP
R‘ nmz..mﬂﬁh_. AN TGL. PEMBUATAN | | Oktober 2019
i o A'. et TGL. REVISI 9fAgustus 2022
' INDONESIA TGL EFEKTIF % Agustus 2022
xmv»r» _950” ESEHATAN PELABUHAN
:,r KELAS (Il JAMBI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Il ” w, SRAT JENDER .J
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DISAHKAN OLEH |7 | rencennaLgsmets
Wh Alilsha sa ana, SKM, MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Ill JAMBI N ﬁ NIP Hﬁw 1271993031001
.. O ON _.q
NAMA SOP . 1mzom_..0_r>>z PNBP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - undang Nomor 6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan 1. Pendidikan Minimal D3 Bidang Keuangan Atau Komputer
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan Komputer
2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri | 3 Telah mengikuti pelatihan Bendahara Penerimaan
Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata 4. JFTPanaia KeuanganAPBN: =
i 5. Memiliki kemampuan dokumentasi dokumen
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kesehatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. - 1. Komputer / Laptop
2. Printer, Scanner, Fotacopy
3. Alat Tulis Kantor
4. Akses Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Kesalahan dalam pemilihan tarif PNBP
2. Keterlambatan Penyetoran

Disimpan dalam bentuk dokumen tercatat dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
: Ka Sub Pejabat Ket.
No sl Hwnﬂ_“ Bag Pemungut | Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Adum PNBP
1. | Memberikan arahan kepada Kasubag
Adum untuk mengelola PNBP sesuai Kertas, :
aturan yang berlaku O Bolpoin Toimenit | (Latibar
2. | Memberikan penugasan kepada Pejabat _
Pemungut PNBP untuk melakukan Kertas, 15menit | Esmibar
pengelolaan PNBP _ Bolpoin
3. | Melakukan koordinasi dengan
bendahara penerima dan bendahara A o
penerima pembantu dalam pelaksanaan Bolpoi 10 Menit Lembar
PNBP olpoin
4. | Pejabat Pemungut PNBP di Kantor
Induk dan wilker menerima Y Kertas
permohonan dari gy xm.om_ sau Bolpoin, Jaringan 5 menit Lembar
pengguna melalui aplikasi Internet
SINKARKES
5. | Petugas memverifikasi permohonan ¥ Komputer, Kertas,
penerbitan dokumen Kesehatan Printer, Jaringan, | 15 menit | Dokumen
Internet
6. | Menerima bukti transaksi
pembayaran melalui aplikasi v Komputer, Kertas,
Simponi dan pelaporan penerbitan Printer, 1% menit | Bokumen
dokumen Kesehatan melalui ~ Jaringan,
aplikasi SINKARKES Internet
7. | Pelaporan kepada bendahara
penerimaan secara berkala terhadap H u_ u Komputer, .
billing yang sudah terbit dan dibayarkan Kertas,Bolpoin UYMBNE | Cftumen
oleh pengguna layanan
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Tanggal Pembuatan : 07 October 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh
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NS .ﬁﬁw“&uasuoﬂsu

Nama SOP :  PENGELUARAN KAS
Dasar Hukum ; Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 1 Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2 Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang peraturan perundang-undangan terkait
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara Perbendaharaan Negara
4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 3 Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi Sakti dan wifi
5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggungn Jawab Bendahara pada Satuan Kerja 4 Laptop
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
7  Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

1 SOP Penerimaan Kas
2 SOP Pelaporan/ Pertangungjawaban Kas 2 Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN
3 Akses Internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

Apabila SOP Penerimaan Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas
kas akan terlambat

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak setiap kali digunakan

1 Tim Penilai PIPK

2 Pengelola Keuangan
3 Arsip Administrasi dan umum




Prosedur
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (Pengeluaran Kas)

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Keterangan
Unit Pengguna | Bendahara PPK PPSPM KPPN Bank Kelengkapan Wakiu Qutput
fncian ,
1 Meminta uang muka UP! TUP atas penggunaan 60 menit ”_“ﬂﬁ
persetujuan PPK ﬁ “ _|\ uang muka UP! TUP
dan SPBy
Memverifikasi permintaan UP/ TUP, T Nota dinas
2 |membuat DRPP dan membukukan ke / \ permintaan 30 menit cek UP/ TUP
dalam aplikasi SAKTI Modul Bendahara - UP/ TUP
3 |Menandatangani permintaan DRPP T AW cek UP/ TUP |15 menit cek UP/ TUP
Y
Menerima dan menggunakan uang S e— ]
4 |muka kegialan berdasarkan permintaan cek UP/ TUP |60 menit dana UP/ TUP
SPBY,
memverifikasi dan membuat DRPP . ﬂauaqmam!ﬂ
5 |serta membukukan ke dalam apiikasi ~ m“__ﬂ_mam_ DUkl 060 menit | DRPP
SAKTI Modul Pembayaran / \ : c.auum_}
v luaran
membuat SPP berdasarkan DRPP dari c <
6 | Bendshera can menand ity /*\ DRPP 60 menit SPP UP/ TUP
v
membuat SPM berdasarkan SPP dari T
T [ b S Sy SPP UP/ TUP |60 menit SPM UP/ TUP
Memverifikasi SPM, menerbitkan SP2D vY
4 |dan mentransfer dana kerekening T e SPM UP/ TUP |960 menit SP2D UP/ TUP
bendahara melalui Bank e, el
Menerima SP2d GUP/PTUP dan v Y
5  |memasukan dana kerekening | | [sP20 UPTUP | 180 ment Kelersediaan
dana UP/ TUP
Bendahara
g |Mencatat SPM dan SP2D GUP/PTUP AU Ketersediaan |00 BKU dan buku
ke dalam aplikasi SAKTI Modul dana UP/ TUP pembantu
Bendahara
Total 2 565 menit
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Nama SOP

Nomor SOP - OT.02.02/01/012/2021
Tgl. Pembuatan : 03 Januari 2021
Tgl. Revisi 4
Tgl. Efektif . 10 Januari 2022
Disahkan oleh

Kepala Kantor,

oo

Ali Isha Wardhana, SKM, MKM

NIP 196901271993031001

PENEMPATAN PEGAWAI MUTASI INTERNAL

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah No. 96 tentang wewenang, pengangkatan pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil

4. Permenkes No. 1144/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Kesehatan

1. Memahami konsep mutasi internal pegawai
2. Memahami peraturan yang terkait dengan aturan mutase internal pegawai
3. Berpengalaman dan memiliki wawasan dalam hal menangani urusan mutasi internal

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Agenda Surat
2. SOP Penilaian Kinerja

1. Peraturan dan pedoman penataan organisasi di Instansi Pemerintah
2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner

3. Data Analisis Jabatan

4. Data Beban Kerja

5. ATK, Jaringan Internet, Buku Agenda

2. Entry Data

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila SOP pengurusan mutasi internal terlambat, maka proses sasaran kerja pegawai akan Disimpan sebagai arsip di :
terhambat 1. Buku Agenda Surat Masuk

3. Cetak Petikan SK Penataan / Penempatan Jabatan pelaksana




Pelsksana Mul Baxu
No Keglatan Peng e Keterangan
N Koodinator Seks| Ka Sub Bog Adum Kepaia K A, v ”“BEH felengkapan Wantu Outpur
mengusulkan mutas: pegawal. berdasarkan Analisis U has| penilaan 15
1 ; I
Beban Kerja dan Kompetensi _.,__xs- T

: surat usul dan hasil] 15 ;
2 |memenksa usulan dab drat usulan mutasi D AT_,_ES Menit |3Urat usul mutasi
3 |merekapitulasi usulan D surat usul mutasi znw o |eee usul
4 |membuat konsep surat keputusan .ﬂ_ ﬁﬂ_uouuﬂ_.._“ug 2 Jam|surat keputusan
15 Paraf
5 |memeriksa surat keputusan 0 AV Surat Keputusan [ " |Kasubbag/kasie
1 N dan kebag/kabld
U
8 |membuat verbal _Il.l_. Surat Keputusan | 1> Iverbal
AV . [ 10 Paraf
7 |[menandatangani verbal _ verbal Men | @Subbag/kasse
T T i dan kabag/kapid
! Av ! verbaldan Surat | 30 |surat keputusan
8 |menandatangani Surat Keputusan Ve Menit ldan @ _
9 |mendisposisikan Surat Keputusan O] wwﬂwﬂ_.a e :.-w_. Shponst
10 \/mengagendakan Surat Keputusan D Wcﬁhmnﬁ_ mc.E .s.oﬂ it [Puku nomor surat
=
11 \menggandakan Surat Keputusan [ Surat Keputusan zm. i [dupiikas:
__ |duplikas) surat 15
12 Imendistribusikan Surat Keputusan A V keputusan. buku | . ltanda tenma

ekspedisi




NOMOR SOP : 0T.02.02/1/24¥8/2022
TGL. PEMBUATAN Hguistus 2022
TGL. REVISI
TGL EFEKTIF : 20 Agustys 2022
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA S/ _,
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (K gpaiaRptor KesehataFriabuhankelas Il lambi
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI o\ ; .
Ali Isha Wardbana, SKM, MKM
NIF196901271993031001
NAMA SOP PENGAJUAN SPM LS BENDAHARA
KUALIFIKAS| PELAKSANA :

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997
3. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012

4, S1-Akuntansi
5. S1 - Ekonomi Manajamen Keuangan
6. D3- Akuntansi

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP LPJ Bendahara Pengeluaran

1. Komputer / Laptop, Printer
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana
dengan baik.

1. Dokumen Keuangan




PENGAJUAN SPM LS BENDAHARA

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Staf Keterangan
KPA PPK PJ. Program Peigamrat Kesngai PPSPM Kelengkapan Waktu Output

1 [Memberikan arahan kepada PPK untuk ATK 5 menit |Lembar Arahan

memproses pengajuan anggaran LS
2 |Menugaskan pemegang program untuk ¥ ATK 5 menit |Kegiatan

menyusun daftar nominatif dan Surat

Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) LS

|

3 |Menyusun daftar nominatif dan Surat « 30 menit |Dokumen Daftar

Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) LS Komputer, Printer, Nomimatif, SPTJB

ATK LS

4 |Mengentry daftar nominatif dan SPTJB LS Komputer, Printer, 10 menit |Dokumen Daftar 10 menit/ SPTB

pada aplikasi dan mengajukan kepada PPK ATK Nomimatif, SPTJB

LS

5 |Memverifikasi daftar nominatif dan SPTJB “ﬂ Komputer, Printer, ATK 10 menit |Dokumen Daftar 10 menit/ SPP

LS dan menerbitkan SPP — Nomimatif,

SPTJBLS

8 |Mengajukan permintaan pembayaran Komputer, ATK 5 menit |Dokumen Daftar 5 menit/ SPP

kepada PPSPM Nomimatif,

[T

7 |Memverifikasi permintaan pembayaran ATK 5 menit |SPTJBLS 5 menit/ SPP

kepada PPSPM

[v]
8 |Menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) Komputer, Printer, ATK 10 menit |Dokumen SPP 10 menit/ SPP
9 [Memverifikasi dan menandatangani SPM) ATK 5 menit |Dokumen SPP 5 menit/ SPM
10 |Tarik data SPM di Menu Sakti L1 Flashdisk, Komputer, 2 menit |Dokumen SPM 2 menit/ SPM
Barcode Scanner
L

11 |Memonitor SP2D melalui Online Monitoring ] Komputer dan 10 menit |Dokumen SPP

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Internet

Negara (OM SPAN)/ Sakti
12 |Validasi SP2D dari ke Aplikasi SPM dan Flashdisk, Komputer, 5 menit |ADK SP2D

Sakti Modul Bendahara Pengeluaran 3 Barcode Scanner
13 [Memeriksa ADK SP2D dari Apiikasi 1 Komputer, Printer, ATK 70 | mentt |Kegiatan

SPM

H.




14 |Mengecek dan memesan uang di Bank ﬂ Komputer, Internet, 5 menit |Kegiatan
Telepon
15 |Membuat Cek pengambilan uang _ ATK, Buku Cek, Stempel 5 menit |Kegiatan
kantor
16 |Menyetujui Cek Pengambilan Uang _ﬂi ATK, Buku Cek 5 menit |Kegiatan
17 |Mengambil uang di Bank Ml Buku Cek 30 menit |Kegiatan
Y _\|PU
18 |Membukukan transaksi pada aplikasi Sakti Komputer, ATK 5 menit |Dokumen pada 5 menit/
Bendahara Pengeluaran Aplikasi Sakti tran
saksi
19 |Mendistribusikan uang kepada Pemegang ATK 5 menit |Kegiatan 15 menit/
Program trans
167 menit
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Disahkan Oleh :
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Nama SOP

PENGAJUAN UANG MUKA KEGIATAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997 Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012

1 S1-Akuntansi
2 S1 - Ekonomi Manajamen Keuangan

3 D3 - Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran
2 SOP Pengajuan SPM GUP

1 Alat-Alat Tulis Kantor
Laptop

Akses Internet

2

3

4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6

Aplikasi Sakti

|Peringatan :

|Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana
dengan baik.

Dokumen Keuangan




PENGAJUAN UANG MUKA KEGIATAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Keterangan
KPA PPK Pj. Program Pengeluaran Kelengkapan Waktu Qutput

1 |Memberikan arahan kepada PPK untuk ATK 2 menit [Lembar Arahan
memproses usulan pencairan uang muka
kegiatan melalui mekanisme UP/TUP

2 |Menugaskan kepada PJ program untuk i ATK 5 menit |Kegiatan 5 menit/
memproses usulan pencairan uang muka kegiatan
kegiatan melalui mekanisme UP/TUP

]

3 |Menyusun dokumen usulan pencairan uang 1 Komputer, Printer, ATK 30 menit |Kuitansi dan bukti |30 menit/
muka kegiatan dan mengajukan kepada dukung kegiatan
PPK lv]

4 |Memverifikasi /menguji pengajuan kuitansi 4 = Kuitansi, Kartu Wasja, 10 menit |Kuitansi Uang Muka |10 menit/
uang muka kegiatan / F ATK transaksi

5 [Menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) ¥ Kuitansi, Kartu Wasja, 10 menit |SPBy (Surat 10 menit/
untuk Bendahara Pengeluaran ATK Perintah Bayar) transaksi

_’ 1

6 |Melakukan pengujian dan pembayaran h Komputer, Printer, ATK 10 menit |KuitansiUM Lengkap |10 menit/
berdasarkan perintah PPK dan dapat Bayar transaksi
menolak perintah pembayaran apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan

Y

7 |Mengentry data transaksi pengajuan uang Komputer, Printer, ATK, 10 menit |Kuitansi UM Lunas |10 menit/

muka kegiatan pada Aplikasi Sakti Internet Bayar transaksi

1
8 [Membuat Daftar Rincian Pembayaran ﬁ Komputer, Printer, ATK, 10 menit |Daftar Rincian Bayar |10 menit/
transaksi

1

9 |Melakukan pembayaran atas pengajuan i § Komputer, Printer, ATK 15 menit |Kegiatan 10 menit/
uang muka kerja / kegiatan transaksi

]

10 |Melengkapi dokumen kuitansi pengajuan il Bukti dukung kuitansi 10 menit |Kegiatan 10 menit/
uang muka kegiatan agar bisa dibayar transaksi
kekurangannya

|

11 |Memverifikasi /menguji pengajuan kuitansi Kuitansi, ATK 10 menit |Kuitansi Uang Muka |10 menit/
rampung uang muka kegiatan transaksi

12 |Menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) Kuitansi, Kartu Wasja, 5 menit |SPBy (Surat 5 menit/
untuk Bendahara Pengeluaran ATK Perintah Bayar) transaksi

I

13 |Mengentry data transaksi pengajuan kuitansi 1 Flashdisk, Komputer, 5 menit |ADK SP2D 10 menit/
rampung pada Aplikasi Sakt Barcode Scanner transaksi

|




14 |Membuat Daftar Rincian Kekurangan Komputer, Printer, ATK, 10 menit |Kuitansi 10 menit/

Pembayaran Uang Muka Kegiatan Internet Rampunglunas transaksi
Bayar

15 |Melakukan pembayaran kekurangan atas Komputer, Printer, ATK, 10 menit [Daftar Rincian Bayar |10 menit/
pengajuan kuitansi rampung uang muka transaksi
kerja / kegiatan

16 |Melengkapi dokumen kuitansi rampung uang Komputer, Printer, ATK, 15 menit |Kegiatan 15 menit/
muka kegiatan transaksi

17 |Menyerahkan kuitansi rampung lunas bayar Scanner, Flashdisk 12 menit |File PDF (ADK) 12 menit/
pada operator scanner untuk discan dan transaksi
menyimpan ADKnya

18 |Mengarsipkan kuitansi pengajuan pencairan ATK, Buku Cek, Stempel 5 menit |Kegiatan
dana UP/TUP beserta kelengkapan kantor
dokumen lainnya

184 menit
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PELAPORAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

NAMA SOP
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang — undang Nomor 6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan 1. Pendidikan Minimal D3 Bidang Keuangan Atau Komputer
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan Komputer
2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 3. Telah mengikuti pelatihan Bendahara Penerimaan
Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata 4. JFT _.uﬂ.:ms Keuangan APBN _
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 5. Memiliki kemampuan dokumentasi dokumen
3. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kesehatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan PNBP

1. Komputer / Laptop

2. Printer, Scanner, Fotocopy
3. Alat Tulis Kantor

4. Akses Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat peringatan dari KPPN Jambi
sebagai Satker yang tidak patuh untuk pelaporan LPJ Penerimaan

Disimpan dalam bentuk dokumen tercatat dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
: Atasan Pejabat Ket.
No Keglatan Hwﬂwn_.w Langsung Pemungut | Bendahara Kelengkapan Waktu Output
PNBP PNBP
1. | Memberikan arahan kepada Atasan
Langsung PNBP untuk menyampaikan Katlas
pelaporan PNBP sesuai aturan yang Bol o.m 10 menit Lembar
berlaku P
2. | Memberikan penugasan kepada
Bendahara Penerimaan untuk Kertas, ;
melakukan Pelaporan _ Bolpoin 15 menit Lembar
Pertanggungjawaban PNBP tiap bulan
3. | Melakukan koordinasi dengan
bendahara penerima dan pejabat A/
pemungut PNBP dalam hal Kertas .
pelaksanaan rekapitulasi billing Bolpoin 36 Meit Lembr
penerimaan per bulannya.
4. | Bendahara penerimaan melakukan ! .
BpIaEcCRIR A Nerics sl bilng Bolpoin .._m_.._:@m_._ 5 menit Lembar
pada aplikasi SAKTI _zﬁm_.:mﬁ
Mengerjakan Surat Pengantar, LPJ, .
5. | dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bolpoin, Kertas, | 5, oot Dokumen
Bendahara Penerimaan | Komputer
v
6. | Memeriksa LPJ dan Berita Acara v
Pemeriksaan Kas Bendahara Kertas, ;
CY— , Bolpoin 15 menit Dokumen
10. | Menandatangani surat Pengantar LPJ :
dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Kertas, 15 . Dok
Bendahara Penerima T Bolpoin e e
12. | Mengirim dan mengarsipkan LPJ dan !
Berita Acara Pemeriksaan Kas Kertas -
Bendahara Penerima ke KPPN D Bolpoin okl Sl




Nomar SOP ¢ 0T.02.02/1/1161a/2019
KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan : 14 October 2019
. KESEHATAN Tanggal Revisi : M Agustus 2022
REPUBLIK - -
INDONESIA Tanggal Efektif {8 Agustus 2022,
Disahkan Oleh ; « \!
LT kepalakep _W_ww 11 Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA | & ilh& /
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT \ y & ]
&
\ a, SKM, MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI 271993031001
|Nama SOP :  PELAPORAN/ PERTANGUNGJAWABAN (LPJ)
|Pasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1 Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2 Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang peraturan perundang-undangan terkait
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara Perbendaharaan Negara
4 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran | 3 Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya
Pendapatan dan Belanja Negara
5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggungn Jawab Bendahara pada Satuan Kerja 4 Laptop
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
APBN
7 Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Pengeluaran Kas
2 SOP Penerimaan Kas

1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2 Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN
3 Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi Sakti dan wifi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat
1 Apabila SOP Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan
pertanggungjawaban atas kas akan terlambat

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak setiap kali digunakan

1 Tim Penilai PIPK

2 Pengelola Keuangan
3 Arsip Kasubbag Administrasi dan Umum




Prosedur

PELAPORAN/ PERTANGUNGJAWABAN

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Keterangan
Bendahara Petugas SAKTI PPK/ KPA KPPN Kelengkapan Wakiu Output
(Pelaporan)
Membukukan SPM, UP, TUP, LS dan SPM UP/TUP, LS BKU dan buku
! |paiak ke dalam aplikasi SAKTI Modul S Bukdi setor Pajak | o0 Ment pembanty
Pembayaran
SPM UP/ TUP. LS
2 usgm__am_;m_: e dan bukti 60 menit neraca
pengembalian LS
Membuat berita acara rekonsiliasi dan neraca, BKU dan .
3 |LPJ dari aplikasi SAKTI Modul buku pembanty |00 Ment BAR dan LP)
Bendahara
Menandatangani Berita Acara LPJ dan BAR, LPJ, BKU dan )
4 |BKU dan buku pembantu Buku Pembanty |00 Ment BAR dan LPJ
e [
Mengupload ADK LPJ ke dalam aplikasi _ ADK LPJ. LPJ,
5 [SPRINT dan mengirimkan hardcopy ke 1_ BAR, neraca, 480 menit WW."A dan hardcopy
KFPN rekening koran
T
Memverifikasi ADK. hardcopy LPJ dan ADK dan hardcopy :
6 etujui LPJ ) LPJ 480 menit landa terima LPJ
=
Menerima tanda terima LPJ dan .
7 ‘ tanda terima LPJ |60 menit Dokumentasi LPJ
mengarsipkannya

1.680 menil
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI

Nomor SOP : OT.02.02/l/ ulﬁﬂﬂ /2022

Tanggal Pembuatan

2 Agustus 2022

Tanggal Revisi t

Tanggal Efektif ) U@ Agustus 2022

Disahkan Oleh g
- Kepala KKP Kelas IIl Jambi,

5 Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
NIP 196901271993031001

Nama SOP ¢ PENGAJUAN SPM LS KONTRAKTUAL

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997 Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan No,190/PMK.05/2012

1 S1 - Akuntansi
2 S1 - Ekonomi Manajamen Keuangan

3 D3 - Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran

1 Alat-Alat Tulis Kantor
Laptop

Akses Internet

2

3

4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6

Aplikasi Sakti

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat
1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana
dengan baik.

Dokumen Keuangan




PENGAJUAN SPM LS KONTRAKTUAL

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Staf Keterangan
KPA PPK uLpP Pengeluaran Keuangan PPSPM Kelengkapan Waktu Output
1 |Memberikan arahan kepada PPK untuk ATK 5 menit |Lembar Arahan
memproses pengajuan anggaran LS
2 |Menugaskan tim ULP untuk menyusun + ATK 5 menit |Kegiatan
dokumen pengadaan pihak ketiga
[
3 |Menyusun dokumen pengadaan pihak ketiga 1 Komputer, Printer, ATK 10 menit |Dokumen 10 menit/ SPTB
dan mengajukan kepada PPK E Pengadaan
4 |Memverifikasi dokumen pengadaan pihak Komputer, Printer, ATK 10 menit |[Dokumen Daftar 10 menit/ SPTB
ketiga / H Nomimatif, SPTJB
LS
5 |Membuat ADK Kontrak untuk nilai kontrak 1 Komputer, Printer, ATK 10 menit |SPP (Surat 10 menit/ SPP
>= Rp. 50.000.000,- dan membuat RPD ¥ Permintaan
Harian (APS) untuk nilai kontrak >= Rp. Pembayraran)
1.000.000.000,-
6 |Menerbitkan SPP Komputer, Printer, ATK 10 menit |Adk Kontrak
7 |Mengajukan permintaan pembayaran Komputer, ATK 5 menit |Dokumen SPP 5 menit/ SPP
kepada PPSPM
8 |Memverifikasi permintaan pembayaran T ATK 5 menit (Dokumen SPP 5 menit/ SPP
kepada PPSPM - \
[v]
9 |Menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) " Komputer, Printer, ATK 10 menit |Dokumen SPP 10 menit/ SPP
0
10 [Memverifikasi dan menandatangani SPM) AVI ATK 5 menit |Dokumen SPM 5 menit/ SPM
11 |Transfer ADK SPM, Input Barcode SPM dan +|||H Komputer, Aplikasi Sakt 2 menit |Dokumen SPM 2 menit/ SPM
Injek PIN PPSPM ke ADK SPM [v]
12 |Memonitor SP2D melalui Online Monitoring Komputer dan Internet 10 menit |Kegiatan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN)
T
13 |Monitoring SP2D dari Sakti dan Entry ke «||I|_ Flashdisk, Komputer, 5 menit |ADK SP2D
Aplikasi Sakti Bendaraha Pengeluaran Barcode Scanner
|




14 |Memeriksa ADK SP2D dari Aplikasi SPM Komputer, Printer, ATK, 10 menit |Kegiatan
dan menginformasikan pada pihak ke 3 Telepon
bahwa SP2D sudah cair
15 |Membukukan transaksi pada aplikasi Sakti ATK, Buku Cek, Stempel 5 menit |Kegiatan
Bendahara Pengeluaran kantor
107 menit
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I1l JAMBI

Nomor SOP : oro2.02/1/ #48} * /2022
Tanggal Pembuatan : Oktober 2022
Tanggal Revisi 3

Tanggal Efektif : Oktober 2022

Disahkan Oleh 5
Kepala KKP .n....naru 111 Jambi,

—— - —

A Ali Isha Wardhatia, SKM, MKM

NIP 196901271993031001

/ )
Nama SOP :  PENGAJUAN

SPM UP/GUP/TUP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997 Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012

1 S1-Akuntansi
2 S1-Ekonomi Manajamen Keuangan

3 D3 - Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran

1 Alat-Alat Tulis Kantor
Laptop
Akses Internet

Alat komunikasi

B W N

Printer, Scanner dan Photocopy

(=]

Aplikasi Sakti

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana
dengan baik.

Dokumen Keuangan




PENGAJUAN SPM UP /GUP/ TUP

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Staf Keterangan
KPA PPK PJ. Pgrogram Pengeluaran Keuangan PPSPM Kelengkapan Waktu Output

1 [Memberikan arahan kepada PPK untuk ATK 5 menit |Lembar Arahan

memproses pengajuan anggaran UP/TUP
——

2 |Menugaskan pemegang program untuk 3 ATK 5 menit |SPBy (Surat 5 menit/
mengajukan kuitansi kegiatan melalui Perintah Bayar), fransaksi
mekanisme UP/TUP Kuitansi

|

3 |Mengajukan kuitansi kegiatan melalui + Komputer, Printer, ATK 5 menit |Dokumen pada 5 menit/
mekanisme UP/TUP pada Bendahara Aplikasi Sakti transaksi
pengeluaran

1

4 |Melakukan posting seluruh transaksi yang ! Komputer, Printer, ATK 5 menit |Dokumen pada
akan diajukan GUP ke KPPN Aplikasi

5 |[Membuat ADK DRPP transaksi pengajuan w Komputer, Printer, ATK 10 menit |ADK DRPP 10
GUP dan mencetak DRPP (Daftar Rincian menit/
Permintaan Pembayaran) - output

6 |Memverifikasi DRPP (Daftar Rincian — Komputer, Printer, ATK 10 menit |Dokumen Daftar 10 menit/ SPP
Permintaan Pembayaran) dan menerbitkan 7 T Nomimatif, SPTJB
SPP LS

7 |Mengajukan permintaan pembayaran Y ¥ Komputer, ATK 5 menit |Dokumen SPP
kepada PPSPM j

8 |Memverifikasi permintaan pembayaran LT ATK 5 menit |Dokumen SPM 5 menit/ SPM
kepada PPSPM —

LY
9 |Menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) —F——— Komputer, Printer, ATK 10 menit |Dokumen SPP 10 menit/ SPP
T
10 [Memverifikasi dan menandatangani SPM — |ATK 5 menit |Dokumen SPM 5 menit/ SPM
11 |Input SPM di Modul SPM Sakti L —  |Flashdisk, Komputer, 2 menit [Dokumen SPM 2 menit/ SPM
Barcode Scanner

12 |Memonitor SP2D melalui Online Monitoring Komputer dan Internet 10 menit |Kegiatan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN)

/|

13 [Monitering OM SPAN & Input SP2D ke ¥ Komputer dan Internet 5 menit [SP2D

Aplikasi Sakti Bendahara Pengeluaran
y




14 |Memeriksa ADK SP2D dari Aplikasi SPM M Komputer, Printer, ATK 10 menit |Kegiatan
15 |Mengecek dan memesan uang di Bank Komputer, Internet, 5 menit |Kegiatan
Telepon
16 |Membuat Cek pengambilan uang ATK, Buku Cek, Stempel 5 menit
kantor
17 |Menyetujui Cek Pengambilan Uang ATK, Buku Cek 5 menit
18 |Mengambil uang di Bank _ Buku Cek 30 menit |Kegiatan
19 |Membukukan transaksi pada aplikasi Sakti ATK, Komputer 5 menit |Dokumen pada 5 menit/transaksi
Bendahara Pengeluaran Aplikasi Sakti
20 |Mendistribusikan uang kepada Pemegang ATK, Komputer 15 menit |Kegiatan 15 menit/tran
Program
157 menit
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INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI

Nomor SOP . otr02.02/i/ 34RE /2022

Tanggal Pembuatan

Oktober 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif = —— ‘Okfaber 2022
Disahkan Oleh » (R

KepalaKKP Kelas lll Jambi,

-

|nama sop PENATAUSAHAAN PAJAK

Dasar Hukum :

|Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997 Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012

1 S1-Akuntansi
2 S1-Ekonomi Manajamen Keuangan

3 D3- Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran
2 SOP Penyusunan LS Kontraktual
3 SOP Penyusunan LS Bendahara

1 Alat-Alat Tulis Kantor
2 Laptop

3 Akses Internet

4 Alat komunikasi

5 Printer, Scanner dan Photocopy

6 Aplikasi Sakti

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 lika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana
dengan baik.

Dokumen Keuangan




PROSEDUR PENATAUSAHAAN PAJAK

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Keterangan
KPA Kasubbag. Adum Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output
1 |Memberikan arahan kepada Kasubbag. ATK 5 menit |Lembar Arahan
Adum untuk memonitoring penatausahaan
dan penyusunan Laporan Pajak
2 |Menugaskan pada Bendahara Pengeluaran & ATK 5 menit |Kegiatan
untuk melakukan penatausahaan pajak
I
3 |Menyiapkan dokumen pendukung dalam 1 Komputer, Printer, ATK 2 menit |Kwitansi, NPWP,
penatausahaan pajak Faktur
1
4 |Memotong pajak sesuai dengan h Komputer, Printer, ATK 3 menit |Kegiatan 3 menit/
pelaksanaan kegiatan transaksi
1
5 [Menginput dan Validasi transaksi pajak pada ﬁ ATK, Komputer 3 menit |E-Billing Pajak 5 menit/
Aplikasi Sakti transaksi
6 |Menginput pajak ke dalam aplikasi Surat ATK, Komputer, Printer 5 menit |Dokumen Daftar 10 menit/ SPP
Setoran Elektronik (SSE) Pajak ATK, Printer, Internet Nomimatif, SPTJB
LS
7 |Melakukan kroscek data pajak sesuai ATK, Komputer 15 menit |Kegiatan
dengan entry data pada Aplikasi SILABI
8 [Menyetorkan pajak ke Bank ¥ SSP 30 menit |SSP ber NTPN dan
ber-NTB
[
9 |Menginput bukti setor pajak ke dalam ¥ Komputer, Printer, ATK 2 menit |Dokumen pada
Aplikasi Sakti Aplikasi
10 |Mencetak rekapitulasi pajak dan ATK, Komputer, Printer, 2 menit |Kegiatan
menyerahkannya beserta ADK ke Flashdisk
Bendahara Pengeluaran
11 |Menyetujui rekapitulasi pajak dan mengirim | ATK 10 menit |Nota Konfirmasi
nota konfirmasi setoran pajak ke KPPN Pajak
|
12 |Mengisi form pelaporan pajak sesuai dengan v ATK 10 menit |Dokumen SPT Masa
bukti setor pajak yang telah dipotong
71
13 |Memverifikasi laporan pajak yang akan . ATK 5 menit |Dokumen SPT Ma
dilaporkan ke Kantor Pajak Av
_|< ]
14 |Mengarsipkan bukti rekonsiliasi pajak dari — Odner, Lemari File 30 menit |Laporan Pajak
KPPN dan Lapora Pajak Bulanan dari KPP, Bulanan
127 menit




Nomor SOP ¢ OT.02.02/If P49| /2022

1 PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja
2 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

3 UU No. 8 Tahun 1974 dan perubahannya UU 43 Tahun 1999

KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan 3 A= Oktober 2022
KESEHATAN ;
Tanggal Revisi
. REPUBLIK -
INDONESIA Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 11l JAMBI
Nama SOP :  REWARD DAN PUNISHMENT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Memahami Peraturan yang berlaku tentang Penilaian prestasi kerja

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Pengumpulan Kinerja

1

2
3
4
5

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
Capaian Kinerja Tahun Penilaian

Bahan masukan dari Ditjen

Seperangkat komputer yang dilengkapi progra office

Lco

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 Apabila Data tidak terkumpul dari Masing-masing unit terkecil dari setiap Substansi maka pemberian reward/
punishment akan terganggu

Laporan dan Dokumen data sudah diarsipkan




PROSEDUR REWARD DAN PUNISHMENT

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
No. Aktivitas
xu“””n. Analis Kepegawain| Kepala Kantor | Koord. Substansi| Arsiparis Kelengkapan Waktu Output

1 |Memberikan arahan kepada semua Undang-undang dan 15 menit |Catatan arahan

koordinator Substansi G peraturan
2 [Menugaskan kepada Anpeg untuk v Catatan Arahan 60 menit noq_,_._m,. uoq._ucau:_m:

menyusun laporan data kinerja rekapan data kinerja

selama setahun penilaian _
3 |Menyusun laperan dan melaporkan kepada v Laporan 1440 | menit |Konsep Laporan

Koordinator Substansi

L o v

4 |Meneliti laporan dari JFU dan meneruskan L Dokumen 60 menit _.,wvo.qm.._ capaian

ke Koordinator Substansi o H kinerja
5 |Kasubbag. Adum atas perintah kepala L Dokumen 60 menit |Laporan

kantor memerintahkan Anpeg untuk

membuat reward (piagam penghargaan) —

atau punishment (surat teguran) _
6 |Kepala kantor menyerahkan reward dan h Dokumen 30 menit mmim_.n !

punishment kepada Koordinator Substansi Punishment

yang berhak menerima

— o
7 |Menerima Reward/ Punishment . Dokumen 60 menit |Dokumen SPP
| : .

8 |Menerima dan mendokumentasikan Laporan ATK 60 menit |Dokumen SPM 5 menit/ SPM

Kinerja Masing-masing Substansi

1785 menit
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REPUBLIK

INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI

Nomor SOP 2

0T.02.02/l/ M4H0 /2022

Tanggal Pembuatan :

b  Oktober 2022

Tanggal Revisi ]

Tanggal Efektif 2

2> Oktober 2022

Disahkan Oleh :

Kepala ‘_.a__.nw.jm_mu 11l Jambi,

hana, SKM, MKM
1271993031001

Nama SOP :

PENGAJUAN SPECIMEN TANDATANGAN PENGELOLA ANGGARAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2 Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 1997 Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012

1 S1-Akuntansi
2 S1- Ekonomi Manajamen Keuangan

3 D3 - Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran

1 Alat-Alat Tulis Kantor
Laptop

Akses Internet

Alat komunikasi

Printer, Scanner dan Photocopy

D v A WwN

Aplikasi Sakti

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

dengan baik.

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana

Dokumen Keuangan




PROSEDUR PENGAJUAN SPECIMEN TANDATANGAN PENGELOLA ANGGARAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Kasubbag Pengelola Keterangan
. Kelengkapan Waktu Output
KPA e Petugas Satker Anggaran gkap: P

1 |Memberikan arahan Ka Sub Bag TU untuk ATK 2 menit |Lembar Arahan
memonitoring pengajuan specimen tanda
tangan pengelola anggaran

— *, .

2 |Menugaskan petugas satker untuk v ATK 2 menit |Kegiatan
menyiapkan data dan dokumen pengajuan
specime tanda tangan pengelola anggaran

|

3 [Mengisi blangkoSpecimenTanda e ATK, 25 menit |Blangko specimen
Tangan Pengelola Anggaran (KPA PPK, SKPengelola tanda tangan
PPSPM, Bendahara Pengeluaran) Anggaran, Komputer,

_ Printer

4 |Menandatangani blangko specimen 1 ATK, 20 menit |Blangko specimen

tandatangan oleh pengelola anggaran Blangko specimen tanda tangan fix
tanda tangan
- - )

5 [Membuat ADK specimen tanda tangan Iy ATK, Scanner 20 menit |ADK specimen
pengelola anggaran dengan menscan tanda tanda tangan
tangan pengelola anggaran tersebut dalam pengelola anggaran
bentuk file pdf

6 |Membuat surat pengantar pengiriman Komputer, Printer, ATK 15 menit |Surat Pengantar
blangko specimen tandatangan ke KPPN 4

_ -

7 |Mengirimkan blangkospecimen tandatangan I - 1440 menit |Kegiatan
ke KPPN

8 |Mengkonfirmasi pengajuan specimen tanda Telepon, Internet, 10 menit |Kegiatan
tangan pengelola anggaran ke KPPN agar Komputer
bisa melakukan pengajuan pencairan dana
kegiatan

9 |Mengarsip file dan dokumen pengajuan Flashdisk, Internet, 25 menit |Kegiatan
specimen tanda tangan pengelola anggaran A v Komputer, Odner, Lemari

File
1559 menit




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN
PROSES BISNIS-3
(Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana)

1.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

o
SUE,




Nomor SOP : OT.02.02/1/ p_xaa. 12022

| Pembuatan 1 26 Agustus 2022
‘ KEMENTERIAN Tanggal Pembuata gustus
. KESEHATAN Tanggal Revisi q =
REPUBLIK 5 ;
' OISt Tanggal Efektif . 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh !
Kepala KKP Kelas lll Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA .\-\u\_. Mf
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT -~ -
ALIISHA WARDHANA. SKM.,MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS il JAMBI - ol 1
Nama SOP :  Penyusunan SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JF Epidemiolog, JP Epidemiolog
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ill Jambi
6 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah
7 dan Upaya penanggulangan;
Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 Alat-Alat Tulis
2 Laptop
3 Akses Internet
4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Penyusunan SOP merupakan kegiatan pendukung organisasi, apabila tidak dilakukan maka terjadi pelaksanakan tugas dan fungsi tidak
efisien 1. SOP Penerbitan PHQC merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di KKP Kelas Ill Jambi




Prosedur Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala

Kasubbag
Adum

Tim
Penyusun
SOP

Arsiparis

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Memberikan arahan kepada Kasubag Adum agar segera
membentuk tim penyusun SOP dengan kriteria memiliki
ketrampilan menulis, memahami cara kerja SOP

Arahan

5 menit

Catatan arahan dan disposisi

Membentuk tim penyusun SOP dengan kriteria memiliki
ketrampilan menulis, memahami cara kerja SOP dimana
anggota terdiri dari perwakilan masing-masing substansi:
Adum, PKSE, PRL dan KLW., Susunan tim terdiri atas yang
terdiri atas: Penulis SOP, pelaksana dilapangan, Pengawasa
dan atasan pengawas

Catatan arahan dan disposisi

60 menit

SK tim penyusun SOP

Menentukan tujuan pembuatan SOP, melakukan penilaian
kebutuhan serta analsis proses bisnis disetiap substansi unit
kerja.

SK tim penyusun SOP, peta proses
bisnis KKP

45 menit

List SOP sesuai proses bisnis KKP

Pengembangan SOP yang terdiri dari menuliskan uraian
prosedur dan alur kerja serta mensimulasikan SOP yang
disusun

>

List SOP sesuai proses bisnis KKP

10 menit

Draft SOP

Pengesahan SOP oleh kepala kantor

Draft SOP

SOP

Penerapan SOP dengan cara mensosialisasikan kepada
seluruh pegawai KKP Kelas Ill Jambi

SoP

10 menit

SOP

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang telah
disusun minimal 1 kali setahun.

SOP

5 menit

Laporan monev

Menyusun Arsip SOP

Laporan Monev SOP

5 menit

Arsip
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L STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BERDASARKAN PROSES BISNIS-4
(Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Pengadaan Barang dan/Jasa)

1.Penerimaan & Pencatatan Persediaan
2.Pelaksanaan Belanja Modal

3.Pencatatan & Pelaporan Belanja Modal
4.Prosedur peminjaman dan pengembalian BMN berupa peralatan dan mesin dalam

mendukung kegiatan kantor
L
L
e %




Nomor SOP : 0T.02.02/1/1207a/2019
' KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan : 22 Oktober 2019
. ..‘, | Mmmwpmbﬂ—b._ﬂ'z Tanggal Revisi : ) Agustus 2022
, INDONESIA Tanggal Efektif : 24 Agustus 2022
Disahkan Oleh :
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ill Jambi
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT - - —_
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 111 JAMBI Ali Isha Wardhana, SKM.MKM
NIP. 196901271993031001
) Nama S0P ) : :' PENERIMAAN & PENCATATAN PERSEDIAAN

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

5 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

7 PMK RINomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

8 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 150/PMK.06/2014, tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

1 Memahami Peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pusat.
2 Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi tentang peraturan
3 Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam halilmu

[keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP perencanaan Belanja Modal
2. SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal

1 Alat-Alat Tulis Kantor

Laptop

Akses Internet

Alat komunikasi

Printer, Scanner dan Photocopy
Aplikasi Sakti

s wWwN

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak terlaksana maka dapat berakibat
1.Penilaian belanja persediaan tidak terarah, penilaian tidak obyektif, tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

1 Tim Penilai PIPK
2 Pengelola Keuangan
3 Arsip Subbagian Administrasi dan Umum




Prosedur Penerimaan dan Pencatatan Persediaan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Ka. Subbag Petugas | . Waktu Buodt Keterangan
e iy Adum Persediaan dial sl P
1 |Menginformasikan bahwa akan ada barang
masuk gudang.
A ) Kontrak, Surat | = 5 | enit Nota Dinas
Jalan
2 |Memberikan arahan Kasubbag TU untuk
melaksanakan penerimaan barang v
: i isi Not
Nota Dinas 15 menit U_mvm.m.”mm_ 5 ola
3 [Menindaklanjuti proses penerimaan barang yang 3
akan masuk gudang ) o
U_muow__m. Nota 10 p— _u_muom_m_ Nota
Dinas Dinas
4 |Menugaskan petugas persediaan untuk e
melakukan proses penerimaan baran i isi
B = ¢ _A_u;“no_w _M__ 5 it Disposisi, Kontrak
< 2 MeNt | dan Spesifikasi
Spesifikasi
5 [Menverifikasi kesesuaian barang dengan surat
jalan, mencatat dalam kartu stock, menginput Salinan Surat Jalan
dalam aplikasi dan mengatur barang sesuai Disposisi, Kartu Stock. Print
tempat yang tersedia digudang. Kontrak dan | 300 | menit Out Input Data
Spesifikasi Barang




Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

~N o

[Nomor sop :  0T.02.02/1/1188/2019
H 1
KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan 21 October 2019
. KESEHATAN Tanggal Revisi : QP Agustus 2022
N\ REPUBLIK
INDONESIA Tanggal Efektif ] @ Agustus 2022
Disahkan Oleh :
Kepala KKP Kelas 11l Jambi,
—
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA _
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT &é -
Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI NIP 196901271993031001
Nama SOP :  PELAKSANAAN BELANJA MODAL
|Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1 Memahami Peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pusat di Kementerian Negara/Lembaga
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2 Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi tentang peraturan perundang- undangan terkait
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara Perencanaan dan Pengadaan barang/jasa di Kementerian Negara/Lembaga
4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3 Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya
5 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP perencanaan Belanja Modal
2 SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal

1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2 Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN

3 Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi dan wifi/ internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 Apabila SOP pelaksanaan belanja modal tidak terlaksana, maka penilaian belanja modal tidak terarah, penilaian tidak obyektif,
tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak setiap kali digunakan

1 Tim Penilai PIPK

2 Pengelola Keuangan
3 Arsip Kasubbag Administrasi dan Umum




PROSEDUR PELAKSANAAN BELANJA MODAL <200 JUTA MELALUI E-CATALOG DENGAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Polakiana Mute Basu
No ARtreias
Wit Pangguna Pegabat Pejabat Katerangan
L Ll Pa Ow
(User) nyedia » - Bendahara KPP Kalanghapan Wkt TRt
Alengs jwhan Sormintaan pe ngacasn Q S WAN, nota divee & menit Oakuren usulan
Baiang : _ et Pengadsan
2 Momberiban perietu|Lan perrmintaan i Ockusnen csulan 15 menit Dcsairreon usulan
Pengadaan Darang vang i sulkan wree e ngad aan peagadaan fota
PengRura Lo - . amas, KAK
v
1| Menghas can menatapkan veulan | I Dok man usulan &S00 menit Meata Dunas,
Prngadaan bar g — T pengadaan, nota daas Spoufibad, Haga
KA Fothuaaar Sendin
(HPS) chan KAK
4 | Memproses @ purihasing Mots Dinss, Speeuifibua 1300 renit Dotumen hasil

w" Harga Porkiraan Senae pemaban penyeda
(HPS) can KA

Db eon hasl

3 |Menstapkan Kontrah Dchumen hasil pemilihan & monit
_H_- ‘ e S s O
—\ Can Comirak

6 | Malaksanshan Kontrak | Dok e hasil paemmiliban S Lual wakTL varg Surat Aian
penyeda dan Kontrak arctaphan pada
7 Melakiansisn worah terims b ang | Surart ialan 120 et RAST .erhar tanda | S0P Panernmaan
menyriabkan Barang be uigr, can 1 T reritrs pengeraban | dan SO=
relaporkar husil pekerjaan bharang we Jier Fancatatan Rarang
Peagadaan kopaca e0n — - — - - Laporan B8K Bgriecian
|
| «
" Memarintahkan pemonkcaan | BAST Lermbar tanda S mani BAST Jarbar 1anda
ke latigh span IdmaneitTasi pangacaan tervm 3 pengeranen barang tarimra panyeraban
D Ke User, |sporan PR Izarang be User
= - 1 T o m Laporan PRE. Nota
LTS
L Melakianastsn pererssansn BAST | ersbar tards 15 mreait BALT Lebar tanda
ke longeanae 3Cmanistras Deiigacasn forema penyerahian Earang tarimra penygeraban
e T e Py D ke User, Laparan #2e barang ke Dser
MNota dinas Laporan PPR. Nota

dinas, Berila AL
Pprmarib s i
Aceninatratif

10 | Marmtiuat Barita Acara Pomayaran BAST mrabar tancs % merat RALT _erbar tanda
F Tt a penyer ahan barang torra pengerabian
ke User Laparan PeK barang be Jier
Femerikiaan Adoinictratt dinay, Berits Acara

#emerikaddn
Acevinatratil, Bae

181 Perrbayarkan tagihaen BAST .erbar tarcs 15 menit Sea

teremy panyeranan barang
ke User, Lag-artan 2K,
MOLa ginas, Sedila Acara

PFemankiaal
Adrminisiratit RAPR

12 | Menertitian 3220 ” SR 200 menit SPID




PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN BELANJA MODAL LEBIH DARI 200 JUTA RUPIAH
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PROSEDUR PELAKSANAAN BELANJA MODAL KURANG DARI 200 JUTA RUPIAH
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KEMENTERIAN

. KESEHATAN
REPUBLIK

INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 11l JAMBI

Nomor SOP ¢ 0T.02.02/1/1201a/2019

Tanggal Pembuatan : 22 October 2019
Tanggal Revisi 7 4 Agustus 2022
Tanggal Efektif t 48  Agustus 2022

Disahkan Oleh . .

Kepala KKP Kelas Ill Jambi,
AN

has

— =

Ali Isha Wardhana, SKM, MKM

NIP 196901271993031001

Nama SOP e vm:nuﬂm»m: dan Pelaporan Belanja Modal

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

1 Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait Barang Milik Negara
i pengetahuan tentang penggunaan aplikasi pencatatan Aset / BMN
3 Memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 Alat-Alat Tulis Kantor
Laptop
Akses Internet

2

3

4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6

Aplikasi Pencatat Belanja Modal (Aset)
7 User dan Password Aplikasi Pencatat Belanja Modal (Aset)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

tidak obyektif, tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Apabila SOP pelaksanaan belanja modal tidak terlaksana, maka penilaian belanja modal tidak terarah, penilaian

Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi Administrasi dan Umum

1. SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal merupakan turunan proses bisnis Dukungan Kegiatan dari Proses




Prosedur Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Pengelola Analis Keterangan
PPK BMN Laporan |KPKNL/KPPN| Ekselon | APIP BPK Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
1 |Menyampaikan laporan Barang Masuk Laporan Barang masuk/ & menit |Dokumen kelengkapan
< Tanda terima penerimaan pengadaan barang
ﬂL = barang (kontrak, SPM, SP2D,
L BAST, dokumen setara
2 |Memeriksa dan menginput data barang sesuai — Dokumen kelengkapan 300 menit |Laporan Transaksi
dengan dokumen kontrak, SPM, SP2D, BAST, b_ pengadaan barang Barang Milik Negara, File
dokumen setara lainnya dan Mengirim data (kontrak, SPM, SP2D, Kirim ADK dan Laporan
Arsip Data Komputer (ADK) BAST, dokumen setara Neraca Sakti/Aset
3 |Melakukan rekonsiliasi data Aset dan Data GL b 1 Validasi dan Laporan 20 menit |Berita Acara Rekonsiliasi
Pelaporan Neraca Sakti Modul Aset Sakti
4 |Rekonsiliasi / Pemuktahiran Data 1 Berita Acara Rekonsiliasi 5 menit |Tiket Rekonsiliasi /
_/ Sakti Pemuktahiran Data
rd v
b |
5 [Mengirimkan data hasil rekonsiliasi ke = Mengirimkan Laporan 1440 | menit |CHD/ Telaah
Pengelola Aset Eselon |, mencetak dan _ T Barang
menyampaikan Laporan Barang Milik Negara
yang telah disetujui oleh KPB (Unaudited) \_/
[7]
6 |Mereview Laporan Keuangan Barang Milik v Laporan Barang Milik 960 menit |[CHR/HR
Negara (Unaudited) Negara dan Calk BMN
\ / : Unaudited
/ \ v
3
O |
Mengaudit laporan Keuangan Barang Milik == . -
7 |Negara (Unaudited) CHRIIHR 27000 | menit |Opini
|
Mencetak dan menyampaikan Laporan
8 |Keuangan Barang Milik Negara yang telah Calk BMN Unaudited 30000 | menit [Calk BMN Audited
disetujui oleh KPB (Audited)
59730




Nomor SOP 3 n:.bu.omb\i\ﬂNNM

Ta | Pembuatan : P Agustus 2022
"\ KEMENTERIAN s et
. i KESEHATAN Tanggal Revisi
Y REPUBLIK Tanggal Efektif
- INDONESIA
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT F -
Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI i iE IR 196901271993031001
Nama SOP ] v..or.mrmn.u_..l .n_:_au_.:m: dan Pengembalian BMN Berupa Peralatan dan Mesin Dalam
* Mendukung Kegiatan Kantor
Dasar Hukum ; |Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

111/PMK.06/2016 Tentang Pemindahan Barang Milik Negara
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 /PMK.06/2020 Tentang Pemamfaatan Barang Milik Negara

2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 /PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor|

kemampuan melakukan pemeriksaan BMN dan Dokumen Pengembalian
2 Memiliki pengetahuan melakukan verifikasi dokumen peminjaman BMN
3 Memiliki pengetahuan Melakukan verifikasi persetujuan dan arahan pimpinan

4 Memiliki kemampunan persiapan penyiapan BMN dan dokumen Peminjaman alat

5 Memiliki kemampunan dokumentasi dokumen

3 SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Penyimpanan BMN Berupa Peralatan dan Mesin 1 Alat-Alat Tulis Kantor
2 SOP pemeliharaan BMN Berupa Peralatan dan Mesin 2 Laptop

3 Akses Internet
4 Alat komunikasl

5 Printer, Scanner dan Photocopy

6 Daftar Barang Ruangan

7 Formulir Peminjaman dan Formulir Pengembalian

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat berakibat

1 Resiko penyalahgunaan wewenang terhadap peminjaman BMN berupa Peralatan dan Mesin
2 Ketidaknyamanan dalam bekerja
3 Pemamfaatan alat tidak maksimal

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak setiap kali digunakan




Prosedur Peminjaman dan Pengembalian BMN Berupa Peralatan dan Mesin

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas P Pengelola BMN/ Keterangan
egawai Kepala Kantor/ Kasubbag. Waktu ng
Pemohon Kasubbag. Adum | Adum/Koordinator _uo:m:%.._n%h._w._nmiuu Kanghapan s
1 |Pengajuan/ permohonan peminjaman BMN Permohonan Peminjaman| 10 menit |Surat Permohonan /
BMN/Form Peminjaman Form Peminjaman
T
|
2 |Proses Persetujuan I Surat Permohonan / Form| 15 menit |Persetujuan dan
Peminjaman Form Peminjaman
[¥]
- :
3 |Proses Persiapan/ Pengecekan dan .—‘ Persetujuan dan Form 45 menit [BMN Siap Pakai/
Penyajian BMN Peminjaman Form Peminjaman
BMN
4 |Penggunaan Oleh Pegawai Peminjam BMN BMN Siap Pakail Form 7200 menit |Form Peminjaman,
y Peminjaman BMN BMN Diserahkan
dalam Kondisi Baik
7]

5 |Pengecekan Formulir Peminjaman dan o Form Peminjaman dan 30 menit |Pemeriksaan Kondisi BMN dalam Kondisi
Pengembalian BMN dan Pemeriksaan [T _ i Pengembalian BMN Kondisi BMN, Baik Jika Tidak Maka
Kondisi BMN o b Formulir Dikembalikan ke Peminjam

Peminjaman dan
Pengembalian
6 |Penerimaan BMN Pemeriksaan Kondisi 15 menit |Penerimaan BMN ,
BMN, Formulir Form Peminjaman
Peminjaman dan dan Pengembalian
Pengembalian BMN
LY] i

7 |Laporan Bahwa BMN Sudah Dikembalikan 71 Penerimaan BMN , Form 15 menit |Tanda Tangan Form

dalam Kondisi Baik b4 : Peminjaman dan Pengembalian
/ Pengembalian BMN
[v]

8 |Pendokumentasian Oleh Penanggungjawab Dokumen Terkait 10 menit |Dokumen Terkait
Gudang ;

7340
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# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BERDASARKAN PROSES BISNIS-5
(Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan)

1.Pengawasan Hygiene Sanitasi Kapal

2.Surveilans Migrasi Malaria

3.Penerbitan Dokumen ICV

4.Pengawasan OMKABA

5.Pengawasan OMKABA Substansi Biologis antar Wilayah
6.Pengawasan Kedatangan Kapal dalam Karantina (in cleararance)
7.Pengawasan K3JH

8.Pengawasan Izin Angkut Jenazah

9.Penerbitan PHQC

10.Surveilans Haji

11.Pengawasan Lalu Lintas Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Dalam Negeri

e
12.Pengawasan Situasi Khusus Lebaran, Natal dan Tahun Baru
* e
5 3

13.Pengawasan Pelaku Perjalanan dari Wilayah Terjangkit




Nomor SOP OT.02.02/11.243}12022
Tanggal Pembuatan 6 Maret 2014
/ Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
. X Tanggal Efektif 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP Kelas Ill Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA -lu “
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT =
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI ALI ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 1969801271993031001
_z-.:- SOP Pengawasan Hygiene Sanitasi Kapal
Dasar Hukum : |kuatifikasi Petaksana :
1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular: 1. Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 3. JFT Fungsional Sanitarian/ Entomolog
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 19891, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
6. Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehalan Pelabuhan;
7. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan;
8. Permenkes RI No. 40 Tahun 2015 lentang Sertifikal Sanitasi Kapal,
9. Permenkes Rl No. 1098 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Permenkes RI No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
11. Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12. Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. IHR 2005;
Keterkaitan : |Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan surat 1. Sural Tugas
2. SOP Pengadaan barang dan jasa 2. Kendaraan operasional
3. SOP Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3. Peralatan survey hygiene sanitasi kapal (lux meter, water test kit, sound level meter, tas, senter. food poison detection)
4. SOP Penyusunan Laporan 4. Alat tulis (formulir dan surat tugas)
5. SOP Pengukuran Kebisingan 5. Bahan (alkohol dan handscoon).
6. Alat Pelindung Diri (APD)
7. Laptop, Printer dan Photocopy

|Peringatan :

|Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan pengawasan hygiene sanitasi kapal tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko
penyakit yang diakibatkan oleh alat angkut.

1

S0P Pengawasan Sanitasi Kapal merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
Pelabuhan
Laporan kegiatan hasil inspeksi sanitasi kapal, pemeriksaan sampel dan saran perbaikan

Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Pengawasan Sanitasi Kapal

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi PRL | Sanitarian/ Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
Entomolog
& KLW
1 |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 Menit |Catatan dan arahan
PRL & KLW untuk mengkoordinir kegiatan hygiene
sanitasi kapal
2 |Menginstruksikan petugas sanitarian/entomolog B — Catatan dan arahan 20 Menit |Disposisi dan arahan
untuk mempersiapkan hygiene sanitasi kapal
1
3 |Menugaskan staf untuk melaksanakan hygiene Disposisi dan arahan 10 Menit |Disposisi dan arahan
sanitasi kapal
4 |Pelaksanaan inspeksi sanitasi dan pengukuran Kegiatan 60 Menit [Laporan Hasil
kondisi lingkungan | kegiatan inspeksi
sanitasi
]
5 |Pengambilan, pemeriksaan, analisa sampel Kegiatan 30 Menit |Laporan kegiatan
pemeriksaan sampel
6 |Hasil pemeriksaan (memenuhi syarat atau tidak) e Catatan hasil pemeriksaan 20 Menit |Laporan kegiatan
pemeriksaan sampel
Tidak Qﬂ
7 |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) .—I_ Catatan hasil pemeriksaan
||'D 60 Menit [Laporan
8. |Desiminasi Informasi
Catatan hasil pemeriksaan 15 Menit [Laporan
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Tanggal Efektif 1 29 Agustus 2022
Disankan Oleh

Kepala KKP Kelas Il Jambi,
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5. Permenkes No, 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhar/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan

7. IHR 2006

Nama SOP 1 Survellans Migrasi Malaria
Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1884, tentang Wabah Panyakit Menular; 1. D3 Kesehatan dan atau telah mendapatkan p komp tarkait kegiatan b
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Fungsional Entomolog Kesehatan
3. Undang Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3. Fungsional Epidemiclog
4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah; 4. Fungsional Pranata Laboratorium

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP penyusunan surat

1.

Kendaraan roda 4/2 khusus pangendalian vektor

2. SOP pengadaan barang dan jasa 2. Peralatan surveilans migrasi malaria (RDT malaria, handscoon, masker)
3 SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3, Alat tulis (formulir dan surat tugas)
4. SOP penyusunan laporan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan surveilans migrasi malaria tidak berjalan dengan baik, berakibat tidak terdeteksinya orang yang diduga telah terinfeks| malaria
(i mainga) i SOP Surveilans Migrasi Malaria merupakan lurunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Surveilans Migrasi Malaria

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator | Entomolog / Keterangan
Kepala Substansi PRL Ssnitasien Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
1. |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL untuk mengkoordinir kegiatan surveilans migrasi
malaria
1
2. |Menginstruksikan Entomolog/ Sanitaran untuk untuk * Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
mempersiapkan surveilans migrasi malaria di
pelabuhan
3. |Entomolog/Sanitarian melaksanakan pengamatan Kegiatan pengamatan 60 menit |Laporan hasil
terhadap calon penumpang, crew, dan masyarakat pengamatan
pelabuhan yang datang ke klinik Kantor Kesehatan
Pelabuhan atau dilakukan secara aktif oleh KKP
dalam situasi khusus (penemuan penderita secara
aktif)
4. |Melaksanakan surveilans migrasi malaria Laporan hasil pengamatan 30 menit |Laporan hasil
\ surveilans migrasi
_stn_.; e malaria
_ Positif
5. |Melakukan notifikasi kejadian malaria kepada KKP Laporan 10 menit |Notifikasi penemuan
tujuan maupun stakeholder kasus malaria
6. [Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Laporan kegiatan surveilans Laporan
migrasi malaria
6. [Menyerahkan laporan untuk diarsipkan ke petugas Arsip Arsip
arsiparis
7. |Desiminasi informasi Laporan Laporan




Nomor SOP : oT02021/1482022

dalam rangka Karantina Kesehatan

w0 m

10 IHR 2005

Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

Undang-undang No.8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Ibadah Haji dan Umroh
PERMENKES RI No.62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Ti | Pembuatal
‘ KEMENTERIAN - jamm =
. KESEHATAN Tanggal Revisi t 1 Agustus 2022
REPUBLIK -
' INDONESIA TN Pusdy i 22 Agustus 2022
Disahkan Oleh
| Kepala KKP Ketss ii| Jamb,
f e —
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - \\\y h |
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT \, \ “
\\ ,, ALI ISHA WARDHANA. SKM., MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI \\_ NIP.188801271883031001
NN
Nama SOP :  Paperbitan-Dokumen ICV
Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : e
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, 1 Fungsional Dokter
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Kesehatan; 2 Fungsional Perawat
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 Fungsional Farmasi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 4 Fungsional Analis Kesehatan
§ Permenpan No .35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
& Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 11| Jambi
7

Katerkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP penyusunan surat

1 Laptop / Komputer

2 SOP pengadaan barang dan jasa 2 Printer, Scanner dan Photocopy
3 SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3 Akses Internet
4 sop penyusunan laporan 4 Alat tulls
5 Stempel Garuda
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1 Jika prosedur tidak dilaksanakan seperti permohonan yang tidak lengkap maka dapat berakibat pada tidak dapat diterbitkannya ICV

2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi KLW

1. SOP Penerbitan Dokumen ICV merupakan turunan proses bisnis Pencegahan Kekarantinaan Kesehatan




Prosedur Penerbitan Dokumen ICV

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator  Dokter/Perawat/Analis Keterangan
Kepala Substansi PRL dan|Kes/Asist Apoteker Kelengkapan Waktu Output
KLW
1 PK, RAK 5 menit [Catatan dan arahan
Menginstruksikan Koordinator untuk mempersiapkan
kegiatan penerbitan sertifikat ICV
2 |Menugaskanpetugas pelayanan untuk menerbitkan h Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
sertifikat ICV
|
3 |Melakukan pendataan pemohon dan membuat billing q|||_< Disposisi dan arahan 10 menit |Formulir pendaftaran
untuk pembayaran ICV sinkarkes dan kode
billing
4 [Menerima bukti bayar ICV dan formulir pendaftaran 4—. Formulir pendaftaran 10 menit |Bukti bayar biling
vaksin online sinkarkes dan kode billing
5 |Melakukan entry data di web sinkarkes « Bukti bayar biling 15 menit |Penerbitan ICV
melalui web sinkarkes
6 |Meminta tandatangan pejabat yang berwenang/ v Penerbitan ICV melalui web 10 menit |Buku ICV yang telah di
dokter untuk mengesahkan buku ICV sinkarkes Istempel garuda
7 |Memberikan cap stempel Buku ICV yang telah di
garuda stempel garuda
10 menit |Dokumentasi Kegiatan
8 |Melakukan pencatatan dan pelaporan
U " Dokumentasi Kegiatan 15 _.muoqm_... kagisine:dan
* pengarsipan
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Nama SOP :  Pengawasan OMKABA Substansi Biologis Antar Wilayah

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Zmaﬂ_ﬂg:nﬂm::n: tentang penyakit dan faktor risikonya

2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Kesehatan, 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan

3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Jambi

7 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya

8 penanggulangan;

9  Peratuan Menteri Pehubunagn No 58 Tahun 2016 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

10 IHR 2005

11 1ATA
|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengawasan Kapal
2. SOP Pengawasan Pesawat

3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang
4. SOP Surveilans Epidemiologi

1. Kendaraan operasional

2. Alat Tulis (Form Berita Acara Pemeriksaan OMKABA, Baingko Surat Keterangan OMKABA dan Surat Tugas)
3, Alat Komunikasi

4. APD (Masker dan Hanscoon) / APD lengkap jika diperlukan

5. Label Helath Security Check

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran karantina
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui faktor risiko, sumber dan cara penularan penyakit yang dapat berpotensi
menjadi KLB atau Wabah

1. SOP Pengawasan OMKABA Substansi Biologis antar wilayah merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan
dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PKSE

3. Data hasil pengawasan OMKABA




Prosedur Pengawasan OMKABA Substansi Biologis Antar Wilayah

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
PKSE
1 |Menerima permohonan Health Certificate / surat Surat permohonan 5 menit |Lembar Disposisi
keterangan OMKABA
2 |Menganalisa permohonan, dan disposisi surat — Lembar Disposisi 5 menit |Konsep dan catatan
kepada staf H penugasan
3 |Membuat surat tugas dan instumen memeriksaan Konsep dan catatan 5 menit |Surat tugas dan
penugasan, instrumen Formulir
pemeriksaan pemeriksaan/berita
acara pemeriksaan
4 |Pemeriksaan barang dan pengemasan barang di Surat tugas dan Formulir 60 menit |Draft Hasil
Labolatorium pemohon apakah memenuhi pemeriksaan/berita acara pemeriksaan
syaratftidak memenuhi syarat pemeriksaan
5 |Memberikan labeling health security check Draft hasil pemeriksaan 5 menit |Draft Hasil
dan sticker Health pemeriksaan,
Security Check Dokumentasi
kegiatan
6 |Penerbitan surat Keterangan pemeriksaan OMKABA Hasil pemeriksaan berupa ] Draft surat
dan penomeran dokumen untuk selanjutnya di r berita acara/surat Keterangan
tandatangai oleh kepala kantor keterangan pemeriksaan pemeriksaan
Omkaba, Dokumentasi OMKABA
kegiatan
7 |Menanda tangani Surat Keterangan pemeriksaan Draft surat Keterangan 5 Surat ketrangan
OMKABA pemeriksaan OMKABA pemeriksaan
dan data pemeriksaan OMKABA
8 |Penyerahaan surat keterangan kepada pemohon Surat ketrangan 5 Surat ketrangan
pemeriksaan OMKABA pemeriksaan
OMKABA
9 |Penyusunan Laporan Surat ketrangan 20 Laporan
pemeriksaan OMKABA
10 |Pengarsipan Laporan Laporan 5 menit [Laporan
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Nama SOP :  Pengawasan Kedatangan Kapal dalam Karantina (In Clearance)/COP
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas il Jambi
7 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah
8 dan Upaya penanggulangan;
Permenkes Rl Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan:;
IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kedatangan kapal dalam Karantina 1 Alat-Alat Tulis
2. SOP Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan kapal 2 Laptop
3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 3 Akses Internet
4 SOP Surveilans Epidemiologi 4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6 Formulir pengawasan, Surat tugas
7 Boarding KIT
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pengawasan kapal dalam karantina merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka langkah-
langkah selanjutnya seperti pengolahan, analisis, Interpretasi, penyajian dan Diseminasi Data sebagai bahan informasi kesehatan tidak 1. SOP Pengawasan kedatangan kapal dalam karantina Kapal merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnls
dapat berjalan. Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di KKP Kelas lIl Jambi




Prosedur Pengawasan Kedatangan Kapal dalam Karantina (In Clearance )/ICOP

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Kelengkapan Waktu Output
PKSE
1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk Surat Permohonan Agen 10 menit |Lembar
melaksanakan penerbitan buku kesehatan kapal Kapal arahan,Surat
berdasarkan permohonan dari agen kapal Permohonan Agen
melalui aplikasi sinkarkes Kapal
2 |Membuat konsep kerja dan menugaskan kepada Lembar arahan,Surat 15 menit |Konsep kerja,
Epid Kes untuk melaksanakan penerbitan buku E Permohonan Agen Kapal catatan penugasan,
kesehatan kapal Surat Permohonan
Agen Kapal
3 |Memeriksa kelengkapan dokumen dan kondisi Konsep kerja, catatan 45 menit |Buku Kesehatan
fisik kesehatan kapal serta melaporkan hasil : penugasan, Surat (tandatangan
pemeriksaan kepada Koordinator Substansi Permohonan Agen Kapal petugas Epidkes)
PKSE dan rekomendasi
hasil pemeriksaan
4 |Memeriksa Buku Kesehatan Kapal dan v Buku Kesehatan 10 menit |Buku Kesehatan
rekomendasi hasil pemeriksaan serta \ / T (tandatangan petugas (tandatangan
menyampaikan kepada Kepala Kantor Epidkes) dan petugas Epidkes)
y / \ rekomendasi hasil dan rekomendasi
£ pemeriksaan hasil pemeriksaan
5 |Memeriksa Buku Kesehatan Kapal dan Buku Kesehatan 10 menit |Buku Kesehatan
menyempurnakan rekomendasi hasil v (tandatangan petugas Kapal (tandatangan
pemeriksaan, meastikan pembayaran PNBP / T Epidkes) dan Kepala Kantor) dan
oleh agen melalui billing, serta menandatangani rekomendasi hasil rekomendasi hasil
Buku Kesehatan kapal pada saat penerbitan dan \ pemeriksaan pemeriksaan
pembaharuan Buku Kesehatan Kapal, kemudian
menugaskan Epidkes untuk
mendokumentasikan Buku Kesehatan Kapal
yang baru dan yang lama (jika ada) serta Y
menyerahkan Buku Kesehatan Kapal yang Baru
K A
6 [Mendokumentasikan, mengarsipkan Buku Buku Kesehatan Kapal 15 menit [Bukti tanda terima
Kesehatan Kapal serta menyerahkan kepada (tandatangan Kepala penyerahan Buku
Agen Kapal ) Kantor) dan rekomendasi Kesehatan Kapal
hasil pemeriksaan dan arsip
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_z!__m SOP : Pengawasan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH)

Dasar Hukum : __a_._n__a.iu_ Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya

2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan: 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan

3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIl Jambi

7 Permenkes Rl Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah

8 dan Upaya penanggulangan;

8 Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;

10 IHR 2005
Keterkaitan : |Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengawasan Pelaku Pejalanan dari Wilayah Terjangkit

1 Alat-Alat Tulis

2. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 2 Laptop
3 SOP Surveilans Epidemiologi 3 Akses Internet
4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
8 Formulir pengawasan, Sural tugas
|Peringatan : |Pencatatan dan Pendataan :

Pengawasan K3JH merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka langkah-langkah selanjutnya
seperti pengolahan, analisis, Interpretasi, penyajian dan Diseminasi Data sebagai bahan informasi kesehatan tidak dapat berjalan.

1. SOP Pengawasan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jlemaah Haji merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses
_Jm_m_.__u Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di KKP Kelas Il Jambi




Prosedur Pengawasan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Kelengkapan Waktu Output
PKSE
1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk melaksanakan PK dan RAK 5 menit |Catatan arahan
kegiatan pengawasan K3JH
2 |Menugaskan staf untuk melakukan pengamatan K3JH dan Catatan arahan 5 menit |Konsep kerja,
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan A catatan penugasan,
3 |Petugas melakukan persiapan pengamatan yang meliputi Surat Konsep kerja, catatan 16 menit |Surat tugas, form
tugas, form pengamatan/pengumpulan data penugasan, pengamatan/pengu
mpulan data,
blangko K3JH
4 |Petugas KKP menjelaskan kepada jamaah haji (inform consent) Surat tugas, form 180 menit |Data mm_._nn:._mnm_._
tentang pentingnya K3JH, menyimpan dan menyerahkannya pengamatan/pengumpula nmmm jemaah calon
kepada petugas kesehatan di tempat pengobatan. n data, blangko K3JH haji kabupaten/kota
5 |Petugas membagikan K3JH yang telah di stempel garuda pada Data pengamatan pada 10 menit |Draft laporan
seluruh jamaah haji saat kepulangan/tiba di tanah air jemaah calon haji
(Debarkasi) kabupaten/kota
6 |[Sekretariat PPIH Bidang Kesehatan (KKP Kelas Ill Jambi) Pramanifest 10 menit | Pramanifest
menyerahkan Pramanifest Kedatangan Jamaah Haji kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Asal yang menjemput
Jamaah Haji ke Asrama
7 |Petugas surveilans KKP berkoordinasi terkait peran Dinas Pramanifest 15 Draft laporan
Kesehatan Kabupaten / Kota menerima Pramanifest
Kedatangan Jamaah Haji, mengintruksikan kepada Puskesmas
untuk memantau K3JH seluruh jamaah haji yang menjadi
tanggung jawabnya, selama periode pengamatan (14 hari),
melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemantauan K3JH
bagi jamaah haji yang baru tiba di tanah air, Puskesmas
melakukan, surveilans aktif, pemantauan jamaah haji selama 14
hari sejak kedatangan ke wilayahnya berdasarkan notifikasi
dari Dinas Kesehatan
v




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Kelengkapan Waktu Qutput
PKSE

8 |Petugas KKP berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Draft Laporan 15 menit |Laporan

Kabupaten/kota terkait kondisi kesehatan jemaah haji14 hari

pasca kepulangan
9 |Penyusunan laporan kegiatan Laporan 60 menit |Laporan
10 |Dokumentasi Laporan kegiatan ! Laporan 5 menit |Arsip Laporan




‘ KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
' INDONESIA

Nomor SOP : 0702021/ 24 /2022

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS lIl JAMBI

Tanggal Pembuatan + 1Januari 2010
Tanggal Revisi 1 26 Agustus 2022
Tanggal Efektif : 28 Agustus 2022
Disahkan Oleh :

Kepala KKP Kelas Il Jambi,

e 8 R

ALIISHA WARDHANA. SKM.,MKM
NIP. 196801271993031001

Nama SOP :  Pengawasan lzin Angkut Jenazah

Dasar Hukum : Kualifikas| Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Menmiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya

2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan

3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIl Jambi

7 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya

8 penanggulangan;

9 Permenkes Rl Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;

10 IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengawasan Kapal

2. SOP Pengawasan Pesawat

3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang
4. SOP Surveilans Epidemiologi

1 Peraturan perundang-undangan yang beriaku dan yang terkait
2 Buku agenda surat masuk dan keluar

3.Lembar disposisi

4.Alat Komunikasi

5.APD (Alat Pelindung Diri)

6.Formulir Izin Angkut Jenazah / abu / kerangka

7 Komputer

8.Jaringan Internet

9.Stiker Peti Jenazah

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran karantina

menjadi KLB atau Wabah

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui faktor risiko, sumber dan cara penularan penyakit yang dapat berpotensi

Apabila Jenazah meninggal dikarenakan penyakit menular, maka dilakukan proses pemetian Khusus

Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PKSE

1. SOP Pengawasan izin Angkut Jenazah merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis




Prosedur Pengawasan Lalu Lintas Jenazah/Abu/Kerangka

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
PKSE

1 |Berdasarkan laporan/permohonan Keluarga/Maskapal yang berencana RAK dan PK 10 menit |Lembar arahan
membawa jenazah/abu/kerangka jenazah maka kepala kantor
memberikan arahan kepada Koordinator untuk melaksanakan
pengawasan Lalu Lintas Jenazah/Abu/Kerangka

2 [Membuat konsep kerja dan menugaskan kepada Epid Kes uniuk Lembar arahan 15 menit |Konsep dan catatan penugasan
melaksanakan pengawasan lalu lintas jenazah/abu/kerangka _Hr_

3 |Memeriksa kelengkapan dokumen (surat keterangan kematian dari RS Konsep dan catatan panugasan 5 menit |Form pengawasan lalu lintas
dan Kepolisian, surat formalin) jika dokumen sudah lengkap maka |jenazah/abu/ kerangka
dilakukan pemeriksaan selanjutnya dalam rangka penerbitan surat izin v
angkut jenazah, namun jika dokumen tidak lengkap maka pihak
pemohon dianjurkan melengkapi dokumen terlebih dahulu
Setelah dokumen lengkap petugas ikan sebab b Form pengawasan lalu lintas 5 menit |Form pengawasan lalu lintas
Jenazah berdasar dokumen keterangan kematian dari RS jenazah/abu/ kerangka jenazah/abu/ kerangka
Jika sabab kematian adalah penyakit menular maka harus dilakukan Form pengawasan lalu lintas 5 menit |Form pengawasan lalu lintas
proses pengawetan dan pemetian yang memenuhi syarat dan sebelum TIDAK jenazah/abu/ kerangka jenazah/abu/ kerangke
berangkat dilakukan disinfeksi. I D

-t o]

4 |Jika sebab kematian adalah bukan penyakit menular maka pemetian Form pengawasan lalu lintas 10 menit |Form pengawasan lalu lintas
harus memenuhi persyaratan pengawetan dan dan pengepakan L] Jenazah/abu/ kerangka jenazah/abu/ kerangka
dengan bahan tyang kedap udara dan dilengkapi dengan bahan +—
absorben/menyerap

5 |Menginput hasil pemeriksaan kedalam aplikasi sinkarkes, mencetak, Form pengawasan lalu lintas 30 menit |Sertifikat ijin angkut jenazah/abu/
menandatangani sertifikat ijin angkut jenazah/abu/kerangka dan jenazah/abu/ kerangka, sticker label kerangka
menyerahkan kepada pihak keluarga/agent, serta petugas memasang pemeriksaan jenazah
sticker pemeriksaan jenazah v

6 |Menyusun draf laporan Pengawasan Lalu Lintas jenazah/abu/ Sertifikat ijin angkut jenazah/abu/ 120 menit |Draft Laporan
kerangka kerangka

7 |Memeriksa draf laporan Pengawasan Lalu Lintas jenazah/abu/ Draft Laporan 15 menit |Draft Laporan
kerangka

8 |Menyempurnakan draf laporan Pengawasan Lalu Lintas jenazah/abu/ Draft Laporan 10 menit |Laporan
kerangka dan menugaskan Epid Kes untuk mendokumentasikan
Laporan

9 |Mendokumentasikan laporan _ Laporan 10 menit |Laporan yang terdokumentasi
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Nama SOP ¢ Penerbitan Port Helath Quarantine Certificate (PHQC)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Kesshatan; 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JF Epidemiolog, JP Epidemiolog
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Jambi
6 Permenkes Rl Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah
7 dan Upaya penanggulangan;
Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kedatangan kapal dalam Karantina 1 Alat-Alat Tulis
2. SOP Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan kapal 2 Laptop
3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 3 Akses Internet
4 SOP Surveilans Epidemiologi 4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
g Formulir pengawasan, Surat tugas

5 APD Level 1

8  Mobil Boarding clearance

Peringatan : |Pencatatan dan Pendataan :

Penerbitan PHQC merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka terjadi pelanggaran
kekarantinaan 1. SOP Penerbitan PHQC merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan

2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di KKP Kelas Ill Jambi




Prosedur Penerbitan PHQC

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koord. Keterangan
Kepala Subs PKSE Epid Kes Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk melaksanakan Surat Permohonan Agen Kapal 5 menil |Lembar arahan Surat Permohanan
penerbitan PHQC berdasarkan permohonan online agen kapal Agen Kapal
melalui aplikasi sinkarkes
2 |Membuat konsep kerja dan menugaskan kepada Epid Kes Lembar arahan,Surat Permohonan 15 menit |Konsep kerja, catatan penugasan,
untuk melaksanakan penerbitan PHQC |_ Agen Kapal Surat Permohonan Agen Kapal
3 |Memerksa kelengkapan dokumen peryaratan penerbitan Kansep kerja, catatan penugasan, 45 menit |catatan kelengkapan dokumen
PHQC Surat Permohonan Agen Kapal usulan dan masa berlaku dokumen
Tidak Lenghap, Masa berlaku Lahgkap, berlaku
ivers Av B
T
4 |Melengkapi dokumen, Jlka dokumen kapal tidak lengkap atau catatan kelengkapan dokumen 10 menit |catatan kelengkapan dokumen
masa beriaku dokumen sudah kadaluwarsa _HH_ usulan dan masa berlaku dokumen usulan dan masa berlaku dokumen
§ |Petugas memeriksa billing PNBP dokumen PHQC melalui |Komputer, jaringan intemet 10 menit | Kode biling
aplikasi SIMPONI kemenkeu yang telah di siapkan oleh agen
kapal
ﬂf
Memastikan dan memariksa bukti pembayaran PNBP PHQC Komputer, jaringan internet, bukti 5 menit |Bukti pembayaran bank
yang telah disetorkan ke bank oleh agen kapal billing
Menerbitkan dokumen PHQC online melalui aplikasi sinkarkes Komputer, Internet, printer, ATK 6 menit |Oraft PHQC
Menertitkan generate dokumen PHQC Komputer, Internet, printer, ATK 5 menit (Dokumen generate PHQC
Menginput dan publish dokumen Generate PHQC ke aplikasi Komputer, Internet, printer, ATK 5 menit |Dokumen generate PHQC
sinkarkes
Menyerahkan PHQC kepada Agen kapal Dokumen PHQC 5 menit  |Dokumen PHQC
—H
Menyusun laporan dan arsip dokumen PHQC Dokumen PHQC 5 menit |Arsip PHQC
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Nama SOP :  Pelaksanaan Survelllans Haji
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, 1 gmamﬂm:nﬁmzcm: tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular:
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Jambi
7 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah
8 dan Upaya penanggulangan;
9 Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
10 [HR 2005
rxn_o_...n:m: H |Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Pelaku Pejalanan dari Wilayah Terjangkit 1 Alat-Alat Tulis
2. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 2 Laptop
3 SOP Surveilans Epidemiologi 3 Akses Internet
4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
68 Formulir pengawasan, Surat tugas
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keglatan surveilans haji merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka langkah-langkah
selanjutnya seperti pengolahan, analisis, Interpretasi, penyajian dan Diseminas| Data sebagal bahan informasi kesehatan tidak dapat 1. SOP Pelaksanaan Survellans haji merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
berjalan. Pelabuhan 2. Seluruh berkas

disimpan di arsip aktif di KKP Kelas Il Jambi




Prosedur Pelaksanaan Surveilans Haji

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Kelengkapan Waktu Output
PKSE
1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk PK dan RAK 5 menit [Catatan arahan
melaksanakan kegiatan surveilans haji
2 |Menugaskan staf untuk melakukan pengamatan Catatan arahan 5 menit |Konsep kerja,
surveilans haji catatan penugasan,
3 |Petugas melakukan persiapan pengamatan yang Konsep kerja, catatan 5 menit |Surat tugas, form
meliputi Surat tugas, form penugasan, pengamatan/pengu
pengamatan/pengumpulan data mpulan data
4 |Petugas melakukan pengamatan terus menerus Surat tugas, form Data pengamatan
terhadap kondisi setiap Jamaah Calon Haji pengamatan/pengumpula pada jemaah calon
berkoordinasi dengan petugas haji dinas n data haji kabupaten/kota
kesehatan kabupaten/provinsi
5 |Pengamatan melalui Kartu Kesehatan Jamaah Data pengamatan pada 10 menit |Data pengamatan
Haji (KKJH) untuk mengetahui jenis penyakit jemaah calon haiji pada jemaah calon
yang diderita Jamaah Calon Haji kabupaten/kota haji kabupaten/kota,
data risti jemaah
calon haiji.
6 |Memantau keluhan maupun gangguan v Data pengamatan pada 10 menit |Data kondisi
kesehatan Jemaah Calon Haji jemaah calon haji kesehatan JCH
kabupaten/kota, data risti
jemaah calon haji.
7 |Pemantauan kebersihan lingkungan, Data kondisi kesehatan Draft laporan
pemondokan, catering haji maupun pesawat JCH
untuk mengantisipasi Timbulnya penyaki,
Petugas melakukan pengamatan PHBS jemaah
Calon Haji dan antisipasi gangguan kesehatan
Jamaah Calon haji
8 |Membuat dan menyusun laporan hasil Draft laporan 60 menit |Laporan Surveilans
pengolahan dan analisis data dalam rangka Haiji
desiminasi informasi kesehatan jamaah haji
provinsi jambi
9 |Dokumentasi Laporan kegiatan Data kondisi kesehatan 5 menit |Arsip Laporan
JCH
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NAMA SOP : Pengawasan Lalu Lintas Kedatangan dan

Keberangkatan Kapal Dalam Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1) Undang - Undang Rl Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 1. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Fungsional Epidemiologi, Sanitarian, Entomolog, Dokter, Perawat, Farmasi
3) Permenkes No.33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan 3. Telah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengawasan lalu lintas
Pelabuhan kapal sertifikat pelatihan

4) Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintah

5) IHR 2005.




Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. SOP pemakaian APD 2. Alat tulis
3. SOP penerbitan PHQC 3. APD
4. SOP pemeriksaan sanitasi kapal 4. Boarding Kit
5. SOP pemeriksaan ABK 5. Formulir pemeriksaan
6. SOP pemeriksaan kelengkapan obat-obatan P3K Kapal
7. SOP penggunaan aplikasi simkespel
8. SOP laporan kegiatan
9. SOP pengarsipan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran karantina 1. Setiap ada surat permohonan yang masuk harus dicatat dibuku
2. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terdeteksinya penyakit menular dan agenda
faktor risiko penyakit lainnya. 2. Setiap penerbitan dokumen kesehatan harus dicatat dibuku agenda
3. Setiap dokumen kesehatan disimpan sebagai data elektronik / manual.




Prosedur Pengawasan Lalu Lintas Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Dalam Negeri

Pelaksana Mutu Baku ket
No Aktifitas Kepala |KaSubbag| Kasi
Staf Kelengkapan Waktu (menit) Output
KKP Jambi TU PKSE
1 | Nahkoda/pilot atau agen pelayaran menyampaikan Surat permohonan  dan | 3 menit Surat permohonan
permohonan tertulis untuk rencana kedatangan dan kelengkapan dokumen yang telah  diberi
keberangkatan kapal dal am negeri 1. Buku kesehatan kapal disposisis
2. SSCEC/SSCC yang masih
m V berlaku sertifikat P3K yang
masih berlaku
3. Crew lis
4. General nil list
2 | Mendisposisikan surat permohonan Buku agenda, lembar 5 menit Catatan arahan
disposisi
3 | Menerima disposisi Buku expedisi 3 menit Catatan arahan
4 | Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan/ Catatan perintah 10 menit Surat Kerja
pengawasan terhadap hasil pemeriksaan fisik (sanitasi
kapal, ABK kelengkapan P3K).
5 | Melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap hasil ATK, APD, Formulir 1 jam Formulir pemeriksaan
pemeriksaan fisik ( sanitasi kapal, ABK, kelengkapan pemeriksaan yang telah diisi
kapal) |
& | Melaporkan hasil pemeriksaan/pengawasan terhadap ik Formulir hasil pemeriksaan 10 menit Formulir hasil
hasil pemeriksaan fisik (sanitasi kapal, ABK, pemeriksaan  dengan
kelengkapan P3K) pemberian catatan
rekomendasi




7 | Merekomendasikan penerbitan PHQC kapal Formulir hasil pemeriksaan 3 menit Catatn hasil
dengan catatan rekomendasi rekomendasi dengan
arahan putusan
8 | Mengisi, membubuhi stempel pada Buku Kesehatan Buku Kesehatan 3 menit Buku kesehatan yang
telah diisi dan stempel
9 | Menerbitkan draft PHQC Komputer, jaringan 5 menit Proses draft
internet,aplikasi SIMKEPSEL penerbitan PHQC kapal
10 | Mengoreksi Draft PHQC kapal Draft penerbitan PHQC kapal | 2 menit Draf PHQC kapal
= pada aplikasi di PC
11 | Penomoran PHQC kapal L PHQC diterbitkan 2 menit PHQC
12 | Memberikan paraf pada buku kesehatan kapal dan Buku kesehatan PHQC kapal | 3 menit Buku kesehatan dan
PHQC dengan nomor surat keluar PHCQ kapal yang telah
diparaf
13 | Menandatangani buku kesehatan kapal dan PHQC SSEC kapal yang telah diparaf | 2 menit PHQC kapal yang telah
diparaf dan
ditandatangani
14 | Mengarsipkan Shof copy PHQC kapal Arsipkan format hasil dan 5 menit Arsipkan format hasil,
catatan rekomendasi catatan rekomendasi
pemeriksaan kapal pemeriksaan kapal,
foto copy PHQC
15 | Menyelesaikan PNBP PHQC Kuitansi PNPB 5 menit Kuitansi PNPB dan
D\/ Mw._xc mrm_um&wm..\m:m
itandatangani
16 | Menyerahkan PHQC kapal PHQC, buku kesehatan kapal | 5 menit Tulis tanda terima

dan buku expedisi

PHQC dan buku
kesehatan kapal di
buku ekspedisi.
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Nama SOP Pengawasan Pelaku Perjalanan dari Wilayah Terjangkit
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Kesehatan, 2 Memiliki pengetahuan jenis-jenis data dan metode penemuan kasus
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 Memiliki pangetahuan variabel-variabel data yang harus dikumpulkan sesusi dengan penyakit dan tujuan analisis
4  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 4 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog
6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Jambi 6 Telah mengikuti pelatihan bidang epidemiologi penyakit
7 Parmenkes RI Nomor 1501/Menkes/Par/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya penanggulangan;
8 Permenkes Rl Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
9 |HR 2005
10
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kapal 1 Alat-Alat Tulis Kantor
2. SOP Pengawasan Pesawat 2 Laptop
3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 3 Akses Internet
4. SOP Surveilans Epidemiologi 4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6 Formulir, Surat Tugas
7 Alat Pelindung Diri

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1)Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran karantina
2)Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka tidak diketahul faktor risiko, sumber dan cara penularan penyakit yang dapat berpotensi menjadi KLE atau
Wabah

1. SOP Pengawasan Pelaku Perjalanan dari Wilayah Terjangkit merupakan turunan proses bisnis Pengawasan
fxmxna_.a:mw: Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Pengawasan Pelaku Perjalanan dari Wilayah Terjangkit

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epidkes Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
PKSE
) RAK dan PK 5 menit |Catatan arahan
Memberikan arahan kepada koordinator
1 substansi PKSE untuk mengkoordinir kegiatan A V
Surveilans Epidemiologi (SE) pada pelaku
perjalanan dari wilayah terjangkit
Catatan arahan S menit |Disposisi petugas
2 Menugaskan staf untuk melakukan SE pada paiskasta kagiain
pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit
Disposisi petugas 15 menit [Formulir pengawasan,
Petugas melakukan persiapan pelaksanaan pelaksana kegiatan APD dan surat tugas
3 |kegiatan menyiapkan form pengawasan, APD
dan menyiapkan surat tugas
Formulir pengawasan, 420 menit |Data pelaku perjalanan
4 VQ»CQNW _._.._.E_NT—._XH: ﬂ.@:.ﬁﬂiﬂmﬂ: ._Ammm—...mnm_._ APD dan surat —_._Qmm
pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit
Petugas mengirim notifikasi kedatangan Data pelaku perjalanan 10 menit |Notifkasi kedatangan
pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit pelaku perjalanan
5 |kewilayah tujuan (Dinkes)
Petugas berkoordinasi dengan Dinkes terkait Zo_E_._”mm, x.mn“mﬂm:um: = R Um__mxmﬁ_cm -_Ammmsmnm:
melakukan pengamatan terus menerus PEARU pegaianan PEIRRI.RenEAND
terhadap kondisi kesehatan pelaku perjalanan
6 |sampai dengan masa inkubasi berdasar data
eHAC/data pelaku perjalanan berdasar
penerima vaksinasi meningitis melalui aplikasi
sinkarkes
menit
Petugas melakukan evaluasi terhadap
9 |pelaksanaan SE pada pelaku perjalanan dari Um__mm_rwsemm__.wumh_mﬁ: 60 Laporan
wilayah terjangkit priailpeg
Membuat dan menyusun laporan hasil i menit
pengolahan dan analisis data dalam rangka
10 |desiminasi informasi kesehatan perlaku Laporan 15 Laporan Final
perjalanan dari wilayah terjangkit di Provinsi
Jambi
) -
, ) : poran yang
11 |Mendokumentasikan laporan harian Laporan Final 5 menit serdokumentasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BERDASARKAN PROSES BISNIS-6
(Pencegahan Kekarantinaan Kesehatan)

*“mwmmw
.

1.Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
2.Pemeriksaan Sanitasi Pesawat

3.Pengawasan Hygiene Sanitasi Gedung dan Bangunan (HSGB)
4.Pengawasan Penyediaan di Kapal

5.Pengawasan Levalansir/Supplier Bahan Makanan
6.Pengawasan Pestisida di Pelabuhan

7.Pengawasan Pencemaran Tanah

8.Pengawasan Kualitas Udara

9.Pengukuran Kebisingan

10.Pengawasan Kualitas Air Bersih/minum
11.Pengawasan Limbah B3

12.Penerbitan Keur Kesehatan

13.Penerbitan Sertifikat Obat dan P3K

14.Penerbitan Sertifikat Laik Terbang

15.Penerbitan Surat ljin Angkut Orang Sakit

16.Mobile VCT HIV dan IMS

17.Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal SSCEC/SSCC
18.Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

19.Penerbitan EHAC/HAC

%
S EE,




Nomor SOP 0T.02.02/1/248 2022
Tanggal Pembuatan 6 Maret 2014
. Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
Tanggal Efektif 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP Kelas lll Jambi,
-
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA .\Q “
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT -
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI ALI ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
Nama SOP Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakil Menular; 1. Memiiiki pengetahuan tentang pengawasan hygiene sanitasi TPM
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 3. JFT Fungsional Sanitarian/ Entomolog
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
8. Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan;
8. Permenkes Rl No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
9. Permenkes Rl No. 1098 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Permenkes Rl No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
11. Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12, Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. IHR 2005,
Keterkaitan : |Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan surat 1. Kendaraan oprasional
2. Perlengkapan pengawasan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (lux meter, water test kit, sound level meter, fly grill, alat pengukuran
2. SOP Pengadaan barang dan jasa kualitas udara, senter, tas, papan alas lulis)
3. SOP Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3. Alat tulis dan Formulir pemeriksaan kelalkan hygiene sanitasi TPM
4. SOP Penyusunan Laporan 4. Laptop, Kertas dan Printer
5. SOP Pengukuran Kebisingan 5. Surat Tugas
6. SOP Pengukuran Kualitas Udara
Peringatan : |Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan pengawasan hygiene sanitasi TPM tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/ faktor risiko penyakit yang 1. SOP Pengawasan Sanitasi Kapal merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
diakibatkan oleh makanan/ minuman Pelabuhan
2. Laporan kegiatan hasil pengawasan tempat pengolahan makanan dan rekomendasi
3. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala | Substansi PRL Mnﬂnw_wa Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
& KLW °9
1 |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 Menit |Catatan dan arahan
PRL & KLW untuk mengkoordinir kegiatan
pengawasan tempat pengolahan makanan
=]
2 |Menginstruksikan petugas sanitarian/entomolog Catatan dan arahan 20 Menit |Disposisi dan arahan
untuk mempersiapkan pengawasan kegiatan
pengawasan tempat pengolahan makanan _
———
3 |Menugaskan staf untuk melaksanakan pengawasan Disposisi dan arahan 10 Menit |Disposisi dan arahan
tempat pengolahan makanan
4 |Pelaksanaan pengawasan tempat pengolahan Kegiatan 15 Menit |Laporan Hasil
makanan kegiatan inspeksi
sanitasi
|
5 |Pemeriksaan hygiene sanitasi tempat pengolahan Kegiatan dan dokumentasi 10 Menit |Laporan kegiatan
makanan dan pengukuran kualitas lingkungan pemeriksaan sampel
6 |Hasil pemeriksaan dan rekomendasi (memenuhi Catatan hasil pemeriksaan 20 Menit |Laporan kegiatan
syarat atau tidak memenuhi syarat) v A/. dan dokumentasi pemeriksaan sampel
Tidak Y
7 |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) uD Catatan hasil pemeriksaan Menit
dan dokumentasi 60 Laporan
8. |Desiminasi Informasi Menit
Catatan hasil pemeriksaan
dan dokumentasi B ESpOrER




Nomor SOP OT.02.0211/ 24312022
Tanggal Pembuatan 6 Maret 2014
E Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
. X Tanggal Efektif 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP Kelas Il Jambl,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT \\.\\S r\( -
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI ALl ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
_z-z.u SoP Pemeriksaan Sanitasi Pesawat
Dasar Hukum : |uatifikasi Pelaksana : .

Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular;

Undang-Undang No. 38 tahun 2009, tentang Kesehatan;

Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan;

Permenkes RI No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;

Permenkes RI No. 1098 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

Permenkes Rl No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;

Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan,
. IHR 2005;

Bl Y e

8
9
10,
11,
12
13

1. Memiliki pengetahuan lentang pemeriksaan sanitasi pesawal
2. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3. JFT Fungsional Sanitarian/ Entomolog

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan surat
. SOP Pengadaan barang dan jasa

u

u‘wo_u_uwsv.u_naonmamnzvmaw:s:m:nmancn_:wa
4. SOP Penyusunan Laporan

5. SOP Pemeriksaan Sampel Air

1. Kendaraan operasional
2. Perlengkapan pengawasan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (lux meter, water test kit, fly grill, senter, tas, papan alas tulis, rompi)

3. Alat tulis dan Formulir pemeriksaan sanitasi pesawat
4. Laptop, kertas dan Printer

5. Surat Tugas

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan pengawasan hygiene sanitasi Pesawat tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/ faktor risiko penyakit yang
diakibatkan oleh alat angkut

1. SOP Pengawasan Sanitasi Kapal merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
Pelabuhan

2. Laporan kegiatan hasil pemeriksaan sanitasi pesawat dan rekomendasi
3. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Pemeriksaan Sanitasi Pesawat

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi PRL Sankaris Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
Entomolog
& KLW
1 |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 Menit |Catatan dan arahan
PRL & KLW untuk mengkoordinir kegiatan
pemeriksaan hygiene sanitasi pesawat
——
2 |Menginstruksikan petugas sanitarian/entomolog Catatan dan arahan 20 Menit |Disposisi dan arahan
untuk mempersiapkan pengawasan kegiatan
pemeriksaan sanitasi pesawat
—— |
3 |Menugaskan staf untuk melaksanakan pemeriksaan Disposisi dan arahan 10 Menit |Disposisi dan arahan
sanitasi pesawat
4 |Pelaksanaan pemeriksaan sanitasi pesawat 3 Kegiatan 15 Menit |Laporan Hasil
l _ kegiatan inspeksi
sanitasi
—
5 |Pengukuran kualitas lingkungan dan pemeriksaan Kegiatan dan dokumentasi 10 Menit |Laporan kegiatan
sanitasi pesawat pemeriksaan sampel
6 |Hasil pemeriksaan dan rekomendasi (memenuhi ~ Catatan hasil pemeriksaan 20 Menit |Laporan kegiatan
syarat atau tidak memenuhi syarat) ! A/n dan dokumentasi pemeriksaan sampel
Tidak \I
7 |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Catatan hasil pemeriksaan
dan dokumentasi 60 Menit [Laporan
8. |Desiminasi Informasi G
Catatan hasil pemeriksaan
dan dokumentasi S SEL RAEER
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_z!:- SopP . Pengawasan Hygiene Sanitasi Gedung dan Bangunan (HSGB)
Dasar Hukum : _x...-z___._.-u_ Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, 1. Memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi gedung dan bangunan (HSGB)
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Pendidikan minimal D3 Bidang Kesehatan
3. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 3. JFT Fungsional Sanitarian/ Entomolog
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
6. Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan;
8. Permenkes Rl No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal,
9. Permenkes RI No. 1098 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Permenkes RI No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
11. Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12. Kepmenkes No, 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. IHR 2005;
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan surat 1. Kendaraan operasional
2. Perlengkapan pengawasan HSGB (lux meter, hygrometer, water test kit, sound level meter, thermometer, alat pengukuran kualitas udara, fly grill,
2. SOP Pengadaan barang dan |asa senter, tas, papan alas tulis, Hand scoon)
3. SOP Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3. Alat tulis dan Formulir pemeriksaan HSGB
4. SOP Penyusunan Laporan 4. Laptop, kertas dan Printer
5. SOP Pengukuran kebisingan 5. Surat Tugas
8. SOP Pengukuran Kualitas Udara
7. SOP Pemeriksaan Sampel Air
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan pengawasan hygiene sanitasi gedung dan bangunan tidak berjalan dengan balk, maka dapat menjadi ancaman/ faktor risiko
penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk

1.

2.
3.

SOP Pengawasan HSGB merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
Pelabuhan

Laporan kegiatan hasll pemeriksaan pengawasan HSGB dan rekomendasi
Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Nomor SOP 1 OT.02.02/11244) 12022

Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2014
Tanggal Revisi 1 26 Agustus 2022

. Tanggal Efektif ¢ 20 Agustus 2022
Disahkan Oleh

Kepala KKP Kelas lll Jambi,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA l N

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI ALl ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001

Nama SOP : Pengawasan Penyediaan Air Bersih di Kapal

Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984, lentang Wabah Penyakit Menular; 1. Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya

2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan

3. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 3. JFT Fungsional Sanitarian

4. Peraluran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1891, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

6. Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

7. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam

rangka Karantina Kesehatan;

8. Permenkes Rl No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;

9. Permenkes Rl No. 1098 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

10. Permenkes Rl No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;

11. Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;

12. Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;

13. IHR 2005;
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Surat 1. Kendaraan oprasional

| , water test kit, tas, botol sampel air, cool box, kertas label, alkohol, surat tugas
2. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 2. Peralatan survey hygiene sanitasi kapal (Hygrometer, pH Meter, water test kit, tas pel cool bo urat tugas)

3. SOP Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluas| 3. Laptop, kertas dan printer
4. SOP Penyusunan Laporan 4. Formulir pengawasan penyediaan air bersih
5. SOP Pengambilan Sampel Air 5. Surat Tugas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan pengawasan hygiene sanitasi kapal tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko 1. SOP Pengawasan Air Bersih di Kapal merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekaranlinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor
penyakit yang diakibatkan oleh alat angkut. Kesehatan Pelabuhan

2. laporan keglatan hasll inspeksi sanitasi kapal, pemeriksaan sampel dan saran perbaikan
3. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Pengawasan Penyediaan Air Bersih di Kapal

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi PRL Sanitarian Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
& KLW
1 |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 Menit |Catatan dan arahan
PRL & KLW untuk mengkoordinir kegiatan
pengawasan penyediaan air bersih di Kapal
1
2 |Menginstruksikan petugas sanitarian/entomolog Catatan dan arahan 20 Menit |Disposisi dan arahan
untuk mempersiapkan pengawasan kegiatan
pengawasan penyediaan air bersih di Kapal
——
3 |Menugaskan staf untuk melaksanakan Pengawasan Disposisi dan arahan 10 Menit |Disposisi dan arahan
penyediaan air bersih di Kapal
4 |Pelaksanaan inspeksi sanitasi sarana penyediaan air Kegiatan 30 Menit |Laporan Hasil
bersih kegiatan inspeksi
_ ! sanitasi
e =1
5 |Pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel e Kegiatan dan dokumentasi 65 Menit |Laporan kegiatan
air (fisika, kimia dan bakteriologis) memenuhi syarat A/n pemeriksaan sampel
atau tidak memenuhi syarat Tidak 2
6 |Analisis hasil pemeriksaan dan rekomendasi Catatan hasil pemeriksaan 30 Menit |Laporan kegiatan
dan dokumentasi pemeriksaan sampel
7 |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Catatan hasil pemeriksaan
dan dokumentasi 60 Menit |Laporan
8. |Desiminasi Informasi G
Catatan hasil pemeriksaan ,
dan dokumentasi " Menit  [Lapoean




rangka Karantina Kesehatan;
8. Permenkes RI No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
9. Permenkes RI No, 1088 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10.

Nomor SOP 0T.02.021/ 24432022
Tanggal Pembuatan 6 Maret 2014
. Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
Tanggal Efektif 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP Kelas Ill Jambi,
—
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \\\\..\N\_
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ?\n] -
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Ill JAMBI ALI ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
_z-:_n SOP Pengawasan Levalansir/ Supplier Bahan Makanan
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, 1. Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2. Undang-Undang No. 38 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 3. JFT Fungsional Sanitarian dan analis
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1891, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
6. Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam

Permenkes RI No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
11. Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12. Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. IHR 2005;
|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Surat
SOP Pengadaan Barang dan Jasa

»
u,mo_unaio_a_._nnmam_.__umamaﬁ_.ﬁ._nn_._m:m_:mu_
4. SOP Penyusunan Laporan

1. Kendaraan oprasional
2. Peralatan pengawasan levalansir/supllier bahan makanan (food poison detection, plastik sampel, thermos sampel. sampel box, handscoon)

Laptop, kertas dan printer
Formulir pengawasan levalansir
Surat Tugas

. Bahan (Alkohol dan reagen)

200

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

.»owu__lm kegiatan pengawasan levalansir/ suplier bahan makanan tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor
risiko penyakit yang diakibatkan oleh bahan makanan

1. SOP PengawasanLevalansir merupakan lurunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
Pelabuhan

2. Laporan kegiatan hasll inspeksi sanitasi kapal, pemeriksaan sampel dan saran perbaikan

3. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Pengawasan Levalansir/ Supplier Bahan Makanan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi PRL Sanitarian/ Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
& KLW Entomolog
1 |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 Menit |Catatan dan arahan
PRL & KLW untuk mengkoordinir kegiatan
pengawasan levalensir/ supplier bahan makanan
T—
2 |Menginstruksikan petugas sanitarian/entomolog Catatan dan arahan 20 Menit |Disposisi dan arahan
untuk mempersiapkan pengawasan kegiatan
pengawasan levalensir/ supplier bahan makanan
-
3 |Menugaskan staf untuk melaksanakan pengawasan 1 Disposisi dan arahan 10 Menit |Disposisi dan arahan
levalensir/ supplier bahan makanan
4 |Staf melaksanakan pendataan levalensir/ supplier Kegiatan 15 Menit |Laporan Hasil
bahan makanan kegiatan inspeksi
_.| sanitasi
——
5 |Pemeriksaan setiap suplai bahan makanan Kegiatan dan dokumentasi 10 Menit |Laporan kegiatan
pemeriksaan sampel
6 |Pengambilan dan pemeriksaan di laboratorium Catatan hasil pemeriksaan 20 Menit [Laporan kegiatan
- dan dokumentasi pemeriksaan sampel
Tidak \.J
7 |Analisis hasil pemeriksaan Catatan hasil pemeriksaan 10 Menit |[Laporan kegiatan
dan dokumentasi pemeriksaan sampel
8 |Membuat Laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Catatan hasil pemeriksaan Menit |Laporan
_ dan dokumentasi 60
9 |Desiminasi Informasi Menit [Laporan
A v Catatan hasil pemeriksaan 15
dan dokumentasi




|[Nomor SOP : OT.02.02/1/244%/2022
Tanggal Pembuatan : 6 Maret 2014
. ‘ Tanggal Revisi : 26 Agustus 2022
Tanggal Efektif : 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh i
Kepala x—aﬂl_Mn_-w Iil Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \\\@_ _
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ~
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI ALIISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
Nama SOP : Pengawasan Pestisida di Pelabuhan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : ;
1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1. Memilki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehalan, 2. Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan; 3. JFT Fungsional Sanitarian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
6. Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Kepmenkes No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan;
8. Permenkes RI No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal,
9. Permenkes RI No. 1088 Tahun 2013 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Permenkes RI No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat;
11. Kepmenkes No. 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
12. Kepmenkes No. 425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. IHR 2005;
Keterkaitan : |Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Surat 1. Kendaraan oprasional
2. Peralatan pengawasan pestisida di Pelabuhan (jerigen, botol sampel, kantong plastik khusus B3, label, pakaian kerja, sarung tangan bahan kimia,
2. SOP Pengadsan Barang dan Jasa helmet, kacamata safety, masker, sampel box, sekop)
3. SOP Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi 3. Laptop, kertas dan printer
4. SOP Penyusunan Laporan 4. Formulir pemeriksaan
5. Surat Tugas
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan pengawasanpestisidan tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko penyakit yang 1. SOP Pengawasan pestisida di Pelabuhan merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dan Proses Bisnis Kantor
diakibatkan oleh pestisida Kesehatan Pelabuhan
2. Laporan kegiatan hasil pengawasan pestisida di Pelabuhan, pemeriksaan sampel dan saran perbaikan
3. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL
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‘ KEMENTERIAN
KESEHATAN

REPUBLIK
' INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Ill JAMBI

Nomor SOP : 01020211249 2022

Tanggal Pembuatan + 1 Januar 2022
Tanggal Revisi i 1 Agustus 2022
Tanggal Efektif i1/ 22 Agustus 2022
Disahkan Oleh

Kepala KKP-Kalas Il Jambi,

: \AL| ISHA WARDHANA. SKM.,MKM
'NIP. 196801271883031001

Nama SOP { Penerbitan Keur Kesehatan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, 1 Fungsional Dokter
2 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 2 Fungsional Perawat
3 Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 3 Fungsional Farmasi
4 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kenja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 11| Jambi 4 Fungsional Analis Kesehatan
5 IHR 2005 5

Supir Ambulance

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP penyusunan surat

2 SOP pengadaan barang dan jasa

3 SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi
4 SOP penyusunan laporan

1 Ambulance, tensimeter, steteskop, termogun, limbangan, emergency kit, perahu karet
2 BBM ambulance, obat-obatan emergency

3 Alat Tulis dan Formulir pemeriksaan ABK

4 Alat Pelindung Dirl (Handscoun , Masker, Gown, Face shield, sepatu safety)

Peringatan :

P tatan dan Pend.

1 Apabila kegiatan penerbitan keur kesehatan tidakberjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman / faktor nsiko penyebaran penyakit
PHEIC

1 SOP Penerbitan keur kesehalan merupakan turunan proses bisnis Pencegahan Kekarantinaan Kesehatan
2 Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi KLW




Prosedur Penerbitan Keur Kesehatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Dokter/Perawat/Analis Keterangan
Kepala Substansi PRL dan|Kes/Asist Apoteker Kelengkapan Waktu Output
KLW

1 Memberikan arahan kepada Koordinator untuk Surat Permohonan Agen 10 menit (Lembar arahan, Surat
melaksanakan penerbitan KIR ABK / Surat Kapal Permohonan
Keterangan Pengujian Kesehatan

2 Membuat konsep kerja dan menugaskan 4_. Lembar arahan,Surat 15 menit |Konsep kerja, catatan
dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker Permohonan penugasan, tanda
untuk melaksanakan Penerbitan keur kesehatan pengenal asli

3 Dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker [ﬁ Konsep kerja, catatan 15 menit |Form pemeriksaan
melakukan pendataan informasi penugasan, tanda pengenal Kesehatan
Pemohon sesuai kartu identitas Avl_ asli

4 Dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker T Form pemeriksaan 20 menit |Catatan hasil
melakukan pemeriksaan kesehatan berupa Tekanan v Kesehatan pemeriksaan
darah, denyut nadi, berat badan, suhu dan buta
warna

5 Melakukan penerbitan surat keterangan pengujian Y Catatan hasil pemeriksaan 15 menit |Surat Keterangan
kesehatan melalui web sinkarkes di tanda tangani v Pengujian Kesehatan
oleh dokter KKP

6 Membuat laporan kegiatan Surat Keterangan Pengujian 10 menit |Dokumentasi Kegiatan
(harian,bulanan,semester tahunan) Kesehatan

7 Diseminasi laporan (Subdit Karkes & Arsip) Dokumentasi Kegiatan 10 menit |Laporan Kegiatan dan

pengarsipan
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' INDONESIA ._.wscnn_ Efektif 22 Agustus 2022
|Disahkan Oleh
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_z-_._.- SOP Penerbitan Sertifikat Obat dan P3K
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 1 Fungsional Dokter
2 Undang Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 2 Fungsional Parawat
3 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 3 Fungsional Farmasi
4 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ill Jambi 4 Fung | Analis Kesehata
5 IHR 2005 5 Supir Ambulance
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP penyusunan surat

2 SOP pengadaan barang dan jasa

3 SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi
4 SOP penyusunan laporan

2 Chaek list daftar obat-obatan
u»ﬁ._.:_.-
h

1 kendaraan operasional, handy talky, life jacket

Alat Pelindung Dirl (Handscun , Masker, Gown, Face shield, sepatu safety)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Apabila kegiatan pengawasan obat& alkes di kapal tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko bagi kesahatan
para anak buah kapal 1. SOP Pemeriksaan Obat dan Alat Kesehatan di kapal merupakan turunan proses bisnis Pencegahan Kekarantinaan Kesehatan

2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi KLW




Prosedur Penerbitan Sertifikat Obat dan P3K

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator  (Dokter/Perawat/A Keterangan
Kepala Substansi PRL dan|nalis Kes/Asist Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
KLW Apoteker
1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk Surat Permohonan online 10 menit |Lembar arahan,Surat
melaksanakan penerbitan sertifikat P3K Kapal A v dari Agen Kapal Permohonan online dari
Agen Kapal
2 |Membuat konsep kerja dan menugaskan Lembar arahan,Surat 15 menit |Konsep kerja, catatan
dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker Permohonan online dari penugasan, Surat
untuk melaksanakan Penerbitan sertifikat obat dan Agen Kapal Permohonan online Agen
p3k Kapal dan persyaratan
lainnya (Sertifikat p3k
kapal sebelumnya buku
_ kesehatan kapal, daftar
|H obat-obatan dan p3k
yang dimiliki kapal
3 |Dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker Konsep kerja, catatan 15 menit |Form chek list obat-
melakukan verifikasi permohonan dan persyaratan penugasan, Surat obatan dan alkes dan
serta membuat biling pembayaran < Permohonan online Agen berita acara, kode billing
Kapal dan persyaratan
lainnya (Sertifikat p3k kapal
sebelumnya, buku
kesehatan kapal, daftar obat{
obatan dan p3k yang dimiliki
kapal
4 |Dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker T Form chek list obat-obatan 30 menit [Catatan hasil
melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan 4 dan alkes dan berita acara, pemeriksaan, bukti bayar
kadaluwarsa obat serta menandatangani form berita kode billing billing
acara pemeriksaan obat dan P3K
5 |Petugas menyampaikan rekomendasi hasil Y Catatan hasil pemeriksaan, 15 menit | Sertifikat obat dan P3K
pengawasan kepada nahkoda kapal dan v bukti bayar billing Kapal
memverifikasi bukti pembayaran billing
6 |Dokter/perawat/analis kesehatan/asisten apoteker Sertifikat obat dan P3K 10 menit |Dokumentasi Kegiatan
menerbitkan sertifikat obat dan P3K Kapal Kapal
7 |Diseminasi laporan (Subdit Karkes & Arsip) Dokumentasi Kegiatan 15 menit |Laporan Kegiatan
(Harian Bulanan,Tahuna
) :
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Nama SOP :  SOP Penerbitan sertifikat kelalkan terbang
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah 1 Fungsional Dokter
Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Kesehatan 2 Fungsional Perawat

Permenkes 2348/Menkes/Per/[X1/2011 tentang Perubahan alas Permenkes 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Petabuhan

PerMenKes No 585/Menkes/Per/|X/1980 tentang Persetujuan Tindakan Medik

IHMR 2005

Intemational Air Traffic Association (IATA)

ML WK A

Ketarkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOF penyusunan surat 1 Tensimeter, stetoskop, termogun, oxymetri, oksigen, kursi roda, tandu )
2. SOP pengadaan barang dan jasa 2; [Laptop
3. SOP penyeienggaraan pemantauan dan evaiuasi 3 Akses Intemet
4 sop penyusunan laporan 4 At Tulis
5 Stempel petugas dan garuda
6

Alat Pelindung Din (Handscun, Gown, Face shield)

|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila keglatan pemeriksaan laik terbang tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko penyakit yang 1. SOP Penerbitan sertifikat kelaikan terbang merupakan turunan dari proses bienis pencegahan kekarantinaan kesehatan dari kantor
diakibatkan oleh penyakit PHEIC kesehatan pelabuhan




Prosedur Penerbitan sertifikat kelaikan terbang

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas i Keterangan
Kepala _Aooqn_zﬂn”__‘.:vw_. dan Dokter/ Perawat Kelengkapan Waktu ( Menit ) Output

1 |Menginstruksikan Koordinator untuk melakukan PK, RAK 5 menit  |Lembar arahan
kegiatan penerbitan sertifikat kelaikan terbang di
Bandara.

|

2 |Menugaskan Dokter/Perawat untuk melaksanakan L Lembar arahan 10 menit |Konsep kerja, surat
kegiatan permohonan dan
Pemeriksaan Laik Terbang di Bandara persyaratan (identitas

asli, surat keterangan
_ dokter khusus untuk
ibu hamil, surat
H rujukan jika ada)

3 |Dokter/Perawat melakukan pendataan pemohon dan Konsep kerja, surat 10 menit [Catatan hasil
pemeriksaan tanda-tanda vital permohonan dan pemeriksaan
(GCS,TD Nadi,Saturasi Oksigen, Suhu), anamnesis <—— |persyaratan (identitas asli,
riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik lainnya serta surat keterangan dokter
menetapkan diagnosis. khusus untuk ibu hamil,

surat rujukan jika ada)
T
Jika tidak memenuhi persyaratan kelaikan terbang A Catatan hasil pemeriksaan 5 menit |Diagnosa Medis
maka diterbitkan surat tidak laik terbang dan jika
memenuhi persyaratan kelaikan terbang maka —
diterbitkan surat laik terbang

4 |Dokter/Perawat melakukan entry data identitas Diagnosa Medis 10 menit |Surat laik terbang
pemohon dan hasil pemeriksaan ke dalam web y
sinkarkes

5 |Dokter/Perawat melakukan cetak dokumen dan Surat laik terbang 10 menit |Dokumentasi Kegiatan
ditanda tangani oleh dokter KKP

Dokumentasi Kegiatan Laporan kegiatan dan
pengarsipan

6 [Melakukan pencatatan dan Pelaporan 5 menit

A
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Nama SOP i SOP Penerbitan Surat Ifin Angkut Orang Sakit

|Dasar Hukum : |Kuaiifikasi Pelaksana : S ————
1 Undang-undang Nomaor 4 tahun 1984 tentang wabah 1 Fungsional Dokter
2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2 Fungsional Perawat
3 Permenkes 2348/Menkes/Per/X|/2011 tentang Perubahan atas Permenkes 35 g Organisasi dan Tata Kerja
4 Kantor Kesehatan Pelabuhan
5 PerMenKes No 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik
8 IHR 2005
7 International Air Traffic Association (IATA)

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP penyusunan surat 1 Tensimeter, stetoskop, termogun, oxymetri, oksigen, kurei roda, tandu )
2. SOP pengadaan barang dan jasa 2 Laptop
3. SOF penyelenggaraan pemantauan dan evaiuasi 3 Akses Intemet
4. SOP penyusunan laporan 4 Alat Tulis
5 Stempel petugas dan garuda
6

Alat Pelindung Din (Handscun, Gown, Face shield)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

yang diakibatkan oleh penyakit PHEIC

Apabila kegiatan pengawasan lalu lintas orang sakit tidak berjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko penyakit

1. SOP Penerbitan surat ijin angkut orang sakit merupakan turunan dari proses bisnis pencegahan kekarantinaan kesehatan dari kantor

kesehatan pelabuhan




Prosedur Penerbitan Surat ljin Angkut Orang Sakit

O00n0o0a
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas i Keterangan
Kepala _Aoo_d_:ﬂn”?_uw_. B Dokter/ Perawat Kelengkapan Waktu ( Menit ) Output
1 [Menginstruksikan Koordinator untuk melakukan PK, RAK 5 menit  (Lembar arahan
kegiatan penerbitan surat ijin angkut orang sakit di
Bandara.
|
2 |Menugaskan Dokter/Perawat untuk melaksanakan L Lembar arahan 10 menit [Konsep kerja, surat
kegiatan permohonan dan
Penerbitan surat ijin angkut orang sakit di Bandara persyaratan (identitas
asli, tiket
_ pesawat,surat rujukan
IJ jika ada)
3 |Dokter/Perawat melakukan pendataan pemohon dan M Konsep kerja, surat 10 menit |Catatan hasil
pemeriksaan tanda-tanda vital permohonan dan pemeriksaan
(GCS, TD,Nadi,Saturasi Oksigen, Suhu), anamnesis <—— |persyaratan (identitas asli,
riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik lainnya serta tiket pesawat,surat rujukan
menetapkan diagnosis. _ jika ada)
4  |Dokter/Perawat merekomendasikan dan meminta v 1 | |Catatan hasil pemeriksaan 5 menit |Diagnosa Medis
untuk dilakukan pendampingan oleh keluarga atau
tenaga medis dan paramedis yang telah disesuaikan
dengan kondisi kesehatan pemohon/ pasien
5 |Dokter/Perawat melakukan entry data identitas Diagnosa Medis 10 menit |Surat ijin angkut orang
pemohon dan hasil pemeriksaan ke dalam web Y sakit
sinkarkes
6 |Dokter/Perawat melakukan cetak dokumen dan Surat ljin angkut orang sakit 10 menit |Dokumentasi Kegiatan
ditanda tangani oleh dokter KKP
Dokumentasi Kegiatan Laporan kegiatan dan
pengarsipan
7 |Melakukan pencatatan dan Pelaporan 5 menit
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Nama SOP :  Moblle VET HIV/AIDS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1884, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Fungsional Dokter
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2 Fungsional Perawat
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 Fungsional Farmasi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 19891, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 4 Fungsional Analis Kesehatan
6 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasl Pemerintah 5 Supir Ambulance
6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisas| Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas |11 Jambi
7 IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP penyusunan surat 1 Ambuiance, perahu karet, centrifuge, mikropipette, Spuit 3 cc, tabung vacum tainer
2 SOP pengadaan barang dan jasa 2 BBM ambulance Reagen HIV 1, Reagen HIV 2, Reagen HIV 3, Kapas Alkohol, Plester bulat
3 SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3 Obat penanganan anafilaktik shock infus set, abbocath, Larutan Ringer Laktat, hanscoon, plester, tabung O2 dan regulator
4 SOP penyusunan laporan 4 Form HIV
5 SOP Penanggulangan Penyakit Menular § AlatTulis, Formulir HIV, Formulir persetujuan pemeriksaan HIV (Informed consent)
8 Akses Intemet
7 Alat Pelindung Din (Handscun , Masker, Gown)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Apabila kegiatan Mobile VCT HIV/AIDS tidakberjalan dengan baik, maka dapat menjadi ancaman / faktor nsiko penyebaran penyakit yang
diakibatkan oleh HIV/AIDS 1. SOP Mabile VCT HIV/AIDS merupakan turunan proses bisnis Pencegahan Kekarantinaan Kesehatan
2 Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi KLW




Prosedur Mobile VCT HIV/AIDS

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator  |Dokter/Perawat/An Keterangan
Kepala Substansi PRL dan|alis Kes/Asist Kelengkapan Waktu Output
KLW Apoteker

1 Menginstruksikan Koordinator untuk mengkoordinir Surat Tugas 60 menit |Catatan dan arahan
kegiatan pelayanan mobile VCT HIV

2 Menugaskan dokter/perawat/analis kesehatan/asisten & Catatan dan arahan 15 menit [Disposisi dan arahan
apoteker untuk melaksanakan Pelayanan Mobile
VCT HIV

3 Dokter melakukan penyuluhan terlebih dahulu terkait I Disposisi dan arahan 15 menit  |Kegiatan Mobile HIV
penyakit HIV

B Perawat/Asisten Apoteker melakukan pengisian data Kegiatan Mobile HIV 10 menit  |Informed consent dan
formulir HIV dan informed consent v data skrining HIV

|

5 Analis Kesehatan melakukan pengambilan sample v Informed consent dan data 15 menit |Sample darah

darah untuk pemeriksaan HIV skrining HIV
l

6 Analis Kesehatan melakukan pemeriksaan sample * Sample darah 10 menit |Pembacaan hasil
dengan menggunakan reagen HIV dengan reagen HIV

7 Perawat/Asisten Apoteker menginput hasil Pembacaan hasil dengan 15 menit |Dokumentasi Kegiatan
pemeriksaan HIV melalui aplikasi SIHA v reagen HIV

|

8 Perawat/Analis Kesehatan/Asisten Apoteker —. Dokumentasi Kegiatan 15 menit [Laporan SIHA
membuat laporan kegiatan (semester dan tahunan)

9 Pencatatan dan Pelaporan Laporan SIHA 30 menit |Laporan kegiatan dan
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Nama SOP :  Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal SSCEC/SSCC
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1881, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ill Jambi
6 Permenkes Rl Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah
7 dan Upaya penanggulangan,
Permenkes Rl Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kedatangan kapal dalam Karantina 1 Alat-Alat Tulis
2. SOP Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan kapal 2 Laptop
3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 3 Akses Internet
4 SOP Surveilans Epidemiologi 4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6 Formulir pengawasan, Surat tugas
Peringatan : |Pencatatan dan Pendataan :

Penerbitan Buku Kesehatan Kapal merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka langkah-
langkah selanjutnya seperti pengolahan, analisis, Interpretasi, penyajian dan Diseminasi Data sebagai bahan informasi kesehatan tidak 1. SOP Penerbitan SSCEC merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
dapat berjalan. 2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di KKP Kelas IIl Jambi




Prosedur Penerbitan SSCEC/SSCC

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Koordinator JF JF Keterangan
Kepala Substansi | Entomolog/Sa |Dokter/Perawa Epid Kes Kelengkapan Waktu Output
PKSE nitarian t/Apoteker

1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk Surat Permohonan Agen 5 menit |Lembar
melaksanakan penerbitan buku kesehatan kapal Kapal secara online arahan, Surat
berdasarkan permohonan online agen kapal melalui aplikasi sinkarkes Permohonan Agen
melalui aplikasi sinkarkes Kapal

2 |Membuat konsep kerja dan menugaskan kepada Lembar arahan,Surat 10 menit |Konsep kerja,
Epid Kes untuk melaksanakan penerbitan 4 Permohonan Agen Kapal catatan penugasan,
dokumen kesehatan SSCC/SSCEC Surat Permohonan

Agen Kapal

3 |Memverifikasi permohonan dan dokumen, Permohonan, dokumen 10 menit |pemeriksaan
memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal Dokumen Kapal
kapal yang mengajukan penerbitan
SSCEC/SSCC

4 |Melakukan koordinasi: JF Ento/Sanitarian Permohonan 10 menit |Persiapan
melakukan pemeriksaan hygiene sanitasi kapal, pemeriksaan, Form
JF Dokter/Perawat/Apoteker memeriksa P3K pemeriksaan, surat
yang ada dikapal, alat medis, JF Epidemiolog tugas
melakukan penerbitan SSCEC/SSCC

5 |Melaksanakan pemeriksaan hygiene sanitasi Persiapan pemeriksaan, 10 menit |Laporan
kapal Form pemeriksaan, surat pemeriksaan kapal

tugas

6 |Melaporkan hasil pemeriksaan hygiene sanitasi Laporam pemeriksaan 30 menit |Pelaporan
kapal kepada JF Epidemiolog kapal

7 |Melakukan pemeriksaan fasilitas medis: Obat- Disposisi, surat tugas, 30 menit |Laporan
obatan, alat medis form pemeriksaan P3K pemeriksaan P3K

8 |Melaporkan hasil pemeriksaan fasilitas medis Laporan pemeriksaan 15 menit |Pelaporan
kepada JF Epidemiolog 4 P3K




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Koordinator JF JF Keterangan
Kepala Substansi | Entomolog/Sa |Dokter/Perawa Epid Kes Kelengkapan Waktu Output
PKSE nitarian t/Apoteker
|
9 |Mengevaluasi hasil pemeriksaan JF Laporam pemeriksaan 5 menit |analisa
Sanitasrian/Ento dan JF — ka[al dan P3K
Dokter/perawat/Apoteker dan menganalisa
tingkat risiko
tinggi
10 [Menginstruksikan langkah penyehatan kapal Hasil analisa 5 menit |Instruksi
kapal penyehatan/pemenu
han
/ P3K
11 |Melakukan cek ulang pemenuhan P3K/Fasilitas Laporan pemeriksaan 3 menit |Pemenuhan P3K
medis I P3K kapal
12 |Menganalisa kemungkinan bisa dilakukan Laporan Kondisi kapal 5 menit |Analisa
penyehatan
13 |Melakukan penyehatan kapal Surat perintah Kerja 3-10 Jam |Laporan penyehatan
(BUS) kapal
14 |Melaporkan hasil penyehatan kapal/pemenuhan Laporan 1 menit |Informasi
P3K kepada JF Epidemiolog penyehatan/pemenuhan
15 [Menerbitkan SSCC/SSCEC secara online melalui | Blangko dokumen SSCEC| 10 menit |draft SSCEC/SSCC
aplikasi sinkarkes yang sbelumnya didahului (online sinkarkes)
dengan pembayaran biling PNBP oleh agen
kapal
16 |Menandatangani SSCEC/SSCC Draft SSCEC/SSCC 5 menit [SSCC/ISSCEC
17 |Menyerahkan SSCEC/SSCC kepada agen kapal SSCEC/SSCC 5 menit |SSCC/SSCEC
18 |Mengarsipkan dokumen penerbuitan SSCEC/SSCC 5 menit |Arsip Dokes
SSCEC/SSCC n v
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Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Jambi

Nama SOP : Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Memiliki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, 2 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 JFT Fungsional Epidemiolog, JP Fungsional Epidemiolog
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1891, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular,
5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

6 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah
7 dan Upaya penanggulangan;
Permenkes Rl Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
IHR 2005
|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Kedatangan kapal dalam Karantina 1 Alat-Alat Tulis
2. SOP Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan kapal 2 Laptop
3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang 3 Akses Internet
4 SOP Surveilans Epidemiologi 4 Alat komunikasi
5 Printer, Scanner dan Photocopy
6 Formulir pengawasan, Surat tugas

Peringatan :

|Pencatatan dan Pendataan :

Penerbitan Buku Kesehatan Kapal merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka langkah-
langkah selanjutnya seperti pengolahan, analisis, Interpretasi, penyajian dan Diseminasi Data sebagai bahan informasi kesehatan tidak
dapat berjalan,

1. SOP Penerbitan Buku Kesehatan Kapal merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
:vm_mg:m: 2, Seluruh berkas
disimpan di arsip aktif di KKP Kelas Il Jambli




Prosedur Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epid Kes Kelengkapan Waktu Output
PKSE
1 |Memberikan arahan kepada Koordinator untuk Surat Permohonan Agen 10 menit |Lembar
melaksanakan penerbitan buku kesehatan kapal Kapal arahan,Surat
Permohonan Agen
Kapal
2 |Membuat konsep kerja dan menugaskan kepada Lembar arahan,Surat 15 menit |Konsep kerja,
Epid Kes untuk melaksanakan penerbitan buku v Permohonan Agen Kapal catatan penugasan,
kesehatan kapal Surat Permohonan
Agen Kapal
3 |Memeriksa kelengkapan dokumen dan kondisi Konsep kerja, catatan 45 menit |Buku Kesehatan
fisik kesehatan kapal serta melaporkan hasil penugasan, Surat (tandatangan
pemeriksaan kepada Koordinator Substansi Permohonan Agen Kapal petugas Epidkes)
PKSE dan rekomendasi
hasil pemeriksaan
4 |Memeriksa Buku Kesehatan Kapal dan v Buku Kesehatan 10 menit |Buku Kesehatan
rekomendasi hasil pemeriksaan serta \ / T (tandatangan petugas (tandatangan
menyampaikan kepada Kepala Kantor Epidkes) dan petugas Epidkes)
v / rekomendasi hasil dan rekomendasi
4 pemeriksaan hasil pemeriksaan
5 |Memeriksa Buku Kesehatan Kapal dan Buku Kesehatan 10 menit |Buku Kesehatan
menyempurnakan rekomendasi hasil v (tandatangan petugas Kapal (tandatangan
pemeriksaan serta menandatangani Buku / T Epidkes) dan Kepala Kantor) dan
Kesehatan kapal pada saat penerbitan dan rekomendasi hasil rekomendasi hasil
pembaharuan Buku Kesehatan Kapal, kemudian \ pemeriksaan pemeriksaan
menugaskan Epidkes untuk
mendokumentasikan Buku Kesehatan Kapal
yang baru dan yang lama (jika ada) serta =
menyerahkan Buku Kesehatan Kapal yang Baru Y
kepada pihak Agen Kapal pada saat
keberanakatan kapal
6 |Mendokumentasikan, mengarsipkan Buku Buku Kesehatan Kapal 15 menit |Bukti tanda terima
Kesehatan Kapal serta menyerahkan kepada (tandatangan Kepala penyerahan Buku
Agen Kapal Y Kantor) dan rekomendasi Kesehatan Kapal
. - hasil pemeriksaan dan arsip




Nomor SOP : 0T.0202/11 2|38 /12022
‘ KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan : 1 Januari 2020
. KESEHATAN Tanggal Revisi 1 26 Agustus 2022
REPUBLIK -
' INDONESIA Tanggal Efektif : 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP_Kelas Il Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA r
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT \\N\n e [P
ALI ISHA WARDHANA. SKM.,MKM
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI NIP. 196901271993031001
—Zn.:u sSoP 1 Penerbitan EHAC/ HAC

Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular, 1 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan

2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, 2 Fungsional epidemiolog, perawat, dokter, sanitarian

3 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 Telah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengawasan kekarantinaan kesehatan

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5 Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIl Jambi

7 Permenkes Rl Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat

8 menimbulkan Wabah dan Upaya penanggulangan;

9 Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;

10 IHR 2005
Keterkaitan : |Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP surat masuk dan keluar 1 Pera

2 SOP pengawasan kedatangan kapal/ pesawat dalam karantina 2 Laptop

3 SOP pengawasan keberangkatan alat angkut 3 Akses Internet

4 SOP pengawasan surveilans epidemiologi pelaku perjalanan (ABK/Crew dan penumpang) 4  Alat komunikasi

5 SOP pengawsan lalu lintas OMKABA 5 Printer, Scanner dan Photocopy

6 SOPTGC 6 Formulir pengawasan, Surat tugas

7 SOP pengolahan data

8 SOP analisis dan interpretasi data

9 SOP penyaijian data

10 SOP diseminasi data

11 SOP pengarsipan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
HAC/ EHAC merupakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, apabila tidak dilakukan maka langkah-langkah selanjutnya seperti | 1 SOP penerbitan HAC/ EHAC merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekartinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan
pengolahan, analisis, Interpretasi, penyajian dan diseminasi data sebagai bahan informasi kesehatan tidak dapat berjalan. Pelabuhan




Prosedur Pengisian HAC/ EHAC

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Administrasi | Koordinator | Epid Kes | Arsiparis Keterangan
Umum Substansi Kelengkapan Waktu Output
PKSE

1 |Mendisposisikan surat edaran HAC/ Buku ekspedisi, lembar disposisi, | 2 | menit|Surat edaran yang telah diberi
EHAC dan penetapan negara / wilayah D surat edaran disposisi
terjangkit dari KEMENKES/WHO

2 |Menerima disposisi I Surat edaran yang telah diberi 2 | menit |Catatan arahan: membuat surat

disposisi tugas, APD, ATK, media informasi
(banner, lifleat tentang HAC),
Aplikasi HAC / EHAC, komputer /
HP android pelaku perjalanan

3 [Melakukan sosialisasi pengisian Catatan arahan: membuat surat 5 | menit |Pelaku perjalanan mengerti tentang
HAC/EHAC, komunikasi risiko pada tugas, APD, ATK, media informasi HAC/EHAC, lembar HAC terisi,
pelaku perjalanan (banner, lifleat tentang HAC), aplikasi EHAC di komputer / HP

Aplikasi HAC / EHAC, komputer / android pelaku perjalanan terdapat
HP android pelaku perjalanan barcode notifikasi

4 |petuga memeriksa pengisian HAC/ Pelaku perjalanan mengerti 2 | menit [Laporan data notifikasi dari lembar
EHAC oleh pelaku perjalanan tentang HAC/EHAC, lembar HAC HAC yang terisi / barcode di

terisi, aplikasi EHAC di komputer / aplikasi EHAC pada (komputer /
HP android pelaku perjalanan HP android pada pelaku
terdapat barcode notifikasi perjalanan)

5 |Pengawasan HAC disertai pemeriksaan Laporan data notifikasi dari 2 | menit [Hasil pengukuran thermal scanner,
suhu tubuh pada pelaku perjalanan lembar HAC yang terisi / barcode status kesehatan pelaku perjalanan
(kedatangan dan keberangkatan) di aplikasi EHAC pada (komputer tanpa gejala dan dengan gejala

/ HP android pada pelaku penyakit menular
perjalanan)

6 |Memberikan ijin masuk wilayah/ Hasil pengukuran thermal 3 | menit |[Rekomendasi lanjutkan perjalanan
melanjutkan perjalanan bagi pelaku scanner, status kesehatan pelaku / mendapatkan tindakan
perjalanan sehat dan melakukan perjalanan tanpa gejala dan kekarantinaan
observasi lebih lanjut bagi pelaku dengan gejala penyakit menular
perjalanan sakit

7 |Menyebarluaskan informasi notifikasi Rekomendasi lanjutkan 2 | menit |Laporan rekap individu pelaku
pelaku perjalanan pada Dinas perjalanan / mendapatkan perjalanan yang telah
Kesehatan Provinsi/ Kabupaten Kota tindakan kekarantinaan dikelompokkan berdasarkan
atau gugus tugas kabupaten/ kota tujuan dari

pengawasan di pintu masuk

8 [Mendokumentasikan, mengarsipkan Laporan rekap individu pelaku 2 | menit |Arsipkan laporan
laporan rekap data notifikasi perhari perjalanan yang telah

JO dikelompokkan berdasarkan
kabupaten/ kota tujuan dari
pengawasan di pintu masuk
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Nama SOP :  Pelayanan Vaksinas| Internasional
|Dasar Hukum : |Kualifikasi Petaksana :
1 Undang-Undang Nomar 4 tahun 1884, tentang Wabah Penyakit Menular; 1 Fungsional Dokter
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, 2 Fungsional Perawat
3 Undang Undang Nomor & tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3 Fungsional Farmasi
4 Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 1881, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 4 Fungsional Analls Kesehatan
§ Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasl Pemerintah
6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas |1l Jambi
7 Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

8 Undang-undang No.B tahun 2018 tentang Penyelenggaraan |badah haji Ibadah Haji dan Umroh
9 PERMENKES RI No 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
10 IHR 2005
|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Pengadaan dan Penerimaan Vaksinas| 1 Tensimeter, steteskop, termometer, safety box, cold chain, cold bax, ice pack, nierbeken, pot urine
2 SOP Pendistribusian Vaksinasi 2 Vaksin , Alkohol swab, disposible syringe 1 cc, nald 26 G, piester bulat
3 SOP Penyimpanan Vaksinasi 3 Obat penanganan anafilaktik shock infuss set, abbocath, Larutan Ringer Laktat, hanscoon, plester, tabung O2 dan regulator
4 SOP Pemeliharaan Choldchain/ Vaksin 4 Laptop
5 SOP Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 5 Printer
€ Akses Intemet
7 Handscun, masker
8 Alat tulis, lembar informed consent dan form KIPI

|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1 Apabila kegiatan Vaksinasi Internasional tidak berjalan dengan balk, maka dapat menjadi ancaman/faktor risiko perwalkit yang diakibatkan|
oleh penyakit PHEIC 1 SOP Vaksinasi Intermasional merupakan turunan proses bisnis Pencegahan Kekarantinaan Kesehatan

2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi KLW




Prosedur Vaksinasi Internasional

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator |Petugas Pesawat Dokter Keterangan
Kepala | Substansi PRL |Penerima Kelengkapan Waktu Output
dan KLW
1 [Menginstruksikan Koordinator untuk PK, RAK 5 menit |Catatan dan arahan
mempersiapkan Pelayanan Vaksinasi Internasional
di poliklinik KKP
2 |Menugaskan petugas pelayanan untuk Catatan dan arahan 5 menit |Disposisi dan arahan
melaksanakan Pelayanan Vaksinasi Internasional di
poliklinik KKP 1
3 |Mengarahkan pemohon vaksinasi untuk melakukan — Disposisi dan 5 menit |Formulir pendaftaran
pendaftaran online melalui web sinkarkes H arahan komputer,internet,p vaksin
T pendaftaran kamera
4 |Mengarahkan pemohon untuk mengambil nomor Formulir pendaftaran 5 menit |Kode Biling
antrian setelah pemohon menyelesaikan vaksin, nomor antrian pembayaran
pendaftaran dan mengarahkan ke ruang tunggu
vaksin
5 |Memanggil pemohon sesuai nomor antrian dan v Kode Biling pembayaran 5 menit |Data
membuat billing untuk pembayaran D Anamnesa, pemeriksaa
n fisik
melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan _ Data 10 menit |Data
menginput hasil anamnesa dan pemeriksaan ke Anamnesa pemeriksaan Anamnesa,pemeriksaa
form skrining fisik n fisik, alat PP test, pot
| urine
6 |Memberikan alat PP test dan pot urine untuk wanita Data 10 menit )
yang masih berusia subur (<50 tahun), melakukan Anamnesa, pemeriksaan Om,m.m.: hasi inf
pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan pp fisik, alat PP test, pot urine Umim:xmmm:_ WG
test hasil pp test
Menapiskan hasil pemeriksaan terkait % 5
kontraindikasi vaksinasi, melaporkan kepada dokter Av Catatan hasil pemeriksaan, Tindakan sesuai data
jika terjadi kontraindikasi l_ T |informasi hasil pp test anamnesa
Memberikan penanganan sesuai sarana prasarana v v 5 Eval
yang tersedia D Catatan hasil pemeriksaan, muwacww_mﬂhmhw:
infi i i :
| nformasi hasil pp test pemeriksaan fisik
Mengarahkan pemohon untuk melakukan Evaluasi data anamnesa
; | . :
pembayaran billing _ _ dan pemeriksaan fisik 5 menit  [Bukti bayar billing
Menerima bukti pembayaran dan mengecek di
aplikasi m__.:_uo:_uw ! o 4 Tanda tangan
8 _|||_ Bukti bayar billing 10 menit  |persetujuan informed
consent
Memberikan penjelasan terkait vaksin dan meminta |
o persetujuan tindakan
L
v




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator |Petugss — [Perswat Dictey Keterangan
Kepala | Substansi PRL |Penerima Kelengkapan Waktu Output
dan KLW

10 |Menyiapkan vaksin dan mengambil label batch Tahda tanaan persetuian

vaksin untuk ditempel pada icv _|j informed nmoamMM. o 1 menit |Pemberian Vaksinasi
1

Memberikan Vaksinasi, membuang sisa proses _

vaksinasi sesuai SOP penanganan limbah medis Pemberian Vaksinasi 10 menit “uma*_,_\ mﬁ.ﬂmﬁﬂ pada

dan memberikan paraf vaksinator _ e i
12 |Mengarahkan pemohon untuk kembali duduk di

ruang tunggu untuk selanjutnya di observasi H.I'l_ Paraf Vaksinator pada

selama 10-15 menit sambil menunggu buku ICV formulir pendaftaran 3 menit | Observas|

keluar _
13 |Melakukan penginputan data ke dalam aplikasi

SINKARKES Observasi 10 menit |Dokumentasi Kegiatan
14 |Melakukan pencatatan dan pelaporan vaksin

D Dokumentasi Kegiatan 5 menit |Entry Data Sinkarkes




* 0, i
e
L STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BERDASARKAN PROSES BISNIS-7
(Respon Kekarantinaan Kesehatan)

1.Penyelidikan Epidemiologi
2.Survei dan Pengendalian Vektor Penyakit Malaria (Nyamuk Anopheles)
3.Survei dan Pengendalian Vektor Diare

4.Survei dan Pengendalian Vektor Penyakit DBD (Nyamuk Aedes aegypti)
5.Survei dan Pengendalian Vektor Diare (lalat)

6.Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Disinfeksi)
7.Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Disinseksi)
8.Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Fumigasi)
9.Survei Vektor Penyakit Pes (Tikus dan Pinjal)

o
S e,
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AL ISHA WARDHANA. SKM.,MKM
NIP. 196901271863031001

Nama SOP 1 Penyelidikan Epidemioclogi
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1884, tentang Wabah Panyakit Menular, T Memilki pengetahuan tentang penyakit dan faktor risikonya
2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Kesehatan; 2 Memiliki pengetahuan jenis-jenis data dan metode penemuan kasus
3 Undang Undang Nomer & tahun 2018 tantang Karantina Kesehatan 3 Memiliki pengetahuan variabel-vanabel data yang harus dikumpulkan sesual dengan penyakit dan lujuan analisis
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 4 Pendidikan minimal: D3 Bidang Kesehatan
5 Permenpan No.35 tahun 2012 g Ped: 1 Peny SOP Administrasi Pemerintah 5 JFT Fung Ef log, JP Fung Epidemiolog
6 Permenkes No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iil Jambi €& Telah menglkuti palatihan bidang epidemiologi penyakit
7 Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertenry yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya penanggulangan;
8 Permenkes Rl Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
9 |HR 2005
10
Keterkaitan : P WF gkap

1. SOP Pengawasan Kapal

2. SOP Pengawasan Pesawat

3. SOP Pemeriksaan Kesehatan Awak Kapal dan Penumpang
4. 80P Surveilans Epidemiologi

-

Alat-Alat Tulis Kantor

Laptop

Akses Internet

Alat komunikasi

Printer, Scanner dan Photocopy

Formulir PE, Surat Tugas
Alat Pelindung Diri

N e o s W N

Peringatan :

P dan P

1)Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran karantina
2)Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka tidak diketahul faktor risiko, sumber dan cara penularan penyakit yang dapat berpotensi menjadi KLB atau Wabah

1. SOP Penyelidikan Epidemiologi merupakan turunan proses bisnis Respon Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor
Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substans| PRL




Prosedur Penyelidikan Epidemiologi

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epidemiolog Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
PKSE
) ) N Komputer/lapotop, 10 menit |Data jenis penyakit
mn_ama_ﬂa _..._m_mx:n__».m_.. m:xm__m_” m_mq_m_ " aplikasi untuk pengolahan berpotensi KLB yang
) e el o bt
o e o kejadian berpotensi KLB
Data jenis penyakit 5 menit |Laporan awal terhadap
Epidemiolog melakukan verifikasi terhadap berpotensi KLB yang kebenaran adanya
2 |kebenaran informasi, untuk mengidentifikasi ditemukan penyakut berpotensi KLB
adanya kejadian
Epidemiolog melaporkan adanya sinyal Laporan awal terhadap 5 menit |Laporan awal terhadap
3 |kewaspadaan berpotensi KLB kepada < kebenaran adanya kebenaran adanya
koordinator substansi PKSE penyakut berpotensi KLB penyakut berpotensi KLB
Koodinat it R — Laporan awal terhadap 10 menit |Catatan dan arahan berisi
D ISR S BSOAN BN AR kebenaran adanya daftar nama petugas,
4 |epidemiolog untuk melakukan Penyelidikan » penyakut berpotensi KLB
Epidemiologi sebagai bentuk respon terhadap
sinyal kewaspadaan yang ditemukan
Catatan dan arahan berisi| 20 menit [Formulir, draft surat tugas
Epidemiolog melakukan persiapan alat dan daftar nama um":nmm._
bahan yang diperlukan dalam kegiatan laporan awal penyakit
5 |penyelidikan epidemiologi termasuk draft surat
tugas yang akan di tanda tangani oleh kepala
kantor
Kepala Kantor menandatangani surat tugas
6 2 Formulir, draft surat tugas 5 menit [Formulir, draft surat tugas
Epidemiolog setelah menerima surat tugas ; Draft Laporan berisi data
7 |melaksanakan kegiatan penyelidikan y Forrauliry APD, draft aurst 180 kasus dan kasus tambahan
G i tugas
epidemiologi jika ada




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Keterangan
Kepala Substansi Epidemiolog Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
PKSE
v - Draft laporan berisi
Epidemiolog mengolah data hasil penyelidikan Oreft Lagorsn berisi dete visualisasi data berdasarkan
8 y o kasus dan kasus tambahan 60 :
epidemiologi ika ada variable epidemiologi
(orang, tempat dan waktu)
Draft laporan berisi
iadi visualisasi data berdasarkan
9 z_mzwauxm: :hmw_ma_m: | KLB una_mﬂqumn variable epidemiologi 15 Draft Laporan
peraturan perundang-undangan yang berlaku T (orang, tempat dan waktu),
Dasar Hukum
Menganalisis data dan menetapkan diagnosis
etiologi, menetapkan besaran  masalah,
1 mengindentifikasi sumber dan cara penularan Pl Exprvn B PrEfiLaporen
penyakit
\
11 |Menetapkan cara-cara penanggulangan Draft Laporan 10 Draft Laporan
Menyusun Laporan Hasil  Penyelidikan Laporan hasil penyelidikan
= Epidemiologi Draft Laporan 120 epidemiologi
13 Epidemiolog menyerahkan laporan kegiatan _ Laporan hasil penyelidikan 5 Laporan hasil penyelidikan
kepada kepala kantor dan koordinator substansi epidemiologi epidemiologi
Epidemiolog melakukan Penyebarluasan Laporan hasil penyelidikan
s informasi/penyampaian notifikasi epidemiologi 10 Buletin, infografis
: ' " _ . |Laporan yang
15 |Mendokumentasikan laporan harian Laporan 5 menit terdokumentasi




|Nomor SOP OT.02.02/1/ 2NSD/2022
Tanggal Pembuatan 06 Maret 2014
‘ Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
. ﬁ - Tanggal Efektif 20 Agustus 2022
' Disankan Olen
Kepala KKE Kelas il Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA -\@n “
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT -
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI AL1 ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
|Nama SOP Survel & Pengendalian Vektor Penyakit Malaria (Nyamuk Anopheles )
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular;

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009, tentang Kesehatan;

K
]

K

Undang Undang Nomor 6 tahun 2018

Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/1V/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Palabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam

1. D3 Kesehatan dan atau telah mend terkail kegiatan tersabut
2. Fungsional Sanitarian

3. Fungsional Entomolog Kesehatan

9, rangka Karantina Kesehatan
7. IHR 2005
| Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP penyusunan surat 1. Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor
2. SOP pengadaan barang dan jasa 2. Peralatan survey vektor Anopheles (senter, pipet panjang, pipet sedang, pipet kecil, botol larva, cawan petri, paddle, ovitrap, aspirator, paper cup)
3. SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3. Alat tulis (formulir dan surat tugas)
4. SOP penyusunan laporan 4, Alat identifikasi vektor (loupe, p binokuler, mikroskop stereo, objek glass, cover glass, pinset, jarum bedah, buku identifikasi)
5. Peralatan pemberantasan vekior Anopheles(Thermal fogging, ULV) dan APD (sepatu safety, heimet dan masker).
6. Bahan (Insektisida, larvasida, pelarut, bahan bakar).

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan pengendalian nyamuk Anopheles tidak berjalan dengan baik, berakibat tidak terdeteksinya potensi faktor risiko tular vektor
nyamuk Anopheales

1. SOP Pengendalian Nyamuk Anopheles merupakan turunan proses bisnis Pengawasan dan ResponKekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor
Kesehatan Pelabuhan

Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Survei & Pengendalian Vektor Penyakit Malaria (Nyamuk Anopheles )

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator | Entomolog / Keterangan
Wi
Kepala Substansi PRL Sanitarian Arsiparis Kelengkapan aktu Output

1. |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL untuk mengkoordinir kegiatan pengendalian
nyamuk Anopheles di pelabuhan

—

2. |Menginstruksikan Entomolog/ Sanitaran untuk = Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
mempersiapkan pengendalian nyamuk Anopheles di
pelabuhan

3. |Entomolog / Sanitarian melaksanakan pemetaan Kegiatan pemetaan 15 menit |Laporan hasil
daerah perimeter dan buffer yang merupakan tempat pemetaan
perindukan potensial nyamuk Anopheles dan
membagi daerah pengawasan untuk memudahkan
pengawasan/pemberantasan secara intensif.

4. |Melaksanakan survey Anopheles stadium telur dan Laporan hasil pemetaan 10 menit [Laporan hasil survey
larva (identifikasi larva dan menghitung indeks). Jika stadium telur dan
MBR/MHD tinggi dilaksanakan pemberantasan / larva
Nyamuk Anopheles stadium telur dan larva T

Y

5. |Melaksanakan pemberantasan Anopheles stadium Kegiatan pemberantasan 60 menit |Laporan hasil
telur dan larva (penyuluhan, PSN, dan larvasiding) stadium telur & larva pemberantasan

stadium telur & larva

6. |Melaksanakan survey Anopheles stadium dewasa. | Kegiatan survey Aedes 60 menit |Laporan hasil survey
Jika Resting Rate (RR) tinggi makan dilakukan / T aegypti stadium dewasa stadium dewasa
pemberantasan Anopheles \

Y

7. |Melaksanakan pemberantasan Anopheles stadium Kegiatan pemberantasan 30 menit |Laporan hasil
dewasa (IRS) stadium dewasa pemberantasan

stadium dewasa

8. |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Laporan kegiatan survey Laporan

dan pemberantasan
-
|

9. |Menyerahkan laporan untuk diarsipkan ke petugas ¥ Arsip Arsip
arsiparis

10. |Desiminasi informasi = Laporan Laporan




[Nomor sOP OT.02.02111 2484 12022
Tanggal Pembuatan 06 Maret 2014
/ Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
. \ Tanggal Efektif 29 Agustus 2022
' Disahkan Oleh
Kepala xxEnu I Jambi,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \\\Nn F\
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ~ =
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI ALI ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
Nama SOP Survei & Pengendalian Vektor Penyakit Diare (Kecoa)
Dasar Hukum : |Kuatifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular,

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

5 Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas

1. D3 Kesehatan dan atau telah mendapatkan pelatihan kompetensi terkait kegiatan tersebut
2. Fungsional Sanitarian

3. Fungsional Entomolog Kesehatan

8 dalam rangka Karantina Kesehatan
7. IHR 2005
|Ketarkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP penyusunan surat 1. Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor
2. SOP pengadaan barang dan jasa 2. Peralatan survey kecoa (senter, aerosol atiractant), cermin bertangkai, parangkap kecoa
3. SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3. Alat tulis (formulir dan surat tugas)
4 SOP penyusunan laporan 4. Peralatan pamberantasan vektor kecoa (mist blower/spraycan) dan APD (helmet, masker, kacamata, gloves)
5. Bahan (Insektisida, pelarut)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan pengendalian kecoa tidak berjalan dengan baik, berakibat tidak terdeteksinya potensi faktor risiko tular vektor nyamuk kecoa. 1 ww_u mc_ _.m,_” ¥ IKeqoa merupsian tinunan prasses Lisnis. Fengawasan dan Respon Kekarantinasn Kesshatan'dari Froses: Bienie Kantor Kesanatan

2 Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Survei & Pengendalian Vektor Penyakit Diare (Kecoa)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Entomolog / Keterangan
Waktu t
Kepala Substansi PRL P - Arsiparis Kelengkapan Outpu
1. |[Memberikan arahan kepada Koordinator Substansi Kegiatan 10 menit [Catatan dan arahan
PRL untuk mengkoordinir kegiatan pengendalian
kecoa di pelabuhan
—|
2. |Menugaskan Entomolog/ Sanitarian untuk Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
melaksanakan pengendalian kecoa di pelabuhan
3. |Staf melaksanakan pemetaan daerah potensial kecoa Disposisi dan arahan 60 menit |Disposisi dan arahan
untuk memudahkan pengawasan/pengendalia kecoa
secara intensif
4. |Melaksanakan survey kepadatan kecoa (TPS, TPM) Kegiatan 60 menit |Laporan hasil survei
dan di kapal (saat pemeriksaan HSK). Jika indeks \ kegiatan
populasi kecoa tinggi maka dilakukan pengendalian
kecoa. T
Y
5. [Melaksanakan pengendalian kecoa di pelabuhan Kegiatan 12 jam Laporan kegiatan
(penyuluhan PHBS dan penyemprotan kecoa) dan
pengawasan pengendalian kecoa di kapal (disinseksi)
6. |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) 60 menit |Laporan
7. |Menyerahkan laporan untuk diarsipkan ke petugas Arsip 15 menit  |Arsip
arsiparis
8. |Desiminasi informasi Catatan hasil pertemuan 15 menit |Laporan




»
“

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI

Nomor SOP :  OT.02.021/ 245012022

Tanggal Pembuatan : 06 Maret 2014
Tanggal Revisi 1 2B Agustus 2022
Tanggal Efektif + 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh H
Kepala KKP Kalag Ill Jambi,
ALl ISHA WARDHANA. SKM, MKM

NIP. 196801271993031001

Nama SOP ¢ Survei & Pengendalian Vektor Penyakit DBD (Nyamuk Aedes Aegypt)

Dasar Hukum :

Kualifikasl Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

5. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

& Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas
dalam rangka Karantina Kesahaltan

7. IHR 2005

1. D3 Kesehatan dan atau telah mendapatkan pelatihan kompetensi terkait kegiatan tersebut
2. Fungsional Sanitarian

3. Fungsional Entomolog Kesahatan

Keterkaltan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP penyusunan surat
SOP pengadaan barang dan jasa

,_
n
umovva:__c_a:nnw_.wm:uwaﬁamcm:ngocm__._nm_
4 SOP penyusunan laporan

Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor

Peralatan survey vektor Aedes aegypti (senter, pipet panjang, pipet sedang, pipet kecil, botol larva, cawan petri, paddle, ovitrap, aspirator, paper cup)
Alat tulls (formulir dan surat lugas)

Alat identifikasi vektor (loupe, mikroskop binokuler, mikroskop stereo, objek glass, cover glass, pinset, jarum bedah, buku identifikasi)

Peralatan pemberantasan vektor Aedes aegypti (Thermal fogging, ULV) dan APD (sepatu safety, helmet dan masker)

Bahan (Insektisida, larvasida, pelarut. bahan bakar)

o oa W R

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila keglatan pengendalian nyamuk Aedes aegypti tidak berjalan dengan baik, berakibat tidak terdeteksinya potensi faktor risiko tular vektor nyamuk
Aedes aegypti

1. SOP Pengendalian Nyamuk Aedes Aegypli merupakan turunan proses bisnis Pengawasan dan Respon Kekarantinaan Kesehatan dan Respon Kekaratinaan
Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan

2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Survel & Pengendalian Vektor Penyakit DBD (Nyamuk Aedes Aegypti)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator | Entomolog / Keterangan
lengk Waktu (o]
Kepala Substansi PRL Sanitatan Arsiparis Kelengkapan utput
1. |Memberikan arahan kepada koordinator PRL untuk Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
mengkoordinir kegiatan pengendalian nyamuk Aedes
a ti di pelabuhan
egypti di p — Y
2. |Menginstruksikan entomolog / sanitarian untuk Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
mempersiapkan pengendalian nyamuk Aedes
aegypti di pelabuhan
3. |Entomolog / Sanitarian melaksanakan pemetaan Kegiatan pemetaan 60 menit |Laporan hasil
daerah perimeter dan buffer yang merupakan tempat pemetaan
perindukan potensial nyamuk Aedes aegypti dan
membagi daerah pengawasan untuk memudahkan
pengawasan/pemberantasan secara intensif.
4. |Melaksanakan survey aedes aegypti stadium telur 3 Laporan hasil pemetaan 6 jam  |Laporan hasil survey
dan larva (identifikasi larva dan menghitung indeks). \ stadium telur dan
Jika HI/CI tinggi maka dilaksanakan pemberantasan / larva
Aedes aegpti stadium telur dan larva. T
¥
5. |Melaksanakan pemberantasan Aedes aegpti stadium Kegiatan pemberantasan 2 jam  |Laporan hasil
telur dan larva (penyuluhan, PSN, dan larvasiding) stadium telur & larva pemberantasan
stadium telur & larva
6. [Melaksanakan survey Aedes aegypti stadium Kegiatan survey Aedes 60 menit |Laporan hasil survey
dewasa. Jika Resting Rate (RR) tinggi maka / aegypti stadium dewasa stadium dewasa
dilakukan pemberantasan Aedes aegypti stadium
dewasa \
Y
7. |Melaksanakan pemberantasan Aedes aegypti Kegiatan pemberantasan 2 jam  [Laporan hasil
stadium dewasa (Fogging, ULV) stadium dewasa pemberantasan
stadium dewasa
8. |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Laporan kegiatan survey 60 menit |Laporan
dan pemberantasan
I
9. |Menyerahkan laporan untuk diarsipkan ke petugas y Arsip 15 menit  |Arsip
arsiparis
10. |Desiminasi informasi Laporan 15 menit |Laporan




Nomor SOP : OT.020211/ 24532022
, Tanggal Pembuatan : 0B Maret 2014
. | ] Tanggal Revisi : 28 Agustus 2022
o Tanggal Efektif ;20 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP Kelas il Jambl,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \: “
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT -
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Ill JAMBI ALIHSHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271993031001
Nama SOP Survei & Pengendalian Vektor Penyakit Diare (Lalat)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1884, tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008, tentang Kesehatan;

1. D3 Kesehatan dan atau telah mendapatkan pelatihan kompetensi terkait kegiatan tersebut

2. Fungsional Sanitarian

3. Undang Undang Nomer 8 tahun 2018 tentang Karantina Kesahatan 3, Fungsional Entomolog Ki

4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

5. Permaenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

8 Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam

rangka Karantina Kesehatan
7. IHR 2005
Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP penyusunan surat 1. Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor

2. SOP pengadaan barang dan jasa 2. Peralatan survey lalat (fly grill, counter, hygrometer, thermometer, anemometer)

3. SOP penyelenggaraan p ian dan evaluasi 3. Alat tulis (formulir dan surat tugas)

4. SOP penyusunan laporan 4. Alat identifikasi vektor (mikroskop, objek glass, cover glass, buku identifikasi)
5. Peralatan pemberantasan vektor lalat (mist blower/spraycan/lytrap)
8. Bahan (Insektisida, pelarut, umpar/attractant)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan pengendalian lalat tidak berjaian dengan baik, tidak terdetet

faktor risiko tular vektor lalat

1. SOP Survey Lalat merupakan turunan proses bisnis Pengawasan dan Respon Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan

2 Saluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Survei & Pengendalian Vektor Penyakit Diare (Lalat)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator Entomolog / Keterangan
Waktu
Kepala Substansi PRL Sanitarian Arsiparis Kelengkapan Qutput

1. |Memberikan arahan kepada Koordinator Substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL untuk mengkoordinir kegiatan pengendalian
lalat di pelabuhan

—

2. |Menginstruksikan Entomolog / Sanitarian untuk x Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
mempersiapkan pengendalian lalat di pelabuhan

3. |Menugaskan Entomolog/ Sanitarian untuk Disposisi dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
melaksanakan pengendalian lalat di pelabuhan

4. |Melaksanakan survey kepadatan lalat (TPS, 3 Kegiatan 60 menit [Laporan hasil survei
container sampah, TPM). Jika angka kepadatan \ kegiatan
tinggi maka dilakukan pemberantasan lalat. /

T

5. |Melaksanakan pemberantasan lalat di pelabuhan ¥ Kegiatan 2 jam  |Laporan kegiatan
(penyuluhan PHBS dan penemprotan lalat) .

6. |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) 60 menit |Laporan

7. |Menyerahkan laporan untuk diarsipkan ke petugas Arsip 15 menit  [Arsip
arsiparis

8. [Desiminasi informasi Laporan 15 menit |Laporan




»
“

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI

Nomoer SOP : OT.02.02/1/ WMyy2022

Tanggal Pembuatan : 01 Januari 2022
Tanggal Revis| : 28 Agustus 2022
Tanggal Efektit 1 20 Agustus 2022
Disahkan Oleh

Kepala KKP-alas Il Jambl,

R V1 A

AL} ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 186801271983031001

Nama SOP ¢ Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Desinfeksi)

|Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular,

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

4. Parmenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

5. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

8 Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
" rangka Karantina Kesehatan

7. IHR 2005

1. Fungsional Sanitarian/Entomolog yang telah mengikuti pelatihan

Keterkaitan :

|Peralatan/Perlengkapan :

SOP panyusunan surat
SOP pengadaan barang dan jasa

._
m
mmovv!._vi_-:couin:vnanzﬂzw:nmaoﬁ.g-_
4. SOP penyusunan laporan

1. Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor

Peng desinfeksi (pakaian kerja, sarung tangan, masker canester, gas detector, kendaraan operasional)
Petugas desinfeksi (sepatu boot, wear pack, masker canester, google, heimet, sarung tangan, antidot pestisida)
Alat tulis (formulir dan surat tugas)

Bahan desinfaktan

& W N

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan penyehatan alat angkut (desinfeksi) tidak berjalan dengan baik, berakibat tidak terd inya potensi faktor risiko tular veklor | . SOP Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Desinfeksi) merupakan turunan proses bisnis Respon Kekarantinaan Kesehatan dari Proses
pada alat angkut " Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan

2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Desinfeksi)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator | Entomolog / Keterangan
Waktu Output
Kepala Substans! PRL Sunitarien Arsiparis Kelengkapan tp
1. [Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL (Kapal berasal dari negara terjangkit penyakit
menular atau Ada kasus/suspect penyakit menular
bakteri /virus )
2. |Menginstruksikan Entomolog/ Sanitaran untuk untuk Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
mempersiapkan Tindakan Penyehatan Alat Angkut, =
Orang dan Barang (Desinfeksi) [T|
3. |[Meminta persetujuan (tanda tangan) kepala KKP R Catatan dan arahan 15 menit | Disposisi dan arahan
A\\;
4. |Menugaskan entomolog/sanitarian untuk 7. < ] Kegiatan 15 menit |Laporan hasil kegiatan
melaksanakan pengawasan penyehatan alat angkut > survel
(desinfeksi)
5. |Menyiapkan peralatan dan bahan serta sarana dan Kegiatan 15 menit |Laporan kegiatan
prasarana sebelum kapal sandar
6. |Berkoordinasi dengan syahbandar, KPLP, Pelindo, Kegiatan 10 menit |Laporan
Pandu, Agen/Pemilik kapal untuk melaksanakan
disinfeksi dan investigasi
6. |Memeriksa dokumen kesehatan kapal dan Kegiatan 10 menit |Laporan
melakukan investigasi kepada nahkoda (surveilans
epidemiologi)
7. |melaksanakan disinfeksi pada bagian dalam kapal I Kegiatan 60 menit |Laporan hasil kegiatan
8. [Membuat laporan tertulis kegiatan desinseksi Kegiatan 10 menit |Laporan vm_mxwmzmms
kegiatan desinfeksi
|
9. |Laporan (Penilaian dan pelaporan) ¥ Laporan tertulis dan
ﬁ u < seluruh form pelaksanaan




Nomor SOP . OT.02021/ 24552022

a”

Tanggal Pembuatan ¢ 01 Januari 2022

Tanggal Revis| : 26 Agustus 2022
Tanggal Efektif T 29 Agustus 2022
Disahkan Oleh

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Ill JAMBI

Kepala KKP Kglas Il Jambi,

| ALIISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 186801271983031001

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomor 8 tahun 2018 g Ki 'a Keseh

4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

5. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
Kepmenkes Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam

Nama SOP 1 Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Desinseksl)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1884, tentang Wabah Penyakit Menular; 1. Fungsi Sanitariar g yang telah mangikuti pelatihan

a rangka Karantina Kesehatan
7. IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP penyusunan surat 1. Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor
2, SOP pengadaan barang dan jasa 2. Pengawas desinseksi (pakaian kerja, sarung tangan, masker canesler, gas , kendaraan op: )
3. SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi 3. Petugas desinseksi (sepatu boot, wear pack, masker canester, google, helmet, sarung tangan, antidot pestisida)
4. SOP penyusunan laporan 4. Alat tulls (formulir dan surat tugas)
5. Bahan insektisida

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan penyehatan alat angkul (desinseksi) tidak berjalan dengan balk, berakibat tidak terdeteksinya potensi faktor risiko tular vektor
pada alat angkut

SOP Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Desinseksi) merupakan turunan proses bisnis Respon Kekarantinaan Kesehatan dari Proses
Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Desinseksi)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator m——sao_a ! ga:aﬂﬂ
Waktu Output
Kepala Substansi PRL Sanitarian Arsiparis Kelengkapan utp!
1. [Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL (Ditemukan tanda kehidupan vektor saat
pemeriksaan kapal/Permintaan dari pemilik kapal)
1
2. |Menginstruksikan Entomolog/ Sanitaran untuk untuk - Catatan dan arahan 15 menit |1. SPK untuk pengawas
mempersiapkan Tindakan Penyehatan Alat Angkut, 2. Dokumen untuk BUS
Orang dan Barang (Fumigasi) | T|
3. |Meminta persetujuan (tanda tangan) kepala KKP N w ! Wv...» untuk vw:_mmﬂmmm 15 menit M“u:x M_Mhnﬂa”w:m_ﬂﬂ_mxm MHM
< . Dokumen untu
A\ yang telah ditandatangani
4. |Menugaskan entomolog/sanitarian untuk Y SPK untuk pengawas KKP 15 menit |Surat tugas
melaksanakan pengawasan penyehatan alat angkut dan dokumen untuk BUS
(desinseksi) yang telah ditandatangani
5. |Memeriksa kelengkapan tenaga (pelaksana), alat Kegiatan 15 menit |Laporan (Form laporan
(ULV, spray can, mist blower) dan bahan (pestisida kelengkapan tenaga dan
cair dan padatan) serta APD (masker, sarung peralatan)
tangan, baju kerja, sepatu safety)
6. |Memeriksan arah angin, posisi kapal dan meminta Kegiatan 10 menit |Laporan (Form pernyataan
nahkoda kapal untuk menandatangani form nahkoda)
pemyataan desinseksi.
6. |Meminta ABK untuk mengamankan makanan agar Kegiatan 10 menit |Laporan
tidak  tercemar insektisida dan  meminta
nahkoda/perwira jaga untuk memerintahkan ABK
agar meninggalkan kapal.
7. |Mengawasi kegiatan pelaksanaan desinseksi + Kegiatan 60 menit [Laporan pengawasan
8. |Membuat laporan tertulis kegiatan desinseksi Kegiatan 10 menit _.n_uw_.m_,_ ﬂm.ﬂxmmﬂmws
kegiatan desinseks
_
9. |[Laporan (Penilaian dan pelaporan) ¥ Laporan tertulis dan 10 Menit  |Sertifikat SSCC
b v; u seluruh form pelaksanaan




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI

Nomor SOP : OTO0z2.02/1/ NShr2022

Tanggal Pembuatan : 01 Januari 2022
Tanggal Revisi ¢ 26 Agustus 2022
Tanggal Efektif 1 20 Agustus 2022
Disahkan Oleh

Kepala KKP Kelas lll Jambi,

ALIISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP. 196901271983031001

Nama SOP :  Tindakan v%___-ﬁ.:’.-» Angkut, Orang dan Barang (Fumigasi)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : -

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, lentang Wabah Penyakit Menular,

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOF Administrasi Pemerintah;

5. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Karja Kantor Kesehatan Palabuhan;

rangka Karantina Kesehatan
7. IHR 2005

K Nomor 431/M /SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam

1

Fungsional Sanitarian/Entomolog yang telah mengikuti pelatihan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP penyusunan surat

1

Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor

2. SOP pengadaan barang dan jasa 2. Pengawas fumigas (pakaian kerja, sarung tangan, masker canester, gas detector, kendaraan operasional)
3. SOP penyelenggaraan pemantauan dan evaluas 3. Pelugas fumigasi (sepatu boot, wear pack, masker canester, google, heimet, sarung tangan, antidot pestisida)
4. SOP penyusunan laporan 4. Alat tulis (formulir dan surat tugas)
5. Bahan Fumigan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
>un_u__wm_m,”cn_m._nhr___.__ penyehatan alat angkut (fumigasi) tidek berjalan dengan baik, berakibat tidak terdeteksinya potensi faktor risiko tular vekior 1. SOP Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Fumigasi) merupakan turunan proses bisnis Respon Kekarantinaan Kesehatan dari Proses
- Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2 Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Fumigasi)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator | Entomolog / Keterangan
Kepala Substansi PRL Sanitarian Arsiparis Kelengkapan Waktu Output

1. |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL (Ditemukan tanda kehidupan vektor saat
pemeriksaan kapal/Permintaan dari pemilik kapal)

]

2. |Menginstruksikan Entomolog/ Sanitaran untuk untuk - Catatan dan arahan 15 menit |1. SPK untuk pengawas
mempersiapkan Tindakan Penyehatan Alat Angkut, — 2. Dokumen untuk BUS
Orang dan Barang (Fumigasi) | T

3. |Meminta persetujuan (tanda tangan) kepala KKP 1. SPK untuk pengawas 15 menit [SPK untuk pengawas KKP

A/A 2. Dokumen untuk BUS dan dokumen untuk BUS
P yang telah ditandatangani

4. |Menugaskan entomolog/sanitarian untuk y SPK untuk pengawas KKP 15 menit |Surat tugas
melaksanakan pengawasan penyehatan alat angkut — > dan dokumen untuk BUS
(deratisasi/fumigasi) yang telah ditandatangani

5. |Memeriksa kelengkapan tenaga (penempel, Kegiatan 15 menit (Laporan (Form laporan
fumigator, 1 orang dokter, 1 orang paramedis) dan kelengkapan tenaga dan
peralatan peralatan)

6. |Meminta nahkoda kapal untuk menandatangani form Kegiatan 10 menit |Laporan (Form pernyataan
persyaratan fumigasi nahkoda)

6. |Meminta ABK untuk memasang bendera VE, dan Kegiatan 10 menit |Laporan waktu
meminta nahkoda/perwira jaga untuk memerintahkan pelaksanaan
ABK agar meninggalkan kapal

7. |Pengawas KKP |, supervisor BUS dan nahkoda Kegiatan 15 menit |Laporan (Form pernyataan
memastikan kondisi telah aman. Seluruh ruang siap tidak ada orang dan kapal
difumigasi, jendela, pintu, palka dan cerobong telah siap difumigasi)
diseal. Nahkoda menandatangani surat pernyataan
tidak ada orang di atas kapal dan kapal siap
difumigasi.




Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang (Fumigasi)

No.

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala

Koordinator

Substansi PRL

Entomolog /
Sanitarian

Arsiparis

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

Pengawas KKP dan supervisor BUS memastikan
tenaga pelaksana memakai APD dengan baik,
peralatan dan bahan telah siap. Memasang tanda
bahaya. Proses penggasan telah siap dilakukan

Kegiatan

15 menit

Catatan dan arahan

Pengawas KKP dan supervisor BUS turun dari kapal
setelah pelepasan gas. Memastikan tisak ada orang
naik ke atas kapal

Kegiatan

10 menit

Laporan

10.

Menentukan waktu exposure dan jam pembebasan
gas. Memerintahkan supervisor BUS/pelaksana
fumigasi membebaskan gas pada jam tersebut

Kegiatan

9 Jam

Laporan

1.

Mencari tikus mati dan mengidentifikasi vektor
(setelah ruang telah bebas dari gas). Nahkoda
menandatangani pernyataan kapal sudah bebas dari
gas. Bendera VE dan seluruh tanda bahaya dapat
dilepas

Kegiatan

30 menit

Catatan dan arahan

12.

Laporan (Penilaian dan pelaporan )

)

A

A

Laporan

Laporan hasil kegiatan




Nomor SOP OT.02.02/1/ Iy§J2022
‘ Tanggal Pembuatan 01 Januari 2022
. . Tanggal Revisi 26 Agustus 2022
G Tanggal Efektif 28 Agustus 2022
Disahkan Oleh
Kepala KKP Kglas Il Jambl,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA \.\\\\N— _
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Tik
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI ALI ISHA WARDHANA, SKM, MKM
NIP, 196901271993031001
Nama SOP Survei Vektor Penyakit Pes (Tikus & Pinjal)
Dasar Hukum : Kualifikasl Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1884, tentang \Wabah Penyakit Menular;

1. D3 Kesehatan dan atau telah mendapatkan pelatihan kompetensi terkait kegiatan tersabut

2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan; 2. Fungsional Sanitarian
3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 3. Fungsional Entomolog Kesehatan
4. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Panyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
5. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
8 Kepmenkes Nomor 431/ ISK/VI2007 g Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam
rangka Karantina Kesehatan
7. IHR 2005
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP penyusunan surat 1. Kendaraan roda 4/2 khusus pengendalian vektor
2. SOP pengadaan barang dan jasa 2. Peralatan survei tikus dan pinjal (perangkap, kantong, botol vial, panyadot pinjal, baskom, sisir, petridish, sarung tangan)
3. SOP peny 99 1 p ) dan 3 Alst tulis (formulir dan surat tugas)
4. SOP penyusunan laporan 4. Alat identifikasi (mikroskop. objek glass. cove glass, timbangan. penggaris. buku identifikasi)
5. Bahan (umpan, chioroform, alkohol)
|Peringatan : P dan Pendat
uﬁmznu_n___u kegiatan survei vektor panyakit PES tidak berjalan dengan baik. berakibat tidak terdeteksinya potensi faktor risiko tular vektor tikus dan 1. SOP Survei Vektor Penyakit Pes (Tikus & Pinjal) merupakan turunan proses bisnis Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dari Proses Bisnis Kantor

Kesehatan Pelabuhan
2. Seluruh berkas disimpan di arsip aktif di Substansi PRL




Prosedur Survei Vektor Penyakit Pes (Tikus & Pinjal)

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Koordinator | Entomolog / A Keterangan
Kepala Substansi PRL Sanitarian Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
1. |Memberikan arahan kepada koordinator substansi Kegiatan 10 menit |Catatan dan arahan
PRL untuk mengkoordinir kegiatan survei vektor
penyakit pes (Tikus & Pinjal)
]
2. |Menginstruksikan Entomolog/ Sanitaran  untuk — Catatan dan arahan 15 menit |Disposisi dan arahan
mempersiapkan kegiatan survei vektor penyakit pes
(Tikus & Pinjal
3. |Entomolog / Sanitarian Melaksanakan pengamatan Kegiatan pengamatan 4 Hari  [Laporan hasil
vektor penyakit pes di pelabuhan/bandara pengamatan
(pemasangan perangkap tikus, identifikasi tikus dan
pinjal serta menghitung indeks pinjal) dan di kapal
(saat pemeriksaan HSK)
4. |Evaluasi dan tindak lanjut v Catatan 10 Menit |Laporan hasil survei
5. |Membuat laporan (kegiatan, bulanan dan tahunan) Laporan hasil pengamatan 20 Menit |Laporan
6. |Menyerahkan laporan untuk diarsipkan ke petugas Arsip Arsip
arsiparis
7. |Desiminasi informasi Laporan Laporan




", ik
e
" STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BERDASARKAN PROSES BISNIS-8
(Pengelolaan Data Dan Informasi)

1.Pengumpulan Data Kinerja
2.Penggunaan Media Informasi
3.Pengukuran Data Kinerja

o
SR,



KEMENTERIAN

R ‘ KESEHATAN
. REPUBLIK
a ' INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Il JAMBI

Nomor SOP . 0T.02.02/1/248Y2022

Tgl. Pembuatan : 30 Desember 2019
TgL. Revisi : 94 Agustus 2022
Tgl. Efektif : 39 Agustus 2022

Disahkan Oleh T

Kepala,

Ali Isha _,Em:_:m:m. SKM, MKM
NIP 196901271993031001

NAMA SOP : Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja
2. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Penilaian Prestasi Kinerja

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

1. SOPSKP
2. SOP pengarsipan surat

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Bahan masukan dari Ditjen P2P

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program Office

4. LCD

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Apabila Data tidak terkumpul dari Masing-masing Unit Terkecil dari Setiap Seksi
makaPenyusunan Laporan Data Kinerja Akan terganggu.

Laporan dan Dokumen data sudah terkirim dan diarsipkan.




PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No | Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Ka. Sub JFU Kepala |Koordina | Sekretaris | Kelengkapan Waktu Output
Bag Adum tor Kepala
1 | Mengarahkan Semua Undang-undang dan 15 menit Catatan
Seksi untuk melaporkan Peraturan arahan
Data Hasil Kinerja dari
Masing-masing Seksi
2 | Menyiapkan bahan v Catatan arahan 60 menit format
terkait dengan Data pengumpulan
Laporan Kinerja dan data kinerja
Meminta data dari
Masing- masing JFU
3 | Menyusun laporan Data L Konsep Surat 1 hari Konsep
Kinerja sebagai Bahan Laporan
Penilaian Kinerja
4 | Meneliti hasil laporan T ,—. y Dokument 60 Menit Distribusi
dari JFU dan « N Surat dan
Meneruskan ke Kepala d laporan
Kantor
5 | Meneliti Kembali dan f Dokument 60 Menit Laporan
Memberikan Paraf T
Y
6 |- Memerintahkan JFU F Laporan Kinerja 30 mnt Disposisi
untuk mengirimkan Laporan
Laporan ke Bag. Pl P2P Kinerja
- Mengarsipkan Laporan




Mengirim Laporan Ke Surat dan Laporan 60 Menit Pengiriman
Bag. PI P2P laporan ke PI
Mendokumentasikan P2P
Laporan
Menerima dan Surat dan Laporan 60 Menit Disposisi dan
mendokumentasikan Arsip
Laporan Kinerja
Masing-masing Koor

Total 1 Hari 6,75

Jam




KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

1 4
'i_

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL P2P
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 111 JAMBI

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5053,

3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5063);

4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kantor

Kesehatan Pelabuhan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan

~Informasi Publik;

Keterkaitan

5

Peringatan

Nomor SOP OT 02 02/1/ 2288 /2022
| Tanggal Pembuatan , 04 Agustus 2022
Tanggal Revisi A
Tanggal Efektif | 05 Agustus NONN\ -
" Kepala zmr.wﬁ Kesehatan Pelabuhan Kelas 111 JambiJ),

Disahkan oleh

| V-

Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana

Memaham Peralatan Komputer
Memahami Aplikasi Media Informasi
Memaharm Aplikasi Perkantoran
Memahami Penggunaan Google Form

i e

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan kelengkapannya 3 Janngan Internet
1. Domain 4 Atk

_Pencatatan dan Pendataan

“Pencatatan dan pendataan menggunakan Google Form




NO KEGIATAN

1 | Menginput data

infomasi melalui media

| Google Form  oleh

masing masing
perwakilan substansi

2 | Memilah data Informasi
berdasarkan kebijakan
Jika Ya data Informasi

- menyangkut kebijakan
di berikan ke Kepala
Kantor

Staf

Jika Tidak data |

informasi bukan
menyangkut kebijakan
di berikan ke Tim
Penyebar Informasi
uniuk di publikasi kan

3 _ Data informasi
 kebijakan  diserahkan
kepada Kepala Kantor
Untuk didisposisi

f
k
_
_
Tidak

v

PELAKSANA

Tim
Pengumpul Kepala

dan Kantor
Pengelola |

Informasi
PPID |
4 | 5

Tim " Tim Pelaporan | _
Penyebar dan
Informasi Dokumentasi
PPID PPID 7
| A 7 8 5
_

_ Google Form

i

Data informasi ﬁ
berdasarkan
_ kategori

Data informasi
Kebijakan

MUTU BAKU

0|

10 menit

25 menit

15 menit

KELENGKAPAN = WAKTU  OUTPUT

Data
Informasi

Data
informasi
bersifat
# kebijakan
' dan bukan
kebijakan

Disposisi

KET



NO |

5

6

KEGIATAN

2
Mendisposisikan
kepada tim penyebar
informasi _
Jika Ya data kebijakan
diberikan ke Tim
Penyebar Informasi
untuk di publikasi
| Jika tidak data
- disimpan di google form

Oleh tim pelaporan dan
| dokumentasi

Data yang telah

dipublikasi diberikan ke

tim pelaporan dan |
| dokumentasi

Data di
| dokumentasikan
digoogle form  dan
pembuatan laporan

Tim
7 Pengumpul
dan
Pengelola
Informasi

~ PELAKSANA

Kepala
Kantor

Tidak

Tim
Penyebar
Informasi

PPID

B

Tim Pelaporan

dan
Dokumentasi
PPID

KELENGKAPAN | WAKTU

Disposisi

Data Informasi

Kebijakan
dipublikasi

MUTU BAKU |
. OUTPUT
7 7( KET
e | 1w [ 1
o
_ “
, Data
_ 5 menit Informasi
i - Kebijakan |
' dipublikasi
15 Ment  Laporan
f _
4 -
5 menit 7 Laparan
_ _
“11Jam15 )

|  menit




KEMENTERIAN
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REPUBLIK
u ’ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IIl JAMBI

: 0T/ Oﬁow.ow\p\” | umomm

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan : 30 Desember 2019
TgL. Revisi . Agustus 2022
Tgl. Efektif -1 Agustus 2022

Disahkan Oleh

. AN
= S\

NAMA SOP

%

OIREXTORAT JENDERA
- WAT JEN L
PENCEGAMAN DA

PENGENDALIAN

rdhana, SKM, MKM
01271993031001

: PENGUKURAN DATA KINERJA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan

3. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

4. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur

1. Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja KKP Kelas Ill Jambi
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun pengukuran kinerja

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

1. SOP Pengumpulan data kinerja
2. SOP Penyelenggaraan Rapat

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Program Office dan Excell
3. Forrmat penetapan kinerja

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Penetapan kinerja KKP Kelas Il Jambi akan dijadikan pedoman dan acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas Ill Jambi untuk periode 1 (satu)
anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan kinerja ini
tidak akan berjalan lancar.

Laporan dan Dokumen data sudah terkirim dan diarsipkan.




Bagian dan Subtansi

7 | Menganalisis data dan Matrik kinerja 60 Menit Draf laporan
informasi pengukuran kinerja
kinerja yang terkumpul

8 Membuat konsep Draf laporan kinerja 30 menit Dokumen

pengukuran kinerja pengukuran
KKP kinerja
9 Mengoreksi konsep Dokumen pengukuran 10 menit Persetujuan
dokumen pengukuran kinerja pimpinan
kinerja berupa
disposisi
10 Penandatanganan Disposisi dan dokumen sakip | 10 menit Dokumen
dokumen pengukuran y sakip yang
kinerja KKP oleh telah di
kepala KKP otorisasi

11 Penggandaan Dokumen sakip 10 menit Dokumen

dokumen pengukuran pengukuran
kinerja KKP S kinerja

12 | Pengarsipan = Dokumen sakip 5 menit L —

pengukuran

kinerja




PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No | Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepala | Kasubag |Koordinator| Staf |Sekretaris| Kelengkapan Waktu Output
KKP Subtansi Kepala

1 | Memerintahkan Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
penyusunan
pengukuran kinerja KKP _ _

2 | Membuat format v Format pengukuran kinerja 30 menit Format
pengumpulan data pengukuran
informasi pengukuran kinerja
kinerja dari masing-
masing sub bagian dan
subtansi

3 | Menyampaikan format Format pengukuran kinerja 15 menit Draf
pengumpulan data dan pengusulan
informasi pengukuran kinerja
kinerja kepada masing-
masing sub bagian dan
subtansi

4 | Mengundang Kasubag Undangan rapat, notulensi, 15 meint Undangan
dan Koordinator dokumentasi rapat
Subtansi untuk rapat v
pembahasan
pengukuran kinerja F ﬁ ﬁ k

5 | Melaksanakan rapat Laporan rapat pembahasan 60 menit Draf laporan
pembahasan kinerja .@ _ kinerja kinerja

6 | Menghimpun format Draf matrik laporan 60 menit Matrik kinerja

data dan informasi
pengukuran kinerja dari
masing-masing Sub




